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KATA PENGANTAR

Konsep human capital, menegaskan bahwa karyawan bukanlah 
sekadar “tenaga kerja” atau “beban biaya,” melainkan aset intelektual 
dan motor penggerak inovasi yang paling berharga bagi sebuah 
organisasi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan 
disrupsi teknologi yang masif, kemampuan perusahaan untuk 
menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik 
menjadi faktor pembeda yang absolut.

Namun, di sisi lain, lanskap hukum ketenagakerjaan juga 
menjadi semakin kompleks. Lahirnya berbagai regulasi baru, 
meningkatnya kesadaran karyawan akan hak-hak mereka, serta 
kemudahan akses informasi di era digital menuntut perusahaan 
untuk lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan kebijakan terkait 
SDM. Sebuah keputusan yang tampak sepele dari sudut pandang 
bisnis, dapat memicu risiko hukum yang serius jika tidak didasari 
oleh pemahaman hukum yang kuat. Gugatan hukum, denda dari 
pengawas ketenagakerjaan, hingga kerusakan citra perusahaan 
adalah konsekuensi nyata yang tidak bisa diabaikan. Perubahan 
lanskap bisnis yang begitu cepat menuntut perusahaan untuk tidak 
hanya adaptif secara strategi, tetapi juga disiplin dalam tata kelola. 
Di tengah kompetisi yang semakin kompleks, pengelolaan sumber 
daya manusia tidak lagi sekadar fungsi administratif, melainkan 
menjadi faktor penentu keberlanjutan organisasi. Konsep human 
capital menegaskan bahwa karyawan adalah aset strategis yang 
menciptakan nilai, inovasi, dan daya saing. 

Saya berharap karya ini akan memberi kontribusi nyata dalam 
memperkuat praktik manajemen SDM di Indonesia, sekaligus 
mendorong terciptanya hubungan industrial yang sehat, profesional, 
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dan berkeadilan, bagi para CEO, pimpinan perusahaan, praktisi HR, 
tim legal, akademisi, maupun mahasiswa.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus 
kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, 
dan masukan berharga selama proses penulisan, terutama kepada 
istriku tercinta Dr. Dra. Wuryantari Setiadi, M.Biomed, dan anakku 
tersayang Muhammad Ananda Alifiarry, S.IP., CDMS, atas motivasi 
dan dukungannya yang tak pernah henti, serta seluruh anggota 
keluarga besar Hartono dan keluarga besar Sutarmin yang selalu 
memberikan dorongan, sehingga penulis mendapatkan suatu 
motivasi agar bisa menyelesaikan buku ini

Pamulang, Tangerang Selatan
Penulis, 

Ario Setra Setiadi
ariosetrasetiadi@yahoo.com
ario.s.setiadi@gmail.com
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PRAKATA

Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan tentang bagaimana 
menyeimbangkan antara tujuan memaksimalkan potensi sumber 
daya manusia sebagai modal utama perusahaan (human capital) 
dengan keharusan untuk mematuhi koridor hukum ketenagakerjaan 
yang kompleks dan terus berkembang. Seringkali, dua dunia ini, 
manajemen talenta dan kepatuhan hukum, dianggap sebagai 
dua kutub yang terpisah. Departemen HR fokus pada rekrutmen, 
pengembangan, dan motivasi, sementara tim legal baru terlibat 
ketika “api” sengketa sudah menyala. Pendekatan reaktif seperti ini 
tidak hanya mahal, tetapi juga berisiko merusak reputasi perusahaan 
dan moral karyawan.

Di era disrupsi, teknologi bisa dibeli. Strategi bisa ditiru. Modal 
bisa dicari. Namun ada satu hal yang benar-benar menentukan 
umur panjang sebuah bisnis: cara Anda mengelola manusia. Banyak 
perusahaan tumbuh cepat—lalu runtuh pelan-pelan—bukan karena 
produknya gagal, tetapi karena konflik internal, sengketa karyawan, 
salah kelola kontrak kerja, atau keputusan emosional yang berujung 
gugatan. Biaya litigasi mungkin terlihat di laporan keuangan. Tetapi 
kerusakan reputasi, turunnya moral tim, dan hilangnya kepercayaan 
investor sering kali jauh lebih mahal.

Saya percaya satu hal sederhana: Human capital yang dikelola 
secara strategis dan taat hukum adalah pelindung bisnis jangka 
panjang. HR hari ini bukan lagi administrator. HR adalah penjaga 
stabilitas organisasi. Legal bukan hanya pemadam kebakaran”. 
Legal adalah radar risiko. Dan pimpinan bukan sekadar pengambil 
keputusan, tetapi arsitek budaya dan tata kelola. Ketika tiga elemen 
ini bersinergi, perusahaan tidak hanya bertumbuh—tetapi juga 
tahan guncangan.
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Di dalam buku ini, Anda akan menemukan:Cara membangun 
sistem SDM yang produktif sekaligus aman secara hukum, 
Strategi mencegah gugatan sebelum terjadi, Kerangka berpikir 
menghadapi PHK, konflik, dan negosiasi secara elegan, Checklist 
dan template praktis yang bisa langsung digunakan, Perspektif 
khusus menghadapi generasi Milenial dan Gen Z yang membawa 
standar baru dalam dunia kerja. 

Semoga buku ini menjadi referensi strategis sekaligus pengingat 
bahwa kepatuhan bukanlah penghambat pertumbuhan—melainkan 
fondasi kepercayaan. Karena bisnis besar bukan hanya tentang 
profit. Bisnis besar adalah tentang keberlanjutan.

Pamulang, Tangerang Selatan, 2026

Dr. Drs. KRT. Ario Setra Setiadi, M.M., Ph.D., CDM., CPM., CHRM.
ariosetrasetiadi@yahoo.com
ario.s.setiadi@gmail.com
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BAB 1
HUMAN CAPITAL: BUKAN SEKADAR 

PEKERJA, TAPI INVESTASI BERHARGA

Pernahkah Anda mempertimbangkan mengapa dua perusahaan 
di industri yang sama, dengan akses teknologi dan modal yang 
serupa, bisa memiliki nasib yang sangat berbeda? Satu perusahaan 
melesat menjadi pemimpin pasar, sementara yang lainnya berjuang 
untuk sekadar bertahan. Seringkali, jawaban penentunya tidak 
terletak pada produk atau strategi pemasaran semata, melainkan 
pada kualitas individu-individu di dalamnya. Inilah inti dari konsep 
human capital atau modal manusia, sebuah pergeseran paradigma 
fundamental dalam memandang tenaga kerja.

Paradigma lama, yang diwarisi dari era industri, cenderung 
melihat karyawan sebagai salah satu dari banyak faktor produksi, 
tidak berbeda jauh dari mesin atau bahan baku. Dalam laporan 
keuangan, gaji dan tunjangan mereka seringkali dicatat murni 
sebagai beban operasional (operational expense) yang harus ditekan 
seefisien mungkin. Fungsi manajemen sumber daya manusia (SDM) 
pada masa itu lebih dikenal sebagai departemen personalia, yang 
tugasnya bersifat administratif: mengurus absensi, menghitung 
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gaji, dan memastikan dokumen-dokumen karyawan tersimpan rapi. 
Fokusnya adalah pada administrasi, bukan strategi.

Dunia bisnis modern menuntut perspektif yang jauh lebih 
canggih. Konsep human capital menegaskan bahwa manusia 
bukanlah sekadar “sumber daya” yang bisa dieksploitasi, melainkan 
“modal” atau aset yang harus diinvestasikan dan dikembangkan. 
Pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan jejaring yang dimiliki 
setiap individu merupakan aset tak berwujud yang menjadi sumber 
keunggulan kompetitif paling berkelanjutan. Perusahaan yang 
cerdas tidak lagi bertanya, “Berapa biaya untuk menggaji karyawan 
ini?”, melainkan, “Berapa nilai tambah dan potensi pertumbuhan 
yang bisa dihasilkan dari investasi pada karyawan ini?”.

Pergeseran cara pandang ini secara langsung mengubah peran 
departemen SDM. Dari yang tadinya hanya menjadi “penjaga 
gerbang” administrasi, HR modern bertransformasi menjadi mitra 
bisnis strategis (strategic business partner). Tugas mereka bukan lagi 
sekadar reaktif mengurus masalah, tetapi proaktif dalam merancang 
sistem untuk menarik talenta terbaik, mengembangkan potensi 
mereka secara maksimal, dan menciptakan lingkungan kerja yang 
membuat mereka loyal dan produktif. Keberhasilan fungsi HR 
tidak lagi diukur dari efisiensi administrasi, tetapi dari dampaknya 
terhadap kinerja dan profitabilitas perusahaan (Ramesh, 2022).

Pada saat yang sama, pengakuan terhadap karyawan sebagai 
aset berharga harus diimbangi dengan pemahaman bahwa mereka 
juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan martabat. 
Hukum ketenagakerjaan hadir bukan untuk menghambat bisnis, 
melainkan untuk menciptakan kerangka hubungan kerja yang adil 
dan seimbang. Setiap keputusan terkait human capital, mulai dari 
rekrutmen, penetapan gaji, promosi, hingga pemutusan hubungan 
kerja, memiliki implikasi hukum yang serius.

Generasi baru di dunia kerja, khususnya Milenial dan Gen Z, 
datang dengan ekspektasi yang berbeda. Mereka tidak hanya 
mencari gaji yang kompetitif, tetapi juga tujuan (purpose), 
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pengembangan diri, fleksibilitas, dan lingkungan kerja yang 
menghargai kesejahteraan mental dan menghormati hak-hak 
mereka. Perusahaan yang gagal beradaptasi dengan ekspektasi 
ini tidak hanya akan kesulitan menarik talenta, tetapi juga lebih 
rentan terhadap sengketa dan konflik hubungan industrial (Mas’adi 
& Widigdo, 2025).

Bab ini akan menjadi fondasi bagi seluruh pembahasan dalam 
buku ini. Kita akan menjelajahi secara mendalam evolusi peran 
HR dari fungsi administratif menjadi mitra strategis yang menjaga 
aset terpenting perusahaan. Kita akan membedah mengapa setiap 
rupiah yang dikeluarkan untuk kompensasi dan pengembangan 
karyawan adalah sebuah investasi, bukan sekadar biaya. Lebih 
penting lagi, kita akan mengupas bagaimana HR memegang 
peran krusial sebagai “pengawal” kepatuhan hukum, yang bertugas 
menerjemahkan kompleksitas regulasi ketenagakerjaan menjadi 
kebijakan operasional yang aman dan efektif.

Dengan memahami pilar-pilar fundamental ini, para praktisi 
HR, pemimpin bisnis, dan tim legal dapat membangun sebuah 
kerangka kerja yang solid. Kerangka kerja ini memungkinkan 
perusahaan untuk memaksimalkan potensi human capital sebagai 
motor pertumbuhan, sekaligus memitigasi risiko hukum yang dapat 
mengancam keberlangsungan bisnis. Ini adalah langkah pertama 
untuk mengelola SDM secara cerdas, tanpa drama, denda, atau 
gugatan yang tidak perlu.

A.	 Evolusi dari “Admin Personalia” ke Mitra Bisnis
Transformasi fungsi manajemen sumber daya manusia (SDM) 

adalah salah satu perubahan paling signifikan dalam dunia korporat 
selama beberapa dekade terakhir. Peran yang dahulu terbatas pada 
urusan administrasi kepegawaian kini telah berevolusi menjadi 
fungsi strategis yang terintegrasi langsung dengan tujuan utama 
perusahaan. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan nama dari 
“Personalia” menjadi “Human Resources” atau “Human Capital”, 
melainkan perubahan fundamental dalam filosofi, cakupan tugas, 
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dan tolok ukur keberhasilan. HR tidak lagi dipandang sebagai pusat 
biaya (cost center), tetapi sebagai pendorong nilai (value driver) 
yang kontribusinya dapat diukur terhadap kinerja bisnis secara 
keseluruhan.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan sebuah tim balap Formula 
1. Manajer personalia model lama ibarat seorang petugas logistik 
di garasi yang memastikan setiap mekanik datang tepat waktu, 
seragamnya bersih, dan gajinya dibayar. Perannya penting, tapi 
terbatas pada operasional pendukung. Sebaliknya, manajer HR 
modern adalah chief strategist yang duduk bersama pembalap 
dan insinyur. Ia menganalisis data kinerja, merancang program 
pelatihan untuk meningkatkan kecepatan pit stop, merekrut insinyur 
aerodinamika terbaik dari tim pesaing, dan membangun budaya 
kerja kolaboratif yang membuat seluruh elemen tim bekerja secara 
optimal untuk memenangkan kejuaraan. Keduanya mengurus 
manusia, tetapi fokus, dampak, dan pendekatannya sangat berbeda.

1.	 Mengapa gaji adalah investasi, bukan beban operasional
Dalam akuntansi tradisional, kompensasi karyawan secara 

teknis memang dicatat sebagai beban operasional. Namun, cara 
pandang strategis melihatnya sebagai investasi dalam aset yang 
paling mampu menghasilkan nilai tambah. Gaji yang kompetitif 
bukanlah sekadar “biaya untuk mendapatkan tenaga kerja”, 
melainkan alat untuk menarik dan mempertahankan talenta unggul 
yang akan mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan 
pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang lebih besar.

Perusahaan yang hanya fokus menekan biaya gaji seringkali 
terjebak dalam lingkaran setan: mereka mendapatkan talenta 
medioker, yang menghasilkan kinerja medioker, dan membuat 
perusahaan sulit bertumbuh (Rasumov et al., 2025).

Investasi ini memiliki tingkat pengembalian (Return on Investment 
- ROI) yang nyata, meskipun tidak selalu langsung terlihat dalam 
laporan laba rugi kuartalan. ROI tersebut dapat berupa penurunan 
tingkat perputaran karyawan (employee turnover), yang secara 
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signifikan mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan 
baru. Lebih jauh lagi, karyawan yang merasa dihargai secara finansial 
cenderung lebih termotivasi, produktif, dan loyal, yang berdampak 
langsung pada kepuasan pelanggan dan efisiensioperasional. Oleh 
karena itu, penetapan struktur gaji harus dipandang sebagai keputusan 
investasi strategis yang disejajarkan dengan alokasi modal untuk teknologi 
atau pemasaran.

2.	 Mengelola manusia di era digital: Fleksibilitas vs Aturan
Era digital dan pandemi COVID-19 telah mengakselerasi 

perubahan fundamental dalam cara kerja. Model kerja jarak jauh 
(remote), hibrida, dan jam kerja fleksibel kini menjadi norma baru 
yang dituntut oleh banyak talenta, terutama generasi Milenial 
dan Z. Bagi HR, ini menciptakan tantangan kompleks untuk 
menyeimbangkan antara tuntutan fleksibilitas dengan kewajiban 
untuk mematuhi aturan ketenagakerjaan yang seringkali dirancang 
untuk model kerja konvensional di kantor (Esan et al., 2024).

Di satu sisi, memberikan fleksibilitas terbukti dapat 
meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Di sisi 
lain, hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan hukum yang 
rumit. Bagaimana cara menghitung upah lembur bagi karyawan 
yang bekerja dari rumah dengan jam kerja yang tidak menentu? 
Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kerja saat 
karyawan bekerja dari kafe? Bagaimana memastikan keamanan data 
perusahaan yang diakses dari jaringan pribadi? HR modern harus 
mampu merancang kebijakan kerja fleksibel yang inovatif namun 
tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, memastikan hak 
dan kewajiban perusahaan maupun karyawan tetap terlindungi.

3.	 Cara SDM berkualitas bikin bisnis makin panjang umur
Keberlanjutan atau umur panjang sebuah bisnis tidak hanya 

ditentukan oleh kekuatan finansial atau keunggulan produknya, 
tetapi juga oleh kemampuan adaptasi dan inovasinya. Kualitas SDM 
adalah fondasi dari kedua kapabilitas tersebut. SDM yang unggul 
menciptakan budaya belajar yang memungkinkan organisasi untuk 
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terus berevolusi dan merespons perubahan pasar dengan cepat. 
Mereka adalah sumber ide-ide baru yang menjaga perusahaan 
tetap relevan (Berta, 2025).

Manajemen human capital strategis secara langsung 
berkontribusi pada keberlanjutan bisnis melalui beberapa 
cara. Pertama, dengan perencanaan suksesi yang matang, HR 
memastikan perusahaan memiliki barisan pemimpin masa depan 
yang siap mengambil alih tongkat estafet. Kedua, melalui program 
pengembangan yang efektif, HR meningkatkan kapabilitas kolektif 
organisasi. Terakhir, dengan membangun budaya perusahaan yang 
kuat dan positif, HR menciptakan lingkungan di mana karyawan 
merasa memiliki (sense of belonging) dan berkomitmen pada 
kesuksesan jangka panjang perusahaan, bukan hanya sekadar 
mengejar target kuartalan.

B.	 Memahami Pekerja sebagai Aset Sekaligus Subjek 
Hukum
Pengakuan terhadap karyawan sebagai aset paling berharga 

perusahaan adalah sebuah langkah maju yang signifikan. Namun, 
pandangan ini akan menjadi timpang dan berbahaya jika tidak 
diimbangi dengan kesadaran penuh bahwa mereka juga merupakan 
subjek hukum yang mandiri. Karyawan bukanlah properti yang bisa 
dimiliki atau dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan. Mereka 
adalah individu yang memiliki hak-hak fundamental, martabat, dan 
kehendak bebas yang dilindungi oleh konstitusi dan serangkaian 
peraturan perundang-undangan. Keseimbangan antara mengelola 
“aset” untuk produktivitas dan menghormati “subjek hukum” adalah 
inti dari hubungan industrial yang sehat dan beretika.

Analogi/Contoh Kasus: Mengelola karyawan dapat diibaratkan 
seperti seorang arsitek yang merawat sebuah bangunan cagar 
budaya. Bangunan itu adalah aset yang sangat berharga dan 
berpotensi mendatangkan keuntungan jika dikelola dengan baik 
sebagai destinasi wisata. Namun, arsitek tidak bisa sembarangan 
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merenovasi atau mengubah struktur bangunan tersebut. Ia terikat 
oleh undang-undang cagar budaya yang melindungi keaslian, 
sejarah, dan integritas bangunan. Tujuannya adalah memaksimalkan 
nilai aset tersebut tanpa melanggar satu pun peraturan yang 
melekat padanya. Demikian pula, perusahaan harus memaksimalkan 
potensi karyawan tanpa melanggar hak-hak hukum yang melekat 
pada diri mereka.

1.	 Mengenal hak-hak karyawan sebagai manusia mandiri
Setiap hubungan kerja di Indonesia didasari oleh kerangka 

hukum yang jelas, yang memberikan serangkaian hak dasar bagi 
pekerja. Hak-hak ini tidak dapat dinegosiasikan atau diabaikan 
oleh perusahaan, terlepas dari isi perjanjian kerja. Beberapa hak 
fundamental tersebut mencakup hak untuk menerima upah yang 
layak dan tepat waktu, hak atas waktu istirahat dan cuti tahunan, 
hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS), serta 
hak untuk bekerja di lingkungan yang aman dan sehat (K3).

Memahami dan memenuhi hak-hak ini bukan hanya soal 
kepatuhan untuk menghindari sanksi, tetapi juga merupakan 
wujud pengakuan terhadap martabat pekerja. Ketika perusahaan 
secara konsisten memenuhi hak-hak dasar ini, fondasi kepercayaan 
akan terbentuk. Kepercayaan ini menjadi dasar bagi loyalitas dan 
komitmen karyawan yang jauh lebih kuat daripada yang bisa dibeli 
dengan bonus atau insentif semata.

Kegagalan dalam memenuhi hak normatif ini merupakan salah 
satu pemicu sengketa industrial yang paling umum dan merusak 
(Putri & Gunadi, 2025).

2.	 Menjaga martabat pekerja: Etika kerja dalam koridor hukum
Di luar hak-hak normatif yang tertulis jelas dalam undang-

undang, terdapat aspek yang lebih subtil namun sama pentingnya, 
yaitu menjaga martabat pekerja. Hal ini mencakup perlindungan 
dari segala bentuk diskriminasi, pelecehan (baik verbal, fisik, maupun 
seksual), intimidasi, dan perlakuan sewenang-wenang. Perusahaan 
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memiliki kewajiban hukum dan etis untuk menciptakan lingkungan 
kerja yang inklusif dan saling menghormati, di mana setiap individu 
merasa aman dan dihargai (Eneh et al., 2024).

Praktik manajemen yang merendahkan martabat pekerja, 
seperti memarahi karyawan di depan umum, memberikan tugas 
yang tidak manusiawi, atau melakukan pengawasan yang berlebihan 
hingga melanggar privasi, dapat menjadi bumerang yang serius. 
Selain berpotensi melanggar hukum, praktik-praktik semacam ini 
akan merusak moral, membunuh kreativitas, dan memicu kebencian 
terpendam yang dapat meledak menjadi konflik terbuka. Oleh 
karena itu, etika kerja harus menjadi bagian tak terpisahkan dari 
pelatihan kepemimpinan di semua tingkatan manajerial.

3.	 Urusan hukum di balik aset intelektual
Ketika karyawan, terutama di industri kreatif, teknologi, dan 

riset, menciptakan sesuatu yang bernilai selama jam kerja, seperti 
kode software, desain produk, atau formula, siapa yang memiliki hak 
atas kekayaan intelektual (HKI) tersebut? Pada umumnya, hukum 
menetapkan bahwa HKI yang diciptakan dalam lingkup hubungan 
kerja menjadi milik perusahaan, kecuali diperjanjikan lain. Inilah 
salah satu manifestasi paling nyata dari karyawan sebagai “aset” 
yang menghasilkan aset lain bagi perusahaan.

Untuk menghindari keraguan dan potensi sengketa di kemudian 
hari, aspek kepemilikan HKI ini harus diatur secara tegas dalam 
perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Perjanjian tersebut harus 
secara jelas mendefinisikan apa saja yang termasuk dalam lingkup 
pekerjaan dan HKI apa yang haknya dialihkan kepada perusahaan. 
Di sisi lain, perusahaan juga perlu menghargai kontribusi intelektual 
karyawan, misalnya melalui sistem insentif atau pengakuan, untuk 
terus mendorong inovasi tanpa menimbulkan rasa ketidakadilan 
(Shumilo, 2022).
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C.	 HR sebagai “Pengawal Peraturan” Perusahaan dari 
Masalah Hukum
Di tengah kompleksitas bisnis dan regulasi, peran HR telah 

bergeser secara dramatis. Fungsi HR tidak lagi cukup hanya sebagai 
pengelola administrasi atau fasilitator pengembangan talenta. HR 
modern kini mengemban tanggung jawab krusial sebagai garda 
terdepan dalam menjaga kepatuhan hukum perusahaan di bidang 
ketenagakerjaan. Mereka adalah “pengawal peraturan” internal yang 
bertugas memastikan setiap kebijakan, prosedur, dan tindakan yang 
berkaitan dengan karyawan selaras dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Peran ini bersifat proaktif, bukan reaktif, 
dengan tujuan utama mencegah masalah hukum sebelum terjadi.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan sebuah perusahaan adalah 
kapal pesiar mewah yang berlayar di perairan internasional yang 
penuh dengan peraturan maritim yang berbeda-beda. Manajer 
HR adalah navigator dan perwira kepatuhan di kapal tersebut. 
Tugasnya bukan hanya memastikan para kru senang dan bekerja 
dengan baik. Tugas utamanya adalah mempelajari peta hukum di 
setiap perairan yang akan dilalui, memastikan kapal tidak melanggar 
batas wilayah, tidak membuang limbah sembarangan, dan memiliki 
semua dokumen yang sah. Satu kesalahan navigasi hukum dapat 
menyebabkan kapal ditahan, didenda besar, atau bahkan dilarang 
berlayar. HR memastikan perjalanan bisnis perusahaan lancar dan 
aman dari “badai” hukum.

1.	 Bukan lagi administrasi, HR sekarang adalah penjaga 
kepatuhan
Tanggung jawab kepatuhan (compliance) menuntut HR 

untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai berbagai 
peraturan, mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan 
tentang upah minimum, jaminan sosial, hingga peraturan turunan 
lainnya yang spesifik. Mereka harus terus-menerus memperbarui 
pengetahuan mereka seiring dengan perubahan regulasi. Peran ini 
melampaui sekadar mengarsipkan dokumen; ini tentang mengaudit 
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praktik internal secara berkala untuk memastikan semuanya sesuai 
aturan (Vanchieri et al., 2022).

Sebagai penjaga kepatuhan, HR bertanggung jawab untuk 
memastikan bahwa proses rekrutmen tidak diskriminatif, kontrak 
kerja dibuat sesuai dengan ketentuan hukum, perhitungan upah 
lembur akurat, dan proses PHK dilakukan sesuai prosedur yang 
ditetapkan. Setiap penyimpangan dari aturan, sekecil apa pun, dapat 
menjadi celah bagi timbulnya gugatan. Oleh karena itu, fokus pada 
detail dan ketelitian dalam administrasi kini memiliki bobot strategis 
yang sama pentingnya dengan program pengembangan karyawan.

2.	 Mendeteksi “bom waktu” sengketa sebelum meledak
Salah satu fungsi kepatuhan yang paling strategis adalah 

kemampuan untuk mengidentifikasi potensi risiko sengketa sejak 
dini. “Bom waktu” ini seringkali tersembunyi dalam keluhan-keluhan 
karyawan yang tidak tertangani dengan baik, kebijakan yang ambigu, 
atau praktik manajemen yang tidak konsisten.

HR yang efektif tidak menunggu hingga surat panggilan dari 
pengadilan datang; mereka secara aktif mencari titik-titik rawan ini 
(Alabdali & Basahal, 2024).

Metode deteksi dini ini dapat mencakup analisis data turnover, 
проведения exit interviews yang mendalam, survei kepuasan 
karyawan, serta membangun saluran komunikasi yang aman bagi 
karyawan untuk menyuarakan keluhan mereka. Ketika sebuah 
pola masalah teridentifikasi, misalnya, banyak keluhan tentang 
perhitungan lembur di satu departemen, HR harus segera melakukan 
investigasi dan mengambil tindakan korektif. Kemampuan untuk 
meredakan ketidakpuasan pada tahap awal adalah kunci untuk 
menghindari eskalasi menjadi sengketa hukum yang mahal dan 
merusak.

3.	 HR sebagai penerjemah bahasa UU ke bahasa operasional 
kantor
Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan 

seringkali bersifat kaku, teknis, dan sulit dipahami oleh manajer lini 



11HUMAN CAPITAL & HUKUM - ARIO SETRA SETIADI

Cara Cerdas Mengelola SDM Tanpa Gugatan, Denda, dan Drama Ketenagakerjaan

atau karyawan pada umumnya. Di sinilah HR memainkan peran vital 
sebagai “penerjemah”. Mereka harus mampu mengambil konsep-
konsep hukum yang abstrak dan menerjemahkannya menjadi 
kebijakan perusahaan (PP), prosedur operasi standar (SOP), dan 
panduan praktis yang mudah dimengerti dan dijalankan oleh semua 
orang di organisasi (Ramesh, 2022).

Sebagai contoh, konsep “kesalahan berat” dalam UU yang dapat 
menjadi alasan PHK perlu diterjemahkan menjadi daftar pelanggaran 
spesifik dalam peraturan perusahaan, lengkap dengan prosedur 
pembuktiannya. Demikian pula, aturan tentang cuti hamil atau upah 
minimum harus diintegrasikan ke dalam sistem payroll dan aplikasi 
HRIS secara akurat. Kemampuan menerjemahkan ini memastikan 
bahwa kepatuhan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab 
departemen HR atau legal, tetapi menjadi bagian dari praktik kerja 
sehari-hari di seluruh perusahaan.

D.	 Kesimpulan
Bab ini telah memetakan sebuah transformasi fundamental 

dalam cara kita memandang dan mengelola sumber daya manusia. 
Kita telah bergerak menjauh dari era di mana departemen 
personalia hanya dianggap sebagai pusat administrasi, menuju 
sebuah pemahaman baru di mana human capital diakui sebagai 
investasi paling krusial bagi keberlangsungan dan keunggulan 
kompetitif perusahaan. Pergeseran ini menempatkan fungsi HR pada 
posisi yang sangat strategis, sebagai mitra bisnis yang bertugas 
memaksimalkan nilai dari aset intelektual dan talenta yang dimiliki 
organisasi.

Evolusi ini didasari oleh tiga pilar utama. Pertama, adalah 
perubahan paradigma finansial yang melihat kompensasi bukan 
lagi sebagai beban, melainkan sebagai investasi dengan tingkat 
pengembalian yang terukur dalam bentuk produktivitas, inovasi, 
dan loyalitas. Kedua, pengakuan bahwa setiap karyawan adalah 
entitas ganda: sebagai aset berharga yang perlu dikembangkan, 
sekaligus sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat 
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yang wajib dilindungi. Keseimbangan antara dua aspek ini menjadi 
kunci hubungan industrial yang harmonis.

Ketiga, dan yang paling kritikal dalam konteks buku ini, adalah 
penegasan peran HR sebagai pengawal kepatuhan hukum. Di tengah 
lanskap regulasi yang dinamis, HR tidak hanya harus memahami 
hukum, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan 
operasional yang efektif, serta proaktif dalam mendeteksi dan 
memitigasi risiko sengketa. Pada akhirnya, manajemen human 
capital yang cerdas adalah yang mampu mengintegrasikan ketiga 
pilar ini secara sinergis, menciptakan sebuah organisasi yang tidak 
hanya produktif dan inovatif, tetapi juga adil, etis, dan kokoh secara 
hukum.
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BAB 2
HR, LEGAL, DAN PIMPINAN: SIAPA YANG 

HARUS TANGGUNG JAWAB?

Ketika sebuah krisis ketenagakerjaan meledak di perusahaan, 
misalnya, sebuah tuduhan pelecehan serius atau tuntutan PHK 
tidak sah, reaksi pertama para pimpinan seringkali adalah mencari 
siapa yang harus bertanggung jawab. Jari telunjuk bisa dengan 
mudah mengarah ke manajer HR karena dianggap gagal mengelola 
karyawan, atau ke tim hukum (legal) karena dinilai lalai memberikan 
nasihat yang tepat. Pola pikir silo seperti ini, yang mencari “kambing 
hitam” alih-alih solusi, adalah akar dari banyak kegagalan dalam 
manajemen risiko human capital.

Tanggung jawab untuk menjaga kesehatan hukum dan 
produktivitas hubungan industrial bukanlah beban satu departemen 
saja. Ini adalah sebuah orkestrasi kompleks yang membutuhkan 
partisipasi aktif dan terkoordinasi dari tiga pilar utama: tim Sumber 
Daya Manusia (HR), tim Hukum (Legal), dan jajaran pimpinan atau 
manajemen lini. Masing-masing memiliki peran, keahlian, dan 
perspektif yang unik.
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Kegagalan untuk mendefinisikan dan menyinergikan peran-
peran ini akan menciptakan zona abu-abu yang berbahaya, tumpang 
tindih wewenang, dan celah kepatuhan yang dapat dieksploitasi.

Tim HR, dengan pemahaman mendalam tentang dinamika 
manusia dan operasional sehari-hari, berfungsi sebagai indra 
perasa dan peraba organisasi. Mereka berada di posisi terbaik untuk 
merasakan “suhu” di lantai produksi, mendeteksi ketidakpuasan 
yang membara, dan memberikan intervensi dini sebelum masalah 
kecil berkembang menjadi sengketa besar. Peran mereka proaktif, 
preventif, dan berpusat pada manusia.

Di sisi lain, tim Legal adalah ahli strategi pertahanan. Mereka 
memiliki keahlian dalam menafsirkan

pasal-pasal hukum yang rumit, menilai risiko litigasi, dan 
menyusun dokumen-dokumen legal yang kokoh untuk melindungi 
perusahaan. Peran mereka cenderung lebih reaktif terhadap kasus-
kasus berisiko tinggi dan fokus pada perlindungan hukum formal 
perusahaan (Bakare et al., 2024).

Jajaran pimpinan, mulai dari manajer lini hingga direksi, adalah 
pemegang keputusan akhir. Mereka mengandalkan masukan dari HR 
mengenai aspek manusia dan operasional, serta nasihat dari Legal 
mengenai risiko hukum, untuk membuat keputusan bisnis yang 
seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa kepemimpinan 
yang tegas dan terinformasi, rekomendasi terbaik dari HR dan Legal 
pun tidak akan ada artinya.

Konflik internal antara HR dan Legal seringkali menjadi 
penghalang terbesar. HR mungkin merasa tim Legal terlalu kaku, 
tidak memahami “realitas lapangan,” dan selalu mengatakan “tidak 
bisa.” Sebaliknya, tim Legal bisa jadi memandang HR terlalu permisif, 
terlalu fokus pada “perasaan” karyawan, dan kurang memperhatikan 
implikasi hukum jangka panjang dari sebuah kebijakan. Friksi ini 
tidak hanya tidak produktif, tetapi juga menciptakan inkonsistensi 
yang membingungkan karyawan dan manajer.
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Bab ini akan mengupas secara tuntas tentang bagaimana 
membangun sebuah model kerja yang sinergis antara HR, Legal, 
dan pimpinan. Kita akan membedah cara membagi tugas dan 
wewenang secara jelas untuk menghindari tumpang tindih. Kita 
akan membahas bagaimana memposisikan HR sebagai garda 
terdepan dalam penyelesaian konflik, yang mampu menyaring dan 
menyelesaikan sebagian besar masalah sebelum perlu eskalasi ke 
tim Legal.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan sebuah ekosistem di mana 
ketiga pilar ini tidak bekerja dalam silo, melainkan berkolaborasi 
sebagai satu tim yang solid. Sebuah tim yang memiliki tujuan 
bersama: memaksimalkan potensi human capital sambil memastikan 
perusahaan berjalan di atas fondasi hukum yang kuat dan aman 
dari gugatan. Ini bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi 
tentang bagaimana menyatukan kekuatan untuk kepentingan 
terbaik perusahaan.

A.	 Membagi Tugas antara Tim HR dan Tim Hukum 
(Legal)
Pembagian peran yang jelas antara departemen HR dan Legal 

adalah fondasi untuk manajemen risiko ketenagakerjaan yang 
efektif. Tanpa demarkasi yang tegas, perusahaan berisiko mengalami 
dua masalah utama: tumpang tindih yang menyebabkan inefisiensi 
dan konflik internal, atau, yang lebih berbahaya, adanya area abu-
abu di mana tidak ada yang merasa bertanggung jawab, sehingga 
potensi masalah terlewatkan. Kunci utamanya adalah mengakui 
bahwa kedua fungsi ini memiliki keahlian yang berbeda namun 
saling melengkapi. HR berfokus pada siklus hidup karyawan dan 
dinamika organisasi, sementara Legal berfokus pada interpretasi 
hukum dan mitigasi risiko litigasi.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan penanganan kesehatan 
pasien di rumah sakit. Tim HR adalah dokter umum atau dokter 
keluarga. Mereka melakukan pemeriksaan rutin (evaluasi kinerja), 
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memberikan “vitamin” dan nasihat pencegahan (pelatihan dan 
pengembangan), mendiagnosis gejala awal penyakit (keluhan 
karyawan), dan menangani penyakit umum (pelanggaran disiplin 
ringan). Tim Legal adalah dokter bedah spesialis. Mereka tidak 
terlibat dalam pemeriksaan harian. Mereka baru akan dipanggil 
oleh dokter umum ketika diagnosis menunjukkan adanya kondisi 
serius yang memerlukan tindakan operasi (potensi gugatan PHK, 
tuduhan kriminal, atau sengketa serikat pekerja). Dokter umum dan 
dokter bedah harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik 
untuk memastikan pasien (perusahaan) mendapatkan penanganan 
yang tepat dan komprehensif.

1.	 HR urus manusianya, Legal urus dokumen dan pengadilannya
Peran utama HR adalah mengelola aspek “manusia” dalam 

hubungan kerja. Ini mencakup seluruh siklus, mulai dari rekrutmen, 
onboarding, manajemen kinerja, pengembangan karier, hingga 
menangani interaksi dan konflik sehari-hari. HR dilatih untuk 
memahami motivasi, dinamika tim, dan cara berkomunikasi secara 
efektif dengan karyawan. Mereka adalah pihak yang melakukan 
investigasi awal terhadap pelanggaran, menasihati manajer tentang 
cara memberikan feedback, dan menjadi mediator pertama dalam 
perselisihan antar-karyawan. Fokus mereka adalah menjaga 
hubungan industrial yang sehat dan produktif dari hari ke hari 
(Ravisankar & Goyal, 2025).

Tim Legal, di sisi lain, masuk ketika suatu masalah memiliki 
potensi eskalasi menjadi sengketa hukum formal. Tanggung jawab 
mereka meliputi penyusunan dan peninjauan ulang dokumen-
dokumen yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti 
perjanjian kerja (PKWT/PKWTT), perjanjian kerja bersama (PKB), dan 
surat-surat somasi. Ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara 
internal dan berlanjut ke tahap mediasi di Disnaker atau litigasi di 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tim Legal (atau pengacara 
eksternal yang mereka tunjuk) mengambil alih sebagai perwakilan 
resmi perusahaan. Mereka yang merumuskan argumen hukum, 
menyiapkan bukti, dan beracara di pengadilan.
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2.	 Menentukan siapa yang berhak mengetok palu sanksi
Keputusan untuk menjatuhkan sanksi, terutama sanksi berat 

seperti skorsing atau PHK, tidak boleh menjadi wewenang tunggal 
satu departemen. Diperlukan sebuah proses kolaboratif yang 
terstruktur. Proses ini idealnya dimulai dari manajer lini yang 
mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran. HR kemudian 
bertugas melakukan investigasi yang objektif dan menyeluruh, 
mengumpulkan bukti, dan mendengarkan keterangan dari semua 
pihak terkait sesuai asas praduga tak bersalah. Hasil investigasi 
dan rekomendasi sanksi dari HR, yang didasarkan pada peraturan 
perusahaan dan rekam jejak karyawan, kemudian disajikan.

Sebelum keputusan final dibuat, tim Legal harus meninjau 
seluruh proses dan bukti yang dikumpulkan oleh HR. Peran Legal 
di sini adalah sebagai penilai risiko: Apakah bukti sudah cukup 
kuat? Apakah prosedur sudah diikuti dengan benar? Apakah sanksi 
yang diusulkan sebanding dengan pelanggarannya dan konsisten 
dengan kasus-kasus sebelumnya? Legal memberikan “lampu hijau” 
atau “lampu kuning” dari perspektif hukum. Namun, “palu sanksi” 
atau keputusan akhir idealnya tetap berada di tangan manajemen 
lini (dengan persetujuan pimpinan yang lebih tinggi untuk kasus 
PHK), karena merekalah yang bertanggung jawab atas kinerja dan 
disiplin timnya. Model ini memastikan keputusan tidak hanya kuat 
secara hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara 
operasional.

3.	 Batasan wewenang agar tidak terjadi tumpang tindih
Untuk memastikan kolaborasi berjalan mulus dan menghindari 

kebingungan, perusahaan harus secara formal mendefinisikan 
batasan wewenang antara HR dan Legal. Cara terbaik untuk 
melakukannya adalah dengan membuat Standard Operating 
Procedure (SOP) atau diagram RACI (Responsible, Accountable, 
Consulted, Informed) untuk setiap proses kunci dalam manajemen 
SDM, seperti rekrutmen, penjatuhan sanksi, penanganan keluhan, 
dan proses PHK.
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SOP ini harus secara jelas menetapkan titik-titik serah terima 
(handover points). Misalnya, SOP bisa menetapkan bahwa semua 
kasus pelanggaran disiplin ditangani oleh HR. Namun, jika 
pelanggaran tersebut masuk dalam kategori “kesalahan berat” 
sesuai Peraturan Pemerintah, atau jika karyawan yang bersangkutan 
adalah pengurus serikat pekerja, maka HR wajib “berkonsultasi” 
dengan Legal sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Demarkasi 
yang jelas ini memastikan bahwa setiap departemen bekerja sesuai 
dengan keahlian intinya, mempercepat proses untuk kasus-kasus 
rutin, dan menjamin adanya pengawasan hukum untuk kasus-kasus 
berisiko tinggi (Yang, 2024).

B.	 HR sebagai “Garda Pengawal Terdepan” Penyelesai-
Konflik
Dalam ekosistem manajemen risiko perusahaan, Departemen 

HR memegang posisi strategis yang unik sebagai “garda pengawal 
terdepan” atau lini pertahanan pertama dalam menghadapi 
potensi konflik ketenagakerjaan. Posisi ini menuntut HR untuk 
tidak hanya reaktif terhadap masalah yang muncul, tetapi juga 
proaktif dalam mendeteksi dan meredakan potensi ketegangan 
sebelum berkembang menjadi sengketa formal. Kemampuan HR 
untuk menyelesaikan sebagian besar perselisihan di tingkat internal 
secara cepat dan adil adalah kunci untuk mengurangi beban kerja 
tim Legal, menekan biaya litigasi, dan menjaga lingkungan kerja 
yang kondusif.

Analogi/Contoh Kasus: Tim HR dalam sebuah perusahaan 
dapat diibaratkan sebagai unit patroli polisi di sebuah kota. Tugas 
utama mereka adalah berpatroli di “lingkungan” perusahaan, 
menjaga ketertiban, dan merespons panggilan darurat kecil (konflik 
antar-rekan kerja, keluhan tentang manajer). Mereka dilatih untuk 
melakukan de-eskalasi dan mediasi di tempat. Hanya jika situasi 
berkembang menjadi tindak kriminal serius (misalnya, penggelapan 
dana atau ancaman kekerasan), barulah mereka akan memanggil 
tim detektif spesialis atau unit SWAT (tim Legal) untuk mengambil 
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alih investigasi dan penuntutan. Tanpa patroli yang efektif di garda 
depan, tim spesialis akan kewalahan menangani setiap pelanggaran 
kecil.

1.	 Jurus mendeteksi gelagat keributan di lapangan
Kemampuan mendeteksi konflik pada tahap awal adalah 

keterampilan krusial bagi praktisi HR modern. Ini memerlukan 
kepekaan terhadap “suhu” organisasi dan kemampuan untuk 
membaca sinyal-sinyal halus. Salah satu jurus yang efektif 
adalah melalui komunikasi informal dan membangun hubungan 
kepercayaan dengan karyawan di semua level, sehingga mereka 
merasa nyaman untuk datang ke HR sebelum masalah menjadi 
besar. HR harus secara rutin “turun gunung”, berjalan-jalan di area 
kerja, dan mengobrol santai dengan karyawan, bukan hanya duduk 
di balik meja.

Selain pendekatan personal, HR dapat menggunakan alat 
yang lebih terstruktur seperti survei kepuasan karyawan (employee 
engagement survey), analisis data tingkat absensi dan turnover per 
departemen, serta pelaksanaan skip-level meetings (pertemuan 
antara karyawan dengan atasan dari manajer mereka).

Lonjakan turnover atau penurunan drastis skor kepuasan di 
satu tim bisa menjadi indikator adanya masalah kepemimpinan 
atau konflik internal yang perlu segera diinvestigasi. Pendekatan 
berbasis data ini mengubah HR dari sekadar pemadam kebakaran 
menjadi analis preventif (Rismayadi, 2024).

2.	 Cek dan ricek dokumen sebelum keputusan direksi
Setiap keputusan strategis yang berkaitan dengan karyawan, 

terutama yang bersifat sensitif seperti promosi, demosi, mutasi, 
apalagi PHK, harus didasari oleh dokumentasi yang kuat dan 
konsisten. Di sinilah peran HR sebagai auditor internal menjadi 
sangat vital. Sebelum sebuah usulan keputusan diajukan ke direksi, 
HR wajib melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap semua 
dokumen pendukung. Misalnya, untuk kasus PHK karena kinerja 
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buruk, HR harus memastikan adanya catatan evaluasi kinerja (KPI) 
yang objektif selama periode waktu tertentu, bukti sesi coaching 
atau konseling yang telah diberikan, serta Surat Peringatan (SP) 
yang telah diterbitkan sesuai prosedur (Samuel et al., 2023).

Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan 
yang akan diambil dapat dipertanggungjawabkan, adil, dan yang 
terpenting, dapat dipertahankan jika digugat di pengadilan. HR 
bertindak sebagai filter kualitas, menolak atau meminta perbaikan 
usulan dari manajer lini jika dokumentasinya lemah atau tidak 
konsisten. Tindakan ini melindungi direksi dari membuat keputusan 
yang cacat hukum dan berisiko tinggi, serta menjaga integritas 
proses manajemen talenta perusahaan.

3.	 Membuat aturan main (SOP) dan KPI yang sinergistik dan 
kuat secara hukum
Salah satu kontribusi paling strategis HR sebagai garda terdepan 

adalah dalam perancangan “aturan main” itu sendiri, yaitu Peraturan 
Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta prosedur 
operasi standar (SOP) turunannya. Aturan-aturan ini adalah fondasi 
dari seluruh proses penegakan disiplin dan manajemen kinerja. HR 
tidak boleh menyusun dokumen ini sendirian. Proses penyusunannya 
harus melibatkan manajer lini untuk memastikan aturan tersebut 
praktis dan relevan dengan operasional, serta wajib ditinjau oleh 
tim Legal untuk memastikan setiap pasalnya tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sinergi ini juga berlaku dalam penetapan Key Performance 
Indicators (KPI). HR membantu manajer untuk merumuskan KPI 
yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-
bound). Tim Legal kemudian dapat memberikan masukan untuk 
memastikan bahwa metrik yang digunakan bersifat objektif dan 
tidak diskriminatif, sehingga penilaian kinerja dapat menjadi alat 
bukti yang sah di pengadilan. KPI yang dirancang dengan baik tidak 
hanya mendorong kinerja, tetapi juga menjadi alat perlindungan 
hukum yang kuat bagi perusahaan.
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C.	 Kolaborasi Kompak Tanpa Konflik Internal
Meskipun pembagian tugas yang jelas sangat penting, efektivitas 

tertinggi baru tercapai ketika HR, Legal, dan pimpinan mampu 
berkolaborasi secara kompak dan dinamis. Di dunia nyata, banyak 
masalah ketenagakerjaan yang tidak hitam-putih dan memerlukan 
gabungan keahlian dari berbagai fungsi.

Kolaborasi yang solid menghilangkan friksi, mempercepat 
pengambilan keputusan, dan menghasilkan solusi yang seimbang 
antara kebutuhan bisnis, kepedulian terhadap karyawan, dan 
kepatuhan hukum. Kuncinya adalah membangun budaya saling 
menghormati, komunikasi yang terbuka, dan tujuan bersama untuk 
melindungi perusahaan.

Analogi/Contoh Kasus: Kolaborasi antara HR dan Legal dapat 
diibaratkan seperti hubungan antara seorang co-pilot (HR) dan 
seorang air traffic controller/ATC (Legal) dalam sebuah penerbangan. 
Co-pilot berada di dalam kokpit, merasakan langsung getaran mesin, 
melihat kondisi cuaca di depan mata, dan mengelola operasional 
penerbangan sehari-hari. ATC berada di menara kontrol, melihat 
gambaran lalu lintas udara yang lebih luas, memberikan peringatan 
tentang potensi tabrakan dengan pesawat lain (risiko hukum), 
dan memberikan jalur terbang yang paling aman sesuai regulasi. 
Keduanya harus terus-menerus berkomunikasi dan saling percaya. 
Tanpa masukan dari ATC, co-pilot bisa masuk ke dalam badai. Tanpa 
feedback dari co-pilot, ATC tidak akan tahu kondisi riil di angkasa. 
Kolaborasi mereka memastikan pesawat (perusahaan) tiba di tujuan 
dengan selamat.

1.	 Panduan kerja sama HR–Legal saat ada kasus darurat
Ketika terjadi krisis atau kasus darurat, seperti pemogokan, 

tuduhan penggelapan, atau tuntutan hukum yang signifikan, 
respons yang cepat dan terkoordinasi sangatlah krusial. Perusahaan 
harus memiliki protokol manajemen krisis yang jelas, yang 
menguraikan peran masing-masing pihak. Protokol ini biasanya 
mencakup pembentukan tim gugus tugas (task force) yang terdiri 



22
Cara Cerdas Mengelola SDM Tanpa Gugatan, Denda, dan Drama Ketenagakerjaan

HUMAN CAPITAL & HUKUM - ARIO SETRA SETIADI

dari perwakilan HR, Legal, pimpinan terkait, dan seringkali juga tim 
komunikasi/PR.

Dalam tim ini, peran HR adalah fokus pada pengelolaan karyawan 
yang terlibat, pengumpulan fakta dan bukti di lapangan secara 
cepat, serta menjaga moral karyawan lain agar tidak terpengaruh. 
Peran Legal adalah menganalisis implikasi hukum dari krisis tersebut, 
merumuskan strategi hukum, bertindak sebagai juru bicara tunggal 
untuk urusan hukum, dan menyiapkan langkah-langkah litigasi jika 
diperlukan.

Pimpinan bertugas membuat keputusan akhir berdasarkan 
analisis komprehensif dari kedua tim. Rapat koordinasi rutin dan 
saluran komunikasi darurat yang telah ditetapkan sebelumnya akan 
memastikan semua pihak bergerak serempak (Alabdali & Basahal, 
2024).

2.	 Menjadikan “Nol Gugatan” sebagai target kerja HR
Menetapkan “nol gugatan” (zero lawsuits) sebagai Key 

Performance Indicator (KPI) bersama untuk tim HR dan Legal bisa 
menjadi cara yang ampuh untuk mendorong kolaborasi proaktif. 
Meskipun mencapai angka nol absolut mungkin sulit, tujuan ini 
menggeser fokus dari sekadar “memenangkan kasus” menjadi 
“mencegah kasus”. Ini mendorong HR untuk lebih serius dalam 
mediasi dan penyelesaian masalah di tingkat internal. Ini juga 
memotivasi tim Legal untuk lebih aktif terlibat dalam peninjauan 
kebijakan dan memberikan pelatihan preventif kepada manajer, 
bukan hanya menunggu kasus datang.

Pencapaian target ini dapat diukur melalui beberapa metrik, 
seperti penurunan jumlah sengketa yang sampai ke tahap mediasi 
di Disnaker, peningkatan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan 
melalui perundingan bipartit, dan hasil audit kepatuhan internal 
yang membaik. Ketika kedua tim memiliki target yang sama, mereka 
lebih cenderung untuk saling membantu dan berbagi informasi, 
daripada saling menyalahkan ketika ada masalah yang lolos ke 
pengadilan (Bakare et al., 2024).
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3.	 Membangun komunikasi cair antar departemen
Kolaborasi yang efektif tidak terjadi secara otomatis; ia harus 

dibangun dan dipelihara secara sadar. Beberapa langkah praktis 
untuk mencairkan komunikasi dan meruntuhkan silo antara HR 
dan Legal adalah dengan mengadakan sesi pelatihan bersama. 
Misalnya, tim Legal dapat memberikan pelatihan kepada tim HR 
tentang pembaruan undang-undang ketenagakerjaan, sementara 
tim HR dapat memberikan pelatihan kepada tim Legal tentang 
teknik wawancara investigasi atau cara menangani karyawan yang 
emosional.

Selain itu, rapat tinjauan kasus rutin yang dijadwalkan (misalnya, 
bulanan atau kuartalan) dapat menjadi forum yang sangat berguna. 
Dalam rapat ini, HR dapat memaparkan tren keluhan karyawan 
atau potensi risiko yang mereka lihat di lapangan, dan Legal dapat 
memberikan nasihat hukum preventif.

Menggunakan sistem atau platform manajemen kasus yang 
terintegrasi di mana kedua tim dapat memantau perkembangan 
kasus secara transparan juga dapat meningkatkan koordinasi dan 
memastikan tidak ada informasi yang hilang dalam prosesnya.

D.	 Kesimpulan
Tanggung jawab dalam mengelola spektrum kompleks 

hubungan industrial tidak dapat dibebankan pada satu departemen 
tunggal. Bab ini menegaskan bahwa fondasi dari perusahaan yang 
sehat secara hukum dan produktif secara operasional terletak pada 
sinergi yang kuat antara tiga pilar utama: HR, Legal, dan Pimpinan. 
Upaya untuk menyederhanakan masalah dengan mencari satu pihak 
untuk disalahkan ketika krisis muncul adalah pendekatan yang 
keliru dan kontraproduktif. Sebaliknya, kesuksesan bergantung 
pada pemahaman, penghormatan, dan orkestrasi peran masing-
masing pihak.

Telah diuraikan bahwa pembagian tugas yang jelas adalah 
langkah pertama yang esensial. HR berperan sebagai pengelola 



24
Cara Cerdas Mengelola SDM Tanpa Gugatan, Denda, dan Drama Ketenagakerjaan

HUMAN CAPITAL & HUKUM - ARIO SETRA SETIADI

“manusia” dan lini pertahanan pertama, yang secara proaktif 
mendeteksi dan menyelesaikan konflik di lapangan. Tim Legal 
berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir, menyediakan analisis 
risiko, memastikan kekuatan dokumen hukum, dan mengelola 
litigasi. Pimpinan, sebagai pengambil keputusan akhir, bertugas 
menimbang masukan dari kedua fungsi tersebut untuk menghasilkan 
kebijakan yang bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih dari sekadar pembagian tugas, bab ini menyoroti 
pentingnya kolaborasi yang dinamis dan komunikasi yang cair. 
Protokol respons darurat yang terstruktur, KPI bersama seperti 
“meminimalkan gugatan”, serta forum komunikasi rutin adalah 
mekanisme praktis untuk meruntuhkan silo dan membangun 
budaya kerja sama. Pada akhirnya, ketika HR, Legal, dan pimpinan 
berhenti melihat satu sama lain sebagai kompetitor internal dan 
mulai beroperasi sebagai satu tim terpadu, perusahaan tidak hanya 
akan lebih aman dari risiko hukum, tetapi juga akan lebih adil, 
efisien, dan tangguh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan 
di masa depan.



25HUMAN CAPITAL & HUKUM - ARIO SETRA SETIADI
Cara Cerdas Mengelola SDM Tanpa Gugatan, Denda, dan Drama Ketenagakerjaan

BAB 3
CARI KARYAWAN BARU: AMAN DARI 

RISIKO SEJAK IKLAN LOWONGAN

Proses pencarian talenta baru seringkali dianggap sebagai 
gerbang awal yang penuh optimisme bagi perusahaan. Ini adalah 
momen untuk menyuntikkan energi, keahlian, dan ide-ide segar 
ke dalam organisasi. Namun, di balik antusiasme ini, tersembunyi 
sebuah ladang ranjau hukum yang sangat berbahaya. Banyak 
perusahaan tidak menyadari bahwa risiko sengketa ketenagakerjaan 
tidak dimulai saat karyawan menandatangani kontrak atau saat 
terjadi perselisihan di kemudian hari. Risiko itu lahir jauh lebih awal, 
tepat pada detik pertama iklan lowongan pekerjaan dipublikasikan.

Setiap kata yang tertulis dalam sebuah iklan lowongan, setiap 
pertanyaan yang diajukan dalam formulir aplikasi, dan setiap 
kriteria yang digunakan untuk menyaring kandidat adalah sebuah 
pernyataan hukum. Sebuah frasa yang tampak tidak berbahaya, 
seperti “dicari kandidat berpenampilan menarik” atau “usia maksimal 
28 tahun,” dapat membuka pintu bagi tuduhan diskriminasi yang 
serius. Di era digital, di mana iklan lowongan dapat tersebar dalam 
hitungan detik dan meninggalkan jejak digital yang permanen, 
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kesalahan sekecil apa pun bisa menjadi bukti yang memberatkan 
perusahaan.

Tahap rekrutmen dan seleksi adalah interaksi pertama antara 
perusahaan dan calon karyawannya. Interaksi ini diatur oleh prinsip-
prinsip hukum yang fundamental, terutama prinsip kesetaraan 
kesempatan kerja (Equal Employment Opportunity - EEO). Undang-
undang secara tegas melarang perusahaan untuk melakukan 
diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA), 
jenis kelamin, kondisi fisik, atau afiliasi politik. Pelanggaran terhadap 
prinsip ini tidak hanya berisiko denda atau sanksi administratif, 
tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan secara permanen.

Tantangan ini menjadi semakin kompleks di era modern. 
Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan algoritma untuk 
menyaring ribuan CV menjanjikan efisiensi, namun juga membawa 
risiko bias dan diskriminasi digital yang tersembunyi (Chen, 2023). 
Praktik pemeriksaan latar belakang kini seringkali merambah ke 
media sosial kandidat, menciptakan dilema etis dan hukum antara 
hak perusahaan untuk mengetahui dan hak individu atas privasi.

Selain itu, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU 
PDP) telah menambahkan lapisan kepatuhan baru yang signifikan. 
Bagaimana perusahaan mengumpulkan, menggunakan, dan 
menyimpan data pribadi para pelamar yang jumlahnya bisa 
mencapai ribuan? Apa yang harus dilakukan terhadap data mereka 
yang tidak lolos seleksi? Kegagalan dalam mengelola data ini secara 
aman dan sesuai hukum dapat berujung pada sanksi yang berat.

Bab ini akan memandu Anda melalui labirin hukum dalam 
proses rekrutmen dan seleksi. Kita akan membedah cara menyusun 
iklan lowongan yang inklusif dan bebas dari jebakan diskriminasi. 
Kita akan mengupas aturan main dalam setiap tahapan seleksi, 
mulai dari legalitas tes psikologi, etika wawancara, hingga kewajiban 
mengelola data pelamar.

Tujuan utama bab ini adalah untuk mengubah cara pandang 
Anda terhadap rekrutmen. Ini bukan sekadar proses operasional 
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untuk mengisi kursi kosong, melainkan sebuah fungsi strategis yang 
menuntut ketelitian hukum tingkat tinggi. Dengan menerapkan 
praktik-praktik yang aman sejak awal, perusahaan tidak hanya akan 
menarik talenta yang lebih beragam dan berkualitas, tetapi juga 
membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan kerja yang sehat 
dan bebas dari gugatan.

Ini adalah langkah pertama dan paling fundamental dalam 
menciptakan siklus human capital yang aman. Mengabaikan risiko 
di tahap ini sama saja dengan membiarkan pintu depan rumah 
terbuka lebar bagi masalah hukum untuk masuk tanpa diundang.

A.	 Cara Pasang Iklan Tanpa Menyinggung SARA
Iklan lowongan pekerjaan adalah “wajah” pertama perusahaan di 

mata para pencari kerja. Ia bukan sekadar pengumuman, melainkan 
cerminan dari nilai dan budaya perusahaan. Iklan yang ditulis dengan 
buruk atau mengandung unsur diskriminatif, baik secara sengaja 
maupun tidak, akan langsung mengirimkan sinyal negatif. Hal ini 
tidak hanya akan menghalangi talenta-talenta berkualitas untuk 
melamar, tetapi juga secara eksplisit melanggar hukum dan dapat 
menjadi dasar tuntutan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, 
menyusun iklan lowongan yang inklusif, objektif, dan netral adalah 
sebuah keharusan, bukan pilihan.

Analogi/Contoh Kasus: Membuat iklan lowongan pekerjaan 
ibarat seorang koki merancang sebuah menu. Seorang koki yang 
cerdas akan mendeskripsikan hidangannya berdasarkan bahan-
bahan berkualitas dan teknik memasak yang digunakan (misalnya, 
“dada ayam panggang dengan saus jamur truffle”). Deskripsi ini 
fokus pada kualitas objektif dari hidangan tersebut. Sebaliknya, koki 
yang ceroboh mungkin menulis, “hidangan spesial untuk selera 
orang kaya” atau “tidak cocok untuk penderita alergi kacang.” 
Deskripsi kedua ini bersifat subjektif dan eksklusif, secara tidak perlu 
membatasi siapa saja yang mungkin tertarik untuk mencoba. Iklan 



28
Cara Cerdas Mengelola SDM Tanpa Gugatan, Denda, dan Drama Ketenagakerjaan

HUMAN CAPITAL & HUKUM - ARIO SETRA SETIADI

lowongan kerja harus fokus pada “bahan dan teknik” (kualifikasi 
dan kompetensi), bukan pada “selera” atau “tipe” orang tertentu.

1.	 Stop kriteria subjektif: Menghindari jeratan pasal 
diskriminasi
Banyak iklan lowongan di Indonesia masih terjebak dalam 

penggunaan kriteria yang sangat subjektif dan berpotensi 
diskriminatif. Frasa seperti “berpenampilan menarik,” “usia 
maksimal 25 tahun,” atau “diutamakan pria/wanita” adalah contoh-
contoh umum yang harus segera dihentikan. Kriteria semacam 
ini melanggar Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa setiap tenaga 
kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 
memperoleh pekerjaan.

Persyaratan tersebut sulit untuk dipertanggungjawabkan 
secara objektif. Apakah “penampilan menarik” memiliki standar 
yang terukur dan relevan untuk posisi seorang akuntan? Mengapa 
seorang programmer berusia 30 tahun dianggap tidak kompeten 
hanya karena batasan usia? Alih-alih menggunakan kriteria yang 
berfokus pada atribut personal yang tidak relevan, iklan harus 
berpusat pada kualifikasi fungsional dan kompetensi teknis yang 
benar-benar dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. 
Misalnya, ganti “berpenampilan menarik” dengan “memiliki 
kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik.” Ganti “usia 
maksimal” dengan “memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun 
di bidang terkait.”

2.	 Membuat formulir lamaran yang ramah untuk semua 
kalangan
Diskriminasi tidak hanya terjadi di iklan, tetapi juga bisa terselip 

dalam formulir aplikasi yang harus diisi oleh pelamar. Pertanyaan-
pertanyaan mengenai status perkawinan, jumlah anak, agama, suku, 
atau afiliasi organisasi tertentu seringkali tidak relevan dengan 
kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan dan dapat 
disalahgunakan sebagai dasar untuk menolak kandidat secara tidak 
adil.
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Formulir lamaran yang baik hanya meminta informasi yang 
esensial untuk tahap seleksi awal, seperti data kontak, riwayat 
pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian yang relevan. 
Perusahaan harus melakukan audit terhadap formulir lamaran yang 
ada dan menghapus setiap kolom isian yang meminta informasi 
pribadi yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kualifikasi 
pekerjaan. Menjaga formulir tetap ringkas dan fokus pada aspek 
profesional menunjukkan bahwa perusahaan menghargai privasi 
pelamar dan berkomitmen pada proses seleksi yang adil.

3.	 Menerapkan prinsip kesempatan kerja yang adil (EEO)
Prinsip Equal Employment Opportunity (EEO) harus menjadi 

landasan dari seluruh filosofi rekrutmen perusahaan. Ini berarti 
secara sadar berupaya untuk menjangkau kelompok kandidat yang 
beragam dan memastikan tidak ada hambatan yang tidak perlu 
dalam proses seleksi. Salah satu cara praktis untuk menerapkan 
EEO adalah dengan menambahkan pernyataan kebijakan non-
diskriminasi di akhir setiap iklan lowongan. Contohnya: “[Nama 
Perusahaan] adalah pemberi kerja yang menjunjung tinggi 
kesetaraan kesempatan kerja dan berkomitmen pada keberagaman 
dan inklusivitas di tempat kerja.”

Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi, melainkan sebuah 
komitmen publik yang dapat memperkuat citra perusahaan sebagai 
tempat kerja yang adil dan modern. Lebih dari itu, EEO bukan hanya 
tentang kepatuhan hukum, tetapi juga merupakan strategi bisnis 
yang cerdas. Tim yang beragam terbukti lebih inovatif, kreatif, 
dan lebih baik dalam memecahkan masalah kompleks, yang pada 
akhirnya akan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan 
(Chen, 2023).

B.	 Aturan Main di Tahap Seleksi
Setelah berhasil menarik kumpulan kandidat melalui iklan 

yang inklusif, tahap selanjutnya adalah proses seleksi. Di sinilah 
perusahaan mulai melakukan penyaringan untuk menemukan 
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kandidat terbaik. Namun, setiap metode seleksi yang digunakan, 
mulai dari tes, wawancara, hingga pemeriksaan kesehatan, memiliki 
potensi risiko hukumnya sendiri. Aturan mainnya adalah: setiap alat 
seleksi harus valid, andal, relevan dengan pekerjaan, dan diterapkan 
secara konsisten kepada semua kandidat pada level yang sama. 
Penyimpangan dari prinsip-prinsip ini dapat dianggap sebagai 
tindakan diskriminatif atau pelanggaran hak privasi.

Analogi/Contoh Kasus: Proses seleksi karyawan dapat 
diibaratkan seperti audisi untuk sebuah orkestra. Setiap musisi 
diminta memainkan komposisi yang sama (tes standar) untuk dinilai 
kemampuan teknisnya. Kemudian, mereka mungkin diminta untuk 
memainkan sebuah karya pilihan (menunjukkan keunikan) dan 
diwawancarai oleh konduktor tentang interpretasi musik mereka 
(wawancara mendalam). Sangat tidak adil jika pemain biola diminta 
untuk tes angkat beban, atau jika pemain trombon ditolak karena 
gaya rambutnya tidak disukai. Setiap tes dan pertanyaan harus 
relevan secara langsung dengan kemampuan yang dibutuhkan 
untuk memainkan instrumen spesifik dalam orkestra tersebut.

1.	 Legalitas tes psikologi dan kesehatan: Apa yang boleh dan 
tidak?
Tes psikologi (psychometric tests) dan pemeriksaan kesehatan 

(medical check-up) adalah alat yang lazim digunakan dalam seleksi. 
Secara hukum, tes-tes ini diperbolehkan selama tujuannya adalah 
untuk memastikan kandidat memiliki kapabilitas mental dan fisik 
yang dibutuhkan untuk menjalankan

tugas-tugas pekerjaannya secara aman dan efektif. Kuncinya 
ada pada kata “relevansi”. Misalnya, tes buta warna sangat relevan 
untuk posisi teknisi listrik, tetapi sama sekali tidak relevan untuk 
posisi staf administrasi.

Perusahaan tidak boleh menggunakan hasil tes kesehatan 
untuk mendiskriminasi kandidat dengan kondisi medis tertentu atau 
disabilitas, selama yang bersangkutan masih mampu melakukan 
tugas-tugas pokok dari pekerjaan yang dilamar (dengan atau tanpa 
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akomodasi yang layak). Hasil tes, baik psikologis maupun medis, 
bersifat rahasia dan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Hanya 
pihak yang berkepentingan (misalnya, tim HR dan manajer perekrut) 
yang boleh mengaksesnya, dan harus disimpan dengan aman untuk 
melindungi privasi kandidat.

2.	 Etika wawancara: Hindari pertanyaan terlalu pribadi
Wawancara adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam 

tentang pengalaman, keterampilan, dan kepribadian kandidat. 
Namun, ini bukan kesempatan untuk menginvasi kehidupan pribadi 
mereka. Pewawancara, baik dari HR maupun manajer, harus dilatih 
untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi 
dan tidak relevan, yang dapat mengarah pada diskriminasi.

Contoh pertanyaan terlarang meliputi: “Apakah Anda sudah 
menikah atau berencana menikah?”, “Apakah Anda memiliki anak 
atau berencana punya anak?”, “Apa agama Anda?”, “Bagaimana 
kondisi kesehatan Anda di luar pekerjaan?”, atau “Apa pandangan 
politik Anda?”. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memberikan 
informasi yang valid tentang kemampuan kandidat, tetapi sangat 
berisiko menciptakan bias dalam pengambilan keputusan. 
Wawancara harus fokus pada pertanyaan berbasis perilaku dan 
situasional yang dapat mengungkap kompetensi kandidat dalam 
menghadapi tantangan kerja.

3.	 Nasib data pelamar yang gagal: Jangan asal buang!
Dalam satu kali rekrutmen, perusahaan dapat mengumpulkan 

ratusan atau ribuan CV dan formulir lamaran. Ini adalah tumpukan 
data pribadi yang sangat besar. Sesuai dengan prinsip dalam UU 
Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), perusahaan memiliki tanggung 
jawab hukum untuk mengelola data ini. Data pribadi hanya boleh 
dikumpulkan untuk tujuan yang spesifik (yaitu, proses rekrutmen) 
dan tidak boleh disimpan selamanya.

Perusahaan harus memiliki kebijakan retensi data yang jelas. 
Misalnya, data pelamar yang tidak berhasil dapat disimpan untuk 
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periode waktu tertentu (misalnya, 6-12 bulan) dengan tujuan untuk 
dipertimbangkan pada lowongan lain di masa depan. Penting 
untuk menginformasikan hal ini kepada pelamar dan, jika mungkin, 
meminta persetujuan mereka. Setelah periode retensi berakhir, 
data tersebut harus dimusnahkan secara aman, baik dalam bentuk 
fisik maupun digital, untuk mencegah risiko kebocoran data dan 
penyalahgunaan informasi pribadi.

C.	 Cek Latar Belakang (Background Check) Tanpa 
Langgar Privasi
Pemeriksaan latar belakang (background check) telah menjadi 

praktik standar bagi banyak perusahaan, terutama untuk posisi-
posisi yang sensitif atau memegang tanggung jawab besar. 
Tujuannya adalah untuk memverifikasi informasi yang diberikan 
oleh kandidat, seperti riwayat pendidikan dan pekerjaan, serta untuk 
mengidentifikasi adanya catatan kriminal yang relevan yang dapat 
membahayakan perusahaan.

Meskipun tujuannya mulia, proses ini harus dilakukan dengan 
sangat hati-hati agar tidak melanggar batas-batas privasi dan 
hukum yang berlaku.

Analogi/Contoh Kasus: Melakukan background check mirip 
dengan seorang pustakawan yang membantu pengunjung mencari 
buku di bagian referensi terbatas. Pustakawan dapat membantu 
menunjukkan di mana letak informasi yang relevan dan tersedia 
untuk publik (verifikasi ijazah, referensi kerja). Namun, pustakawan 
tersebut tidak diizinkan untuk membuka dan membaca buku harian 
pribadi pengunjung yang tertinggal di meja, atau mengintip riwayat 
peminjaman buku mereka tanpa izin. Ada batasan yang jelas antara 
verifikasi informasi publik dan profesional dengan menginvasi ranah 
privat seseorang.

1.	 Cara verifikasi rekam jejak yang sopan dan legal
Langkah pertama dan paling fundamental dalam melakukan 

pemeriksaan latar belakang adalah mendapatkan persetujuan 
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tertulis (written consent) dari kandidat. Tanpa persetujuan ini, 
menghubungi mantan atasan, institusi pendidikan, atau pihak 
ketiga lainnya untuk menanyakan informasi tentang kandidat dapat 
dianggap sebagai pelanggaran privasi. Formulir persetujuan harus 
secara jelas menyebutkan informasi apa saja yang akan diverifikasi 
dan siapa saja yang akan dihubungi.

Saat menghubungi pemberi referensi (misalnya, atasan di 
perusahaan sebelumnya), pertanyaan yang diajukan harus terbatas 
pada aspek-aspek profesional, seperti konfirmasi jabatan dan masa 
kerja, tanggung jawab pekerjaan, serta penilaian kinerja secara 
umum. Hindari menanyakan informasi yang bersifat pribadi atau 
opini subjektif yang tidak relevan. Proses verifikasi harus dilakukan 
secara konsisten untuk semua kandidat final pada posisi yang sama 
untuk menghindari kesan diskriminasi.

2.	 Intip media sosial calon karyawan: Boleh atau dilarang?
Mengintip profil media sosial kandidat adalah area abu-abu 

yang penuh dengan jebakan etis dan hukum. Di satu sisi, informasi 
yang dipublikasikan di akun media sosial yang tidak diatur privat 
sering dianggap sebagai informasi publik. Namun, di sisi lain, profil 
media sosial seringkali berisi informasi tentang kehidupan pribadi, 
pandangan politik, agama, atau gaya hidup yang seharusnya tidak 
menjadi faktor dalam keputusan perekrutan.

Jika perusahaan memutuskan untuk melihat media sosial 
kandidat, harus ada panduan yang sangat ketat. Proses ini 
sebaiknya dilakukan oleh orang yang tidak terlibat langsung dalam 
pengambilan keputusan (misalnya, seorang staf HR junior) yang 
hanya bertugas mencari “red flags” atau tanda bahaya yang jelas 
relevan dengan pekerjaan, seperti ujaran kebencian, perilaku ilegal, 
atau pengungkapan informasi rahasia dari perusahaan sebelumnya. 
Keputusan perekrutan tidak boleh didasarkan pada bias yang timbul 
dari melihat foto liburan, afiliasi politik, atau pilihan pribadi kandidat 
yang tidak melanggar hukum (Fabris et al., 2023).
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3.	 Hati-hati pakai jasa pihak ketiga untuk “mata-mata” 
kandidat
Banyak perusahaan kini menggunakan jasa vendor pihak ketiga 

untuk melakukan pemeriksaan latar belakang secara profesional. 
Ini bisa menjadi cara yang efisien, namun tidak menghilangkan 
tanggung jawab hukum perusahaan. Perusahaan, sebagai pengendali 
data, tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa vendor 
yang mereka pilih mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku, 
termasuk UU Ketenagakerjaan dan UU PDP.

Sebelum menandatangani kontrak dengan vendor, perusahaan 
harus melakukan uji tuntas. Pastikan vendor tersebut memiliki 
reputasi yang baik, prosedur yang transparan, dan kebijakan privasi 
yang kuat. Kontrak kerja sama harus secara jelas menyatakan bahwa 
vendor akan mendapatkan persetujuan dari kandidat, hanya akan 
mengumpulkan informasi yang relevan, dan akan melindungi data 
yang diperoleh dengan aman. Jika vendor melakukan pelanggaran 
hukum dalam prosesnya, perusahaan sebagai pemberi kerja tetap 
dapat ikut terseret dan dimintai pertanggungjawaban.

D.	 Kesimpulan
Proses rekrutmen adalah fondasi dari seluruh siklus manajemen 

human capital, dan seperti halnya fondasi sebuah bangunan, ia 
harus dibangun dengan presisi dan kepatuhan yang tinggi. Bab 
ini telah menunjukkan bahwa setiap langkah dalam pencarian 
karyawan baru, mulai dari kata pertama di iklan lowongan hingga 
verifikasi akhir latar belakang, sarat dengan potensi risiko hukum. 
Mengabaikan

risiko-risiko ini tidak hanya membuka peluang untuk gugatan 
diskriminasi atau pelanggaran privasi, tetapi juga menghalangi 
perusahaan untuk mendapatkan akses ke kumpulan talenta yang 
paling beragam dan berkualitas.

Pesan utamanya adalah pergeseran dari pendekatan reaktif 
menjadi proaktif. Keamanan hukum dalam rekrutmen dicapai 
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bukan dengan menangani keluhan setelah terjadi, melainkan 
dengan merancang proses yang adil dan transparan sejak awal. Ini 
melibatkan penghapusan kriteria subjektif dari iklan, merancang 
formulir aplikasi yang hanya menanyakan hal-hal esensial, dan 
melatih para pewawancara untuk fokus pada kompetensi, bukan 
kehidupan pribadi.

Di era digital, tantangan ini diperkuat dengan adanya teknologi 
baru seperti AI dalam penyaringan kandidat dan isu privasi terkait 
media sosial serta pengelolaan data pelamar sesuai UU PDP. 
Perusahaan tidak bisa lagi bersembunyi di balik ketidaktahuan. 
Kepatuhan hukum dalam rekrutmen harus menjadi kompetensi inti 
bagi setiap praktisi HR dan manajer perekrut.

Pada akhirnya, membangun proses rekrutmen yang aman 
secara hukum bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah investasi 
strategis. Ini adalah investasi pada reputasi perusahaan, pada 
kualitas talenta yang direkrut, dan pada penciptaan lingkungan 
kerja yang inklusif dan adil sejak hari pertama. Fondasi yang kokoh 
ini akan membuat seluruh struktur manajemen human capital yang 
dibangun di atasnya menjadi lebih kuat dan tahan lama.
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BAB 4
KONTRAK KERJA: BIAR SAMA-SAMA 

ENAK DAN AMAN

Setelah melewati serangkaian proses seleksi yang ketat, momen 
penandatanganan kontrak kerja menjadi puncak dari perjalanan 
rekrutmen. Bagi banyak perusahaan dan karyawan, momen ini 
terasa seperti formalitas belaka, sebuah langkah administratif untuk 
meresmikan hubungan kerja. Namun, pandangan ini sangatlah 
berbahaya. Kontrak kerja bukanlah sekadar selembar kertas; 
ia adalah konstitusi atau perjanjian dasar yang akan mengatur 
seluruh dinamika, hak, dan kewajiban antara kedua belah pihak 
selama hubungan kerja berlangsung. Setiap pasal, setiap klausul, 
dan bahkan setiap kata di dalamnya memiliki bobot hukum yang 
signifikan.

Kesalahan paling umum yang dilakukan perusahaan adalah 
mengandalkan templat kontrak kerja generik yang diunduh dari 
internet tanpa pemahaman mendalam tentang implikasi hukumnya. 
Padahal, setiap bisnis memiliki kebutuhan unik, dan setiap posisi 
pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Kontrak yang disusun 
dengan ceroboh atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang terbaru, khususnya pasca-UU Cipta Kerja dan 
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peraturan turunannya, adalah sebuah bom waktu. Ia menciptakan 
ambiguitas yang dapat memicu perdebatan tanpa akhir mengenai 
interpretasi, terutama saat terjadi konflik.

Salah satu keputusan paling fundamental dan berisiko tinggi di 
awal adalah pemilihan jenis perjanjian kerja: apakah menggunakan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk karyawan kontrak, 
atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) untuk karyawan 
tetap. Kesalahan dalam memilih jenis perjanjian ini dapat berakibat 
fatal, di mana status seorang karyawan kontrak bisa secara hukum 
berubah menjadi karyawan tetap, dengan segala konsekuensi hak 
pesangon yang melekat padanya.

Lebih jauh lagi, kontrak kerja adalah alat mitigasi risiko yang 
paling ampuh jika dirancang dengan benar. Pasal-pasal di dalamnya 
harus secara jelas mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan, standar 
kinerja, aturan masa percobaan, serta mekanisme penyelesaian 
sengketa. Tanpa kejelasan ini, perusahaan akan kesulitan 
membuktikan validitas keputusannya jika terjadi perselisihan 
mengenai evaluasi kinerja atau penjatuhan sanksi.

Di era ekonomi berbasis pengetahuan, perlindungan terhadap 
aset intelektual menjadi semakin vital. Kontrak kerja juga berfungsi 
sebagai benteng untuk melindungi rahasia dagang perusahaan 
melalui klausul kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement - NDA) dan, 
dalam batas-batas tertentu, klausul larangan bersaing (Non-Compete 
Agreement). Memahami apa yang legal dan dapat ditegakkan di 
pengadilan terkait pasal-pasal ini adalah kunci untuk melindungi 
keunggulan kompetitif perusahaan.

Bab ini akan menjadi panduan komprehensif untuk merancang 
kontrak kerja yang kokoh, adil, dan aman secara hukum. Kita 
akan membedah perbedaan kritis antara PKWT dan PKWTT, 
mengidentifikasi

pasal-pasal krusial yang wajib ada, dan menjelajahi cara 
melindungi aset intelektual perusahaan secara efektif. Tujuannya 
adalah untuk membekali praktisi HR dan pimpinan bisnis dengan 
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pengetahuan untuk menyusun “konstitusi” hubungan kerja yang 
tidak hanya memenuhi syarat legal formal, tetapi juga membangun 
fondasi kepercayaan dan kejelasan sejak hari pertama.

A.	 Pilih Mana: Karyawan Kontrak (PKWT) atau Tetap 
(PKWTT)?
Keputusan untuk merekrut seorang karyawan dengan status 

kontrak (PKWT) atau tetap (PKWTT) adalah salah satu pilihan 
strategis paling fundamental dalam manajemen SDM, dengan 
implikasi hukum dan finansial yang sangat berbeda. PKWT 
dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada perusahaan 
dalam merespons kebutuhan bisnis yang bersifat sementara atau 
berbasis proyek. Sebaliknya, PKWTT menandakan komitmen jangka 
panjang dan menawarkan keamanan kerja yang lebih besar bagi 
karyawan. Kesalahan dalam menerapkan kedua jenis perjanjian ini 
adalah salah satu sumber sengketa industrial yang paling sering 
terjadi di Indonesia.

Analogi/Contoh Kasus: Memilih antara PKWT dan PKWTT 
ibarat memutuskan antara menyewa mobil (PKWT) dan membeli 
mobil (PKWTT). Jika Anda hanya butuh kendaraan untuk perjalanan 
liburan selama dua minggu (proyek spesifik), menyewa adalah pilihan 
yang paling logis dan efisien. Namun, jika Anda membutuhkan 
kendaraan untuk mobilitas sehari-hari dalam jangka panjang, 
membelinya adalah investasi yang lebih masuk akal. Menggunakan 
mobil sewaan untuk kebutuhan harian selama

bertahun-tahun akan sangat mahal dan tidak efisien. 
Sebaliknya, membeli mobil hanya untuk dipakai dua minggu adalah 
pemborosan. Demikian pula, menggunakan PKWT untuk pekerjaan 
yang sifatnya inti dan permanen adalah sebuah pelanggaran hukum 
yang berisiko.

1.	 Jenis pekerjaan apa yang boleh dikontrak? Awas salah pilih!
Peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan 

Pemerintah No. 35 Tahun 2021, menetapkan batasan yang sangat 
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jelas mengenai jenis pekerjaan yang boleh diikat dengan PKWT. 
PKWT tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap 
dan berkelanjutan. Perjanjian ini hanya sah untuk pekerjaan yang 
diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; 
pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan 
dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang 
masih dalam percobaan atau penjajakan.

Contoh pekerjaan yang sah untuk PKWT adalah staf untuk 
proyek pembangunan gedung yang memiliki tanggal selesai 
jelas, pekerja tambahan untuk menghadapi lonjakan pesanan 
menjelang hari raya (musiman), atau tim riset untuk produk baru 
yang nasibnya belum pasti. Sebaliknya, posisi seperti akuntan, staf 
HR, atau resepsionis yang keberadaannya dibutuhkan secara terus-
menerus untuk operasional inti perusahaan, pada hakikatnya adalah 
pekerjaan bersifat tetap dan tidak boleh diikat dengan PKWT yang 
diperpanjang terus-menerus.

2.	 Risiko Salah prosedur saat buat kontrak
Kesalahan dalam penerapan PKWT membawa risiko hukum 

yang sangat serius. Jika sebuah perusahaan mempekerjakan 
karyawan dengan PKWT untuk pekerjaan yang sifatnya tetap, 
atau memperpanjang PKWT melebihi batas waktu maksimal yang 
diizinkan oleh undang-undang, maka “demi hukum” status karyawan 
tersebut otomatis berubah menjadi karyawan tetap (PKWTT). 
Konsekuensinya, karyawan tersebut berhak atas semua hak yang 
melekat pada karyawan tetap, termasuk hak atas pesangon jika 
terjadi PHK di kemudian hari (Siregar, 2025).

Risiko lainnya termasuk kesalahan formal dalam penyusunan 
kontrak. PKWT wajib dibuat secara tertulis, menggunakan 
Bahasa Indonesia, dan harus dicatatkan oleh perusahaan kepada 
kementerian ketenagakerjaan paling lambat 3 hari kerja sejak 
penandatanganan. Kegagalan memenuhi syarat formal ini juga 
dapat menyebabkan PKWT tersebut dianggap tidak sah dan status 
karyawannya beralih menjadi PKWTT. Oleh karena itu, ketelitian 
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dalam administrasi dan pemahaman mendalam terhadap aturan 
main PKWT adalah mutlak diperlukan.

3.	 Hitung-hitungan uang kompensasi kontrak yang bikin 
tenang
Salah satu perubahan signifikan dalam regulasi pasca-UU 

Cipta Kerja adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan uang 
kompensasi kepada karyawan PKWT pada saat berakhirnya kontrak. 
Aturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaring 
pengaman finansial bagi pekerja kontrak. Besaran uang kompensasi 
dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja yang telah 
dijalani.

Rumus perhitungannya adalah (masa kerja dalam bulan / 12) x 
1 bulan upah. Kompensasi ini wajib diberikan saat kontrak berakhir, 
baik karena telah selesai jangka waktunya maupun karena salah 
satu pihak mengakhiri lebih cepat. Kewajiban ini berlaku bahkan jika 
perusahaan memutuskan untuk memperpanjang kontrak karyawan 
tersebut. Perusahaan harus menganggarkan biaya ini sejak awal 
sebagai bagian dari biaya proyek atau biaya operasional sementara 
untuk menghindari masalah arus kas dan potensi tuntutan hukum 
karena gagal bayar.

B.	 Pasal-pasal Penting yang Wajib Ada
Terlepas dari jenisnya, apakah PKWT atau PKWTT, sebuah 

kontrak kerja harus memuat pasal-pasal esensial yang berfungsi 
sebagai pilar utama hubungan kerja. Pasal-pasal ini bertujuan untuk 
menciptakan kejelasan, menetapkan ekspektasi yang realistis, dan 
menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan potensi masalah 
di masa depan. Mengabaikan atau merumuskan pasal-pasal ini 
secara ambigu sama saja dengan membangun sebuah hubungan 
di atas fondasi yang rapuh dan penuh ketidakpastian.

Analogi/Contoh Kasus: Menyusun kontrak kerja tanpa pasal-
pasal penting ini ibarat merakit sebuah perabot flat-pack (seperti 
dari IKEA) tanpa mengikuti buku panduan. Anda mungkin bisa 
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menyatukan beberapa bagian utama, tetapi kemungkinan besar 
ada sekrup-sekrup penting yang terlupa, posisi panel yang salah, 
atau struktur yang tidak kokoh. Hasilnya adalah perabot yang 
terlihat benar dari jauh, namun akan goyang dan berisiko rubuh 
begitu diberi beban (saat terjadi konflik). Buku panduan (pasal-pasal 
penting) memastikan setiap komponen terpasang dengan benar 
untuk menciptakan struktur yang kuat dan fungsional.

1.	 Job desk jelas, biar penilaian performa tidak debat kusir
Salah satu sumber perselisihan yang paling umum adalah 

ketidakjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab. Karyawan 
merasa telah bekerja keras, sementara manajer merasa ekspektasinya 
tidak terpenuhi. Untuk menghindari ini, kontrak kerja harus memuat 
job description atau uraian jabatan yang jelas, spesifik, dan terukur. 
Uraian ini harus mencakup tugas-tugas utama, tanggung jawab 
kunci, dan kepada siapa karyawan tersebut melapor.

Uraian jabatan yang jelas menjadi dasar yang objektif untuk 
proses evaluasi kinerja (KPI). Ketika tiba saatnya untuk meninjau 
performa, manajer dan karyawan dapat merujuk kembali ke kontrak 
untuk melihat apakah ekspektasi yang tertulis telah tercapai. Tanpa 
dasar tertulis ini, penilaian kinerja dapat menjadi sangat subjektif dan 
mudah diperdebatkan, yang pada gilirannya membuat keputusan 
promosi, bonus, atau bahkan sanksi menjadi lemah jika diuji secara 
hukum.

2.	 Masa percobaan (Probation): Aturan sah biar tidak jadi 
sengketa
Masa percobaan atau probation adalah periode bagi 

perusahaan dan karyawan untuk saling menilai kecocokan. 
Namun, penerapannya diatur secara ketat oleh hukum. Pertama, 
masa percobaan hanya boleh diberlakukan untuk karyawan tetap 
(PKWTT). Menerapkan masa percobaan untuk karyawan kontrak 
(PKWT) adalah pelanggaran hukum, dan masa percobaan tersebut 
batal demi hukum.
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Kedua, durasi masa percobaan maksimal adalah 3 (tiga) bulan. 
Perusahaan tidak dapat menetapkannya lebih lama dari itu. Ketiga, 
selama masa percobaan, perusahaan dilarang membayar upah di 
bawah upah minimum yang berlaku. Hal yang paling krusial adalah, 
jika perusahaan memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan 
kerja pada akhir masa percobaan, perusahaan dapat melakukan 
PHK tanpa kewajiban membayar pesangon. Keputusan ini harus 
disampaikan secara formal sebelum masa percobaan berakhir.

3.	 Menentukan “Penyelesaian / Mediasi Hukum” jika suatu 
saat ada masalah
Tidak ada hubungan kerja yang sepenuhnya bebas dari potensi 

konflik. Oleh karena itu, kontrak kerja yang baik harus memuat 
klausul tentang mekanisme penyelesaian perselisihan. Klausul 
ini biasanya menyatakan bahwa setiap perselisihan yang timbul 
dari perjanjian kerja akan diupayakan untuk diselesaikan secara 
musyawarah mufakat terlebih dahulu melalui perundingan bipartit 
(antara perusahaan dan karyawan).

Klausul ini dapat juga menetapkan langkah selanjutnya jika 
perundingan bipartit gagal, yaitu melalui mekanisme penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang berlaku, seperti mediasi atau 
konsiliasi yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Menetapkan 
alur ini dalam kontrak menunjukkan itikad baik dari kedua belah pihak 
untuk menyelesaikan masalah secara damai sebelum menempuh 
jalur pengadilan (PHI). Ini membantu mengelola ekspektasi dan 
memberikan peta jalan yang jelas ketika konflik benar-benar terjadi 
(Justisi et al., 2024).

C.	 Melindungi Rahasia Perusahaan (NDA & Non-
compete)
Di era ekonomi digital, aset paling berharga perusahaan 

seringkali bukan lagi mesin atau gedung, melainkan informasi. Data 
pelanggan, strategi pemasaran, formula produk, kode software, 
dan proses bisnis yang efisien adalah “rahasia dapur” yang menjadi 
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sumber keunggulan kompetitif. Karyawan, terutama di level kunci, 
memiliki akses langsung ke informasi sensitif ini. Oleh karena itu, 
melindungi kerahasiaan informasi ini melalui klausul-klausul spesifik 
dalam kontrak kerja menjadi sebuah keharusan strategis.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan sebuah restoran chef’s 
table yang terkenal karena resep saus rahasianya. Chef pemilik 
restoran (perusahaan) tentu akan meminta setiap juru masak 
yang direkrut (karyawan) untuk menandatangani perjanjian untuk 
tidak pernah membocorkan resep tersebut kepada siapa pun 
(Non-Disclosure Agreement/NDA). Perjanjian ini jelas dan dapat 
ditegakkan. Namun, akan jauh lebih sulit bagi chef tersebut untuk 
secara hukum melarang mantan juru masaknya membuka restoran 
sendiri di kota yang sama, selama mereka tidak menggunakan 
resep rahasia yang sama. Melarang seseorang untuk bekerja di 
bidang keahliannya (Non-Compete) memiliki batasan hukum yang 
jauh lebih ketat daripada sekadar menjaga kerahasiaan informasi.

1.	 Melarang mantan karyawan pindah ke kompetitor: Bisa 
tidak?
Klausul larangan bersaing (non-compete clause) adalah salah 

satu klausul yang paling sering diperdebatkan. Klausul ini bertujuan 
untuk melarang karyawan bekerja pada perusahaan kompetitor 
untuk jangka waktu tertentu setelah mereka berhenti bekerja. 
Di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, klausul semacam ini 
seringkali sulit untuk ditegakkan di pengadilan karena berpotensi 
melanggar hak asasi seseorang untuk bekerja dan mencari nafkah.

Agar memiliki kemungkinan untuk dianggap sah, klausul non-
compete harus dirancang dengan sangat hati-hati. Ia harus memiliki 
batasan yang wajar dalam hal durasi (misalnya, tidak lebih dari 6-12 
bulan), ruang lingkup geografis (misalnya, hanya di kota yang sama), 
dan jenis pekerjaan yang dilarang. Klausul ini biasanya hanya relevan 
untuk karyawan pada posisi yang sangat senior atau strategis yang 
pengunduran dirinya dapat secara langsung merugikan perusahaan. 
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Namun, bahkan dengan perumusan yang cermat, penegakannya 
tetap menjadi tantangan (Shumilo, 2022).

2.	 Apa saja yang masuk kategori “Rahasia Dapur” perusahaan?
Untuk membuat klausul kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement 

- NDA) menjadi efektif, perusahaan harus mendefinisikan secara jelas 
apa yang dimaksud dengan “Informasi Rahasia”. Definisi yang terlalu 
luas dan ambigu (misalnya, “semua informasi perusahaan”) akan 
sulit dipertahankan. Sebaliknya, definisi yang baik akan mencakup 
kategori-kategori spesifik.

Kategori tersebut bisa meliputi, namun tidak terbatas pada: 
data keuangan yang tidak dipublikasikan, daftar pelanggan beserta 
detail kontaknya, strategi bisnis dan pemasaran, desain produk 
dan prototipe, kode sumber perangkat lunak, hasil riset dan 
pengembangan, serta informasi mengenai pemasok dan harga. 
Dengan mendefinisikan secara spesifik, perusahaan menciptakan 
dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut jika seorang mantan 
karyawan terbukti membocorkan informasi yang termasuk dalam 
kategori-kategori tersebut.

3.	 Urusan denda dan penalti di kontrak: Sah atau sekadar 
gertakan?
Banyak perusahaan mencantumkan klausul denda atau penalti 

finansial yang besar dalam kontrak jika karyawan melanggar 
kewajiban kerahasiaan atau klausul non-compete. Pertanyaannya 
adalah, apakah denda ini dapat dieksekusi secara hukum? Pada 
prinsipnya, hukum perdata Indonesia mengenal adanya klausul 
penalti (boete atau strafbeding).

Namun, agar dapat ditegakkan, besaran denda yang ditetapkan 
haruslah masuk akal dan sebanding dengan potensi kerugian yang 
mungkin diderita perusahaan. Denda yang jumlahnya fantastis dan 
tidak proporsional dapat dianggap oleh hakim sebagai tidak adil 
dan tidak dapat dilaksanakan. Fungsi utama dari klausul denda ini 
seringkali lebih sebagai efek jera (deterrent effect) untuk mencegah 
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karyawan melakukan pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran, 
perusahaan tetap harus bisa membuktikan kerugian riil yang 
dialaminya untuk dapat menuntut ganti rugi.

D.	 Kesimpulan
Kontrak kerja adalah dokumen yang paling fundamental dalam 

hubungan industrial, berfungsi sebagai cetak biru yang mengatur 
ekspektasi, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Bab ini telah 
menggarisbawahi bahwa penyusunan kontrak kerja adalah sebuah 
tindakan yang menuntut ketelitian hukum dan wawasan strategis, 
bukan sekadar tugas administratif. Setiap keputusan, mulai dari 
pemilihan antara PKWT dan PKWTT hingga perumusan klausul 
kerahasiaan, memiliki dampak jangka panjang terhadap fleksibilitas 
operasional, risiko finansial, dan keamanan hukum perusahaan.

Pemahaman yang jelas mengenai kapan PKWT dapat digunakan 
secara sah, beserta konsekuensi hukum dan finansialnya seperti uang 
kompensasi, adalah lini pertahanan pertama untuk menghindari 
sengketa status kerja. Di sisi lain, perancangan kontrak yang kokoh, 
baik untuk PKWT maupun PKWTT, memerlukan pencantuman 
pasal-pasal krusial seperti uraian jabatan yang detail, aturan masa 
percobaan yang sesuai hukum, dan mekanisme penyelesaian 
sengketa yang jelas. Pasal-pasal ini berfungsi sebagai panduan yang 
meredakan ambiguitas dan menyediakan kerangka kerja yang adil 
saat terjadi konflik.

Terakhir, di tengah persaingan bisnis yang didorong oleh 
informasi, melindungi “rahasia dapur” perusahaan melalui klausul 
NDA dan non-compete menjadi semakin penting. Namun, perusahaan 
harus realistis mengenai apa yang dapat dan tidak dapat ditegakkan 
di pengadilan, dengan merancang klausul yang spesifik dan wajar. 
Pada akhirnya, kontrak kerja yang dirancang dengan baik adalah 
cerminan dari perusahaan yang profesional, sebuah perusahaan 
yang menghargai kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum, serta 
membangun hubungan kerja di atas fondasi kepercayaan, bukan 
ketakutan atau ketidakpastian.
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BAB 5
WELCOME TO THE TEAM: 

ATURAN KANTOR DAN SOP

Proses penandatanganan kontrak kerja secara resmi telah 
melahirkan sebuah hubungan hukum baru antara perusahaan dan 
karyawan. Namun, kontrak kerja, dengan segala kekuatan hukumnya, 
seringkali hanya merupakan kerangka besar. Ia tidak mengatur 
secara detail bagaimana seorang karyawan harus mengajukan cuti 
sakit, prosedur apa yang harus diikuti saat akan bekerja lembur, 
atau kepada siapa mereka harus melapor jika mengalami masalah 
dengan rekan kerja. Di sinilah “hukum operasional” perusahaan 
mulai berperan, dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) dan 
Standard Operating Procedures (SOP).

Bagi karyawan baru, terutama dari generasi Milenial dan Gen Z 
yang mendambakan transparansi dan kejelasan, hari-hari pertama 
kerja adalah periode krusial untuk memahami “aturan main” yang 
sesungguhnya. Ketidakjelasan mengenai kebijakan internal adalah 
sumber utama dari frustrasi, kesalahpahaman, dan pada akhirnya, 
potensi sengketa. Ketika aturan tidak tertulis, tidak terstandarisasi, 
atau tidak dikomunikasikan dengan baik, perusahaan membuka 
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pintu bagi inkonsistensi, favoritisme, dan keputusan manajerial yang 
sewenang-wenang.

Peraturan Perusahaan (PP) dapat dianggap sebagai “kitab suci” 
atau konstitusi internal di tempat kerja. Dokumen ini menerjemahkan 
amanat undang-undang ketenagakerjaan yang bersifat umum 
menjadi aturan-aturan spesifik yang disesuaikan dengan kondisi 
dan kebutuhan perusahaan. PP yang disusun dengan baik, disahkan 
oleh otoritas ketenagakerjaan, dan disosialisasikan secara efektif 
akan menjadi rujukan utama yang memberikan kepastian hukum 
bagi kedua belah pihak.

Sementara PP memberikan kerangka kebijakan yang luas, SOP 
HR menyediakan panduan teknis yang detail dan langkah demi 
langkah. SOP adalah senjata utama HR untuk memastikan bahwa 
kebijakan-kebijakan dalam PP dijalankan secara konsisten dan adil 
di seluruh organisasi. Tanpa SOP yang jelas untuk proses-proses 
krusial seperti pengajuan izin, penanganan keluhan, atau klaim 
tunjangan, implementasi PP akan menjadi berantakan dan rawan 
penyimpangan.

Dokumen-dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif. 
Dalam sebuah perselisihan hukum, PP dan SOP yang telah 
disosialisasikan dengan baik, lengkap dengan bukti bahwa karyawan 
telah menerimanya, merupakan alat bukti yang sangat kuat bagi 
perusahaan. Mereka menunjukkan bahwa perusahaan telah 
bertindak secara adil, konsisten, dan sesuai dengan prosedur yang 
telah ditetapkan. Sebaliknya, ketiadaan aturan tertulis membuat 
posisi perusahaan menjadi sangat lemah.

Tantangan terbesar seringkali bukan pada penyusunan dokumen 
itu sendiri, melainkan pada proses sosialisasinya. Bagaimana cara 
memastikan setiap karyawan, dari level staf hingga manajer, benar-
benar membaca, memahami, dan menginternalisasi aturan yang 
ada? Bagaimana mengubah dokumen statis menjadi pedoman 
hidup yang ditaati dalam praktik kerja sehari-hari?
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Bab ini akan membahas secara mendalam peran vital dari 
Peraturan Perusahaan dan SOP HR sebagai pilar penegakan 
tata tertib dan kepastian hukum di lingkungan kerja. Kita akan 
mengupas proses legalisasi PP, pentingnya pembaruan berkala, 
serta bagaimana membangun sistem dan prosedur yang tidak hanya 
patuh pada hukum, tetapi juga mudah dipahami dan dijalankan.

Fokus kita adalah mengubah “aturan main” dari sekadar 
dokumen yang tersimpan di laci menjadi instrumen manajemen 
yang hidup dan efektif, instrumen yang melindungi perusahaan dari 
keluhan, membangun budaya kerja yang adil, dan memastikan tidak 
ada lagi karyawan yang bisa beralasan, “Saya tidak tahu aturannya.”

A.	 Peraturan Perusahaan (PP): Kitab Suci di Kantor
Peraturan Perusahaan (PP) memegang peranan sentral sebagai 

dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara 
pengusaha dan pekerja di luar apa yang telah diatur dalam kontrak 
kerja individual. Bagi perusahaan yang mempekerjakan 10 orang 
atau lebih, pembuatan PP adalah sebuah kewajiban hukum.

Dokumen ini bukan sekadar kumpulan aturan tentang jam 
masuk dan pulang, melainkan sebuah kompendium kebijakan 
yang komprehensif, mencakup segala aspek hubungan kerja mulai 
dari tata tertib, sistem remunerasi, hingga prosedur penyelesaian 
keluhan. PP yang efektif adalah PP yang tidak hanya sah secara 
hukum, tetapi juga mencerminkan nilai dan budaya yang ingin 
dibangun oleh perusahaan.

Analogi/Contoh Kasus: Jika kontrak kerja adalah akta kelahiran 
seorang warga negara, maka Peraturan Perusahaan (PP) adalah 
Undang-Undang Dasar (UUD) bagi negara tersebut. Akta kelahiran 
hanya menyatakan identitas dasar dan status kewarganegaraan. 
Sementara itu, UUD-lah yang mengatur hak-hak warga negara (hak 
cuti, upah layak), kewajiban (tata tertib, standar kerja), struktur 
pemerintahan (alur pelaporan), dan lembaga peradilan (mekanisme 
penyelesaian sengketa). Tanpa UUD yang jelas dan disahkan, sebuah 
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negara akan jatuh ke dalam kekacauan dan ketidakpastian hukum, 
sama seperti perusahaan tanpa PP yang solid.

1.	 Langkah mudah urus izin PP ke Dinas Tenaga Kerja
Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat 

digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan, sebuah 
Peraturan Perusahaan harus mendapatkan pengesahan dari 
instansi ketenagakerjaan yang berwenang, dalam hal ini adalah 
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat. Proses ini bukanlah 
sekadar formalitas stempel, melainkan sebuah proses verifikasi 
untuk memastikan bahwa isi dari PP tersebut tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Langkah-langkah pengurusannya relatif terstandarisasi. 
Perusahaan harus mengajukan draf PP yang telah final kepada 
Disnaker, disertai dengan surat permohonan pengesahan dan 
bukti bahwa perusahaan telah meminta saran serta pertimbangan 
dari wakil pekerja atau serikat pekerja (jika ada). Pejabat Disnaker 
akan menelaah setiap pasal dalam draf PP untuk memastikan tidak 
ada klausul yang merugikan pekerja atau melanggar ketentuan 
normatif. Setelah dinyatakan sesuai, Disnaker akan menerbitkan 
surat keputusan pengesahan. PP yang telah disahkan ini menjadi 
dokumen legal yang sah untuk diberlakukan.

2.	 Kapan PP harus diperbarui agar tidak kedaluwarsa?
Peraturan Perusahaan bukanlah dokumen yang statis. Ia memiliki 

masa berlaku, yaitu maksimal 2 (dua) tahun sejak tanggal disahkan. 
Ini berarti perusahaan wajib melakukan peninjauan dan pembaruan 
PP secara berkala. Kewajiban ini memiliki tujuan yang sangat 
strategis: untuk memastikan bahwa aturan internal perusahaan 
selalu sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, 
dinamika bisnis, dan perkembangan kebutuhan organisasi.

Proses pembaruan ini menjadi momen penting bagi HR dan 
manajemen untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. 
Apakah ada pasal yang sering menimbulkan multi-interpretasi? 
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Apakah ada kebijakan yang sudah tidak relevan dengan model 
kerja hibrida saat ini? Mengabaikan kewajiban pembaruan tidak 
hanya membuat PP menjadi kedaluwarsa secara hukum, tetapi juga 
membuat perusahaan beroperasi dengan aturan yang usang dan 
berpotensi melanggar regulasi baru (Vanchieri et al., 2022).

3.	 Mana yang lebih kuat: PP tertulis atau “Kebiasaan” kantor?
Ini adalah salah satu dilema klasik dalam hubungan industrial. 

Seringkali, ada perbedaan antara apa yang tertulis di dalam PP 
dengan praktik yang sudah menjadi “kebiasaan” (custom) di 
perusahaan. Misalnya, PP menyatakan jam kerja berakhir pukul 
17.00, namun selama bertahun-tahun perusahaan secara konsisten 
mengizinkan karyawan di departemen tertentu untuk pulang pukul 
16.30. Mana yang berlaku?

Secara hierarki hukum, PP yang tertulis dan telah disahkan 
memiliki kedudukan yang lebih kuat. Namun, hukum ketenagakerjaan 
juga mengenal prinsip bahwa kebiasaan yang lebih menguntungkan 
bagi pekerja tidak boleh dikurangi atau dihilangkan secara sepihak 
oleh perusahaan. Jika kebiasaan tersebut telah berlangsung lama, 
konsisten, dan diterima oleh kedua belah pihak, ia dapat dianggap 
telah menciptakan sebuah kondisi kerja yang mengikat. Dalam 
sengketa, hakim seringkali akan mempertimbangkan faktor 
kebiasaan ini. Oleh karena itu, cara terbaik bagi perusahaan adalah 
memastikan bahwa praktik di lapangan selaras dengan apa yang 
tertulis dalam PP, dan jika ada kebiasaan yang ingin diubah, lakukan 
melalui proses dialog dan revisi PP secara formal (Gaffar et al., 2021).

B.	 SOP HR: Senjata Pelindung dari Keluhan
Jika Peraturan Perusahaan adalah “apa”-nya (kebijakan), maka 

Standard Operating Procedures (SOP) adalah “bagaimana”-nya 
(prosedur). SOP HR menerjemahkan kebijakan-kebijakan umum 
dalam PP menjadi panduan teknis yang detail, konsisten, dan 
langkah demi langkah. Dokumen-dokumen ini adalah senjata utama 
perusahaan untuk memastikan bahwa setiap proses administratif 
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dan manajerial terkait SDM dijalankan secara seragam dan adil di 
seluruh departemen. Tanpa SOP yang jelas, manajer yang berbeda 
bisa jadi menerapkan aturan cuti atau lembur dengan cara yang 
berbeda, yang pada akhirnya akan memicu keluhan dan tuduhan 
perlakuan tidak adil.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan sebuah resep masakan. 
Peraturan Perusahaan (PP) mungkin hanya menyatakan: “Setiap 
koki wajib memasak steak dengan tingkat kematangan medium 
rare.” Ini adalah kebijakannya. Namun, SOP adalah resep detailnya: “

1.	 Panaskan wajan dengan api besar selama 2 menit.
2.	 Lumuri daging dengan minyak zaitun dan taburi garam. 3. 

Masak sisi pertama selama 90 detik, jangan digeser. 4. Balik 
daging, masak sisi kedua selama 75 detik...” SOP memastikan 
bahwa siapa pun kokinya, di cabang restoran mana pun, hasilnya 
akan selalu konsisten dan sesuai standar. Tanpa resep detail ini, 
setiap koki akan berimprovisasi dan kualitasnya akan menjadi 
tidak menentu.

1.	 Standar izin, cuti, dan lembur agar tidak berantakan
Proses administrasi seperti pengajuan izin tidak masuk, 

permintaan cuti tahunan, dan perintah kerja lembur adalah aktivitas 
berfrekuensi tinggi yang paling rawan menimbulkan gesekan jika 
tidak diatur dengan baik. SOP untuk area ini harus sangat jelas 
dan tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas. SOP tersebut 
harus menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis seperti: Kepada 
siapa permohonan harus diajukan? Berapa hari sebelumnya cuti 
harus diajukan? Dokumen apa yang dibutuhkan untuk izin sakit? 
Bagaimana format surat perintah lembur (SPL) yang sah agar 
upahnya dapat diproses?

Dengan adanya SOP yang terstandarisasi, proses menjadi 
transparan dan dapat diprediksi. Karyawan tahu persis apa yang 
harus mereka lakukan, dan manajer memiliki dasar yang jelas untuk 
menyetujui atau menolak permohonan. Kejelasan ini sangat penting, 
terutama untuk lembur, di mana SPL yang sah menjadi bukti kunci 



53HUMAN CAPITAL & HUKUM - ARIO SETRA SETIADI

Cara Cerdas Mengelola SDM Tanpa Gugatan, Denda, dan Drama Ketenagakerjaan

dalam perhitungan upah lembur yang seringkali menjadi sumber 
sengketa (Harmen et al., 2025).

2.	 Cara menangani “Curhatan” dan keluhan karyawan
Setiap perusahaan pasti akan menghadapi keluhan dari karyawan, 

mulai dari masalah kecil seperti suhu AC hingga isu serius seperti 
dugaan pelecehan. Cara perusahaan merespons keluhan ini akan 
sangat menentukan iklim kerja dan risiko hukumnya. Oleh karena 
itu, memiliki SOP penanganan keluhan (grievance handling) adalah 
suatu keharusan. SOP ini menciptakan sebuah mekanisme yang 
aman, terstruktur, dan rahasia bagi karyawan untuk menyuarakan 
masalah mereka tanpa takut akan adanya balasan.

SOP ini harus menguraikan alur yang jelas: kepada siapa keluhan 
pertama kali harus disampaikan (misalnya, atasan langsung atau HR), 
bagaimana proses investigasinya, siapa saja yang akan dilibatkan, 
dan berapa lama target waktu untuk memberikan respons atau 
solusi. Dengan memformalkan proses ini, perusahaan menunjukkan 
bahwa mereka menganggap serius setiap keluhan dan berkomitmen 
untuk menyelesaikannya secara adil. Ini adalah alat preventif yang 
sangat efektif untuk mencegah “curhatan” informal berkembang 
menjadi sengketa hukum formal (Rismayadi, 2024)

3.	 Pentingnya tanda terima kebijakan sebagai bukti hukum
Menyusun PP dan SOP yang hebat tidak ada artinya jika 

perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa karyawan telah 
menerima dan memahaminya. Di pengadilan, argumen seorang 
karyawan yang menyatakan “saya tidak pernah diberi tahu tentang 
aturan itu” bisa menjadi sangat kuat jika perusahaan tidak memiliki 
bukti sebaliknya. Oleh karena itu, setiap kali PP atau SOP baru 
diterbitkan atau diperbarui, perusahaan wajib mendokumentasikan 
proses sosialisasinya.

Metode yang paling umum dan efektif adalah dengan meminta 
setiap karyawan untuk menandatangani sebuah lembar pernyataan 
atau berita acara yang menyatakan bahwa mereka telah menerima, 
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membaca, dan memahami dokumen kebijakan tersebut. Di era 
digital, ini bisa dilakukan melalui tanda tangan digital pada platform 
HRIS atau konfirmasi pembacaan melalui email. Tanda terima ini 
menjadi bukti hukum yang tak terbantahkan bahwa perusahaan 
telah memenuhi kewajibannya untuk menginformasikan aturan 
main kepada karyawannya (Ramesh, 2022).

C.	 Sosialisasi Aturan: Biar Tidak Ada Alasan “Saya 
Tidak Tahu”
Memiliki Peraturan Perusahaan dan SOP yang komprehensif 

barulah separuh dari pertempuran. Pertempuran sesungguhnya 
terletak pada bagaimana menanamkan isi dari dokumen-
dokumen tersebut ke dalam benak dan perilaku setiap anggota 
organisasi. Proses sosialisasi yang efektif adalah jembatan yang 
menghubungkan teks hukum yang statis dengan praktik kerja yang 
dinamis. Tujuannya sederhana namun menantang: memastikan 
bahwa di kemudian hari, tidak ada satu pun karyawan yang bisa 
menggunakan dalih “saya tidak tahu” sebagai pembelaan atas 
pelanggaran yang mereka lakukan.

Analogi/Contoh Kasus: Sebuah pemerintah kota baru saja 
memasang puluhan rambu lalu lintas baru di seluruh penjuru kota. 
Jika pemerintah hanya memasang rambu-rambu tersebut di tengah 
malam tanpa pengumuman apa pun, keesokan harinya pasti akan 
terjadi kekacauan dan banyak pelanggaran. Sosialisasi yang efektif 
adalah seperti kampanye keselamatan berkendara yang dilakukan 
pemerintah: mereka mengumumkannya di media massa, menyebar 
brosur, bahkan mengadakan simulasi di sekolah-sekolah.

Tujuannya bukan hanya agar pengemudi “tahu” ada rambu 
baru, tetapi agar mereka “paham” maknanya dan “patuh” pada 
aturannya.

1.	 Trik bikin karyawan paham aturan tanpa merasa digurui
Sosialisasi kebijakan seringkali dianggap sebagai sesi yang 

membosankan. Untuk mengatasi hal ini, terutama bagi audiens 
Milenial dan Gen Z, HR perlu menggunakan pendekatan yang lebih 
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kreatif dan interaktif. Daripada hanya presentasi satu arah yang 
membacakan pasal demi pasal, gunakan metode studi kasus. Sajikan 
skenario-skenario pelanggaran yang relevan dengan pekerjaan 
sehari-hari dan minta peserta untuk mendiskusikan apa langkah 
yang benar sesuai PP atau SOP.

Pendekatan lain adalah gamifikasi, di mana pemahaman 
tentang kebijakan diuji melalui kuis interaktif dengan papan skor 
dan hadiah kecil. Sesi role-playing juga bisa sangat efektif, misalnya, 
mempraktikkan cara yang benar untuk menangani keluhan 
pelanggan sesuai SOP. Kuncinya adalah mengubah proses belajar 
dari pasif mendengarkan menjadi aktif berpartisipasi, sehingga 
materi lebih mudah diingat dan dipahami konteksnya (Berta, 2025).

2.	 Pakai aplikasi dan email untuk sebar aturan main
Di era digital, proses sosialisasi tidak lagi terbatas pada 

pertemuan tatap muka. Perusahaan harus memanfaatkan teknologi 
untuk memastikan informasi menjangkau semua karyawan secara 
efisien dan terdokumentasi. Mengunggah versi terbaru dari PP dan 
semua SOP ke dalam portal karyawan atau sistem HRIS (Human 
Resource Information System) adalah langkah dasar yang wajib 
dilakukan. Portal ini menjadi satu-satunya sumber kebenaran (single 
source of truth) yang bisa diakses kapan saja oleh karyawan.

Setiap kali ada pembaruan, pengumuman harus disebarkan 
melalui saluran komunikasi resmi seperti email blast atau grup 
komunikasi internal. Platform modern bahkan memungkinkan HR 
untuk melacak siapa saja yang sudah membuka dan membaca 
pengumuman tersebut. Menggunakan berbagai saluran ini 
memastikan pesan tersampaikan secara berulang dan menjangkau 
semua preferensi komunikasi karyawan, baik yang lebih suka 
membaca di laptop maupun di ponsel.

3.	 Tes pemahaman: Pastikan semua orang di kapal yang sama
Setelah sosialisasi dilakukan, bagaimana perusahaan tahu 

bahwa pesannya benar-benar sampai? Langkah terakhir namun 
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krusial adalah melakukan validasi pemahaman. Ini tidak perlu dalam 
bentuk ujian yang menegangkan, tetapi bisa berupa kuis singkat 
online yang mencakup poin-poin paling penting dari kebijakan 
yang baru. Pertanyaan-pertanyaan berbasis skenario seringkali lebih 
efektif daripada pertanyaan hafalan.

Hasil dari tes pemahaman ini memiliki dua fungsi penting. 
Pertama, ia memberikan feedback kepada HR mengenai area 
mana dari kebijakan yang mungkin masih membingungkan dan 
memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kedua, catatan penyelesaian 
kuis ini menjadi lapisan bukti tambahan. Selain bukti tanda terima, 
perusahaan kini juga memiliki bukti bahwa karyawan tidak hanya 
menerima dokumen, tetapi juga telah melalui proses untuk 
memahaminya. Ini akan memperkuat posisi perusahaan secara 
signifikan jika terjadi sengketa.

D.	 Kesimpulan
Bab ini menegaskan bahwa fondasi dari lingkungan kerja yang 

tertib, adil, dan aman secara hukum tidak cukup hanya dibangun di 
atas kontrak kerja. Diperlukan sebuah perangkat aturan operasional 
yang jelas, yaitu Peraturan Perusahaan (PP) sebagai konstitusi 
internal dan Standard Operating Procedures (SOP) sebagai panduan 
teknis pelaksanaannya. Dokumen-dokumen ini adalah instrumen 
vital yang menerjemahkan hukum ketenagakerjaan yang luas 
menjadi aturan main sehari-hari yang dapat dipahami dan diikuti 
oleh semua orang.

Pembuatan PP lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban formal; 
proses pengesahannya di Dinas Ketenagakerjaan memberikan 
legitimasi hukum, sementara kewajiban pembaruannya memastikan 
relevansi yang berkelanjutan. Di sisi lain, SOP HR berfungsi sebagai 
tulang punggung konsistensi, memastikan proses-proses krusial 
seperti perizinan, penanganan keluhan, dan lembur dijalankan 
secara seragam dan adil, sehingga melindungi perusahaan dari 
tuduhan diskriminasi atau kelalaian.
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Namun, keberadaan dokumen-dokumen ini menjadi sia-sia 
tanpa proses sosialisasi yang efektif. Tantangan terbesar adalah 
memastikan setiap karyawan benar-benar menerima, memahami, 
dan menginternalisasi aturan yang ada. Dengan menggunakan 
metode yang interaktif, memanfaatkan teknologi digital untuk 
distribusi, dan memvalidasi pemahaman melalui tes, perusahaan 
dapat meruntuhkan dalih “saya tidak tahu”. Pada akhirnya, investasi 
waktu dan sumber daya dalam menyusun, mengesahkan, dan 
mensosialisasikan PP dan SOP adalah investasi dalam kepastian 
hukum, budaya kerja yang transparan, dan mitigasi risiko sengketa 
yang proaktif.
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BAB 6
URUSAN REMUNERASI: 

GAJI, LEMBUR, DAN TUNJANGAN

Tidak ada topik yang lebih sensitif, emosional, dan sarat 
dengan potensi konflik dalam hubungan kerja selain uang. Gaji, 
upah lembur, dan tunjangan bukan hanya sekadar angka di slip 
pembayaran; bagi karyawan, itu adalah bentuk pengakuan atas 
nilai, waktu, dan tenaga yang mereka curahkan. Bagi perusahaan, 
ini adalah salah satu komponen biaya terbesar. Keseimbangan 
antara memenuhi ekspektasi karyawan dan menjaga kesehatan 
finansial perusahaan adalah sebuah seni yang rumit, dan di tengah-
tengahnya, terbentang labirin peraturan hukum yang sangat ketat.

Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan manajemen 
adalah menganggap remunerasi murni sebagai urusan akuntansi 
atau administrasi. Pandangan ini mengabaikan dampak psikologis 
yang mendalam dari kebijakan pengupahan. Rasa ketidakadilan, 
entah itu karena merasa gaji lebih rendah dari rekan kerja dengan 
beban serupa, atau karena upah lembur yang dibayarkan tidak 
sesuai hitungan, adalah pembunuh motivasi yang paling cepat dan 
efektif. Isu ini dapat mengubah karyawan yang loyal dan produktif 
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menjadi individu yang sinis, tidak termotivasi, dan aktif mencari 
peluang di tempat lain.

Dari perspektif hukum, area remunerasi adalah ladang ranjau 
dengan konsekuensi yang bisa sangat merusak. Kegagalan dalam 
mematuhi ketentuan Upah Minimum (UMK/UMP) bukan lagi sekadar 
sengketa perdata, melainkan sebuah tindak pidana kejahatan 
yang diancam dengan sanksi penjara dan denda. Kesalahan dalam 
menghitung upah kerja lembur dapat berujung pada tuntutan 
pembayaran kembali dengan nilai akumulatif yang fantastis, yang 
mampu mengguncang arus kas perusahaan.

Keterlambatan pembayaran gaji, bahkan hanya beberapa hari, 
dapat memicu sanksi denda yang terus bergulir dan berpotensi 
menjadi dasar gugatan hukum yang kuat bagi karyawan. Demikian 
pula, pemotongan gaji yang dilakukan secara sepihak tanpa dasar 
hukum yang jelas adalah tindakan ilegal yang membuat posisi 
perusahaan sangat lemah di mata hukum. Setiap detail dalam proses 
penggajian, mulai dari penentuan struktur upah hingga perhitungan 
tunjangan, berada di bawah pengawasan ketat undang-undang.

Generasi Milenial dan Gen Z, yang tumbuh di era transparansi 
informasi, memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap keadilan 
dan keterbukaan dalam hal remunerasi. Mereka tidak ragu untuk 
mendiskusikan gaji dengan rekan-rekannya dan memiliki akses yang 
mudah untuk membandingkan standar upah di industri. Perusahaan 
yang masih mengandalkan sistem pengupahan yang tertutup dan 
subjektif akan kesulitan menarik dan mempertahankan talenta 
terbaik dari generasi ini.

Bab ini akan mengupas tuntas seluk-beluk manajemen 
remunerasi dari dua sisi mata uang yang tak terpisahkan: strategi 
dan kepatuhan. Kita akan membahas cara membangun struktur 
gaji yang adil dan logis, mengelola kerja lembur secara efisien dan 
legal, serta memahami berbagai risiko hukum yang tersembunyi di 
balik proses penggajian.
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Tujuannya adalah untuk membekali para praktisi HR, manajer, 
dan pemilik bisnis dengan pengetahuan dan alat yang diperlukan 
untuk merancang sistem remunerasi yang strategis. Sebuah sistem 
yang tidak hanya mampu memotivasi karyawan dan mendukung 
tujuan bisnis, tetapi juga kokoh dan anti-gugat, memastikan 
perusahaan terhindar dari denda, sanksi pidana, dan drama hukum 
yang tidak perlu.

A.	 Membuat Struktur Gaji yang Adil dan Masuk Akal
Struktur gaji adalah tulang punggung dari sistem kompensasi 

perusahaan. Tanpa struktur yang jelas, logis, dan adil, kebijakan 
pengupahan akan menjadi kacau, subjektif, dan penuh dengan 
inkonsistensi. Hal ini akan menciptakan persepsi favoritisme 
dan ketidakadilan yang merusak moral. Struktur gaji yang baik 
memastikan adanya keadilan internal (internal equity), yaitu 
karyawan dengan tanggung jawab dan kompleksitas pekerjaan 
yang setara akan menerima rentang gaji yang serupa. Sekaligus, ia 
juga harus memastikan adanya keadilan eksternal (external equity), 
yaitu gaji yang ditawarkan kompetitif dengan standar pasar atau 
industri.

Analogi/Contoh Kasus: Membangun struktur gaji ibarat 
seorang apoteker yang meracik obat. Setiap “bahan” (jabatan) 
harus ditimbang dengan sangat teliti menggunakan alat ukur 
yang terstandarisasi (metode evaluasi jabatan) untuk menentukan 
“dosis” yang tepat (nilai jabatan). Apoteker kemudian melihat harga 
pasaran dari bahan-bahan aktif (survei gaji) untuk menetapkan 
harga jual yang kompetitif. Jika dosisnya asal-asalan, obat tersebut 
bisa jadi tidak efektif atau bahkan beracun. Demikian pula, struktur 
gaji yang dibuat tanpa analisis dan metodologi yang jelas akan 
menjadi “racun” bagi motivasi dan keharmonisan di tempat kerja.

1.	 Menghitung beratnya beban kerja vs besaran upah
Dasar dari struktur gaji yang adil adalah proses evaluasi jabatan 

(job evaluation). Ini adalah proses sistematis untuk menentukan nilai 
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relatif dari suatu jabatan dibandingkan dengan jabatan-jabatan lain 
dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mengukur “berat” sebuah 
pekerjaan, bukan mengukur kinerja orang yang mendudukinya. 
Beberapa faktor yang biasa digunakan untuk mengevaluasi jabatan 
antara lain adalah tingkat keahlian yang dibutuhkan, kompleksitas 
masalah yang dihadapi, tingkat tanggung jawab (misalnya, terhadap 
anggaran atau tim), dan kondisi kerja.

Melalui proses ini, setiap jabatan akan mendapatkan skor atau 
nilai tertentu, yang kemudian digunakan untuk mengelompokkan 
jabatan-jabatan ke dalam beberapa tingkatan atau grade. Setiap 
grade akan memiliki rentang gaji (salary range) minimum dan 
maksimum. Sistem ini menciptakan logika yang transparan di balik 
perbedaan gaji. Karyawan dapat memahami mengapa seorang 
manajer senior memiliki gaji yang lebih tinggi dari seorang staf 
junior, yaitu karena bobot dan tanggung jawab jabatannya memang 
lebih besar berdasarkan kriteria yang objektif (Rasumov et al., 2025).

2.	 Strategi hadapi kenaikan Upah Minimum (UMK/UMP)
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Kabupaten/

Kota (UMK) yang diumumkan pemerintah setiap tahun adalah 
sebuah kepastian yang harus diantisipasi oleh setiap perusahaan. 
Banyak perusahaan yang hanya bereaksi secara pasif, yaitu dengan 
menyesuaikan gaji karyawan yang berada di bawah upah minimum 
baru. Pendekatan reaktif ini seringkali menimbulkan masalah baru 
yang disebut kompresi upah (wage compression), di mana selisih 
gaji antara karyawan baru (yang gajinya dinaikkan karena UMK) 
dengan karyawan lama yang sedikit di atas UMK menjadi sangat 
tipis atau bahkan hilang. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan 
bagi karyawan yang lebih berpengalaman.

Strategi yang lebih proaktif adalah dengan melakukan 
penyesuaian skala upah secara menyeluruh. Ketika UMK naik, bukan 
hanya level gaji terendah yang disesuaikan, tetapi seluruh rentang 
gaji di setiap grade dinaikkan secara proporsional. Meskipun 
pendekatan ini membutuhkan biaya yang lebih besar, ia dapat 
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menjaga integritas dan keadilan dari struktur upah yang telah 
dibangun. Perusahaan harus memasukkan proyeksi kenaikan UMK 
ini ke dalam proses perencanaan anggaran tahunan mereka agar 
tidak terkejut dan dapat mengelolanya secara strategis (Mas’adi & 
Widigdo, 2025).

3.	 Transparansi bonus dan kenaikan gaji tahunan
Bonus kinerja dan kenaikan gaji tahunan adalah alat yang kuat 

untuk memotivasi karyawan, namun jika dikelola secara misterius 
dan subjektif, ia justru bisa menjadi bumerang. Karyawan yang tidak 
memahami bagaimana keputusan bonus atau kenaikan gaji dibuat 
akan cenderung menganggapnya sebagai hasil dari

favoritisme atau “suka-tidak suka” atasan. Hal ini dapat merusak 
kepercayaan dan menciptakan lingkungan kerja yang politis.

Untuk menghindari hal ini, perusahaan harus memiliki kebijakan 
yang jelas dan transparan. Kebijakan tersebut harus menguraikan 
kriteria apa saja yang menjadi dasar penilaian (misalnya, pencapaian 
KPI individu, kinerja tim, dan profitabilitas perusahaan). Prosesnya 
harus dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh karyawan. 
Meskipun besaran bonus atau kenaikan gaji setiap individu bersifat 
rahasia, formula dan prinsip di baliknya harus bersifat terbuka. 
Transparansi ini membangun persepsi keadilan dan memotivasi 
karyawan untuk fokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan 
(Berta, 2025).

B.	 Jurus Kelola Lembur Tanpa Pusing
Kerja lembur seringkali menjadi suatu keniscayaan dalam dunia 

bisnis yang dinamis. Namun, pengelolaannya merupakan salah 
satu area yang paling rumit dan rawan sengketa dalam hukum 
ketenagakerjaan. Kesalahan dalam menghitung upah lembur, 
kegagalan dalam mendokumentasikan perintah lembur, atau 
ketidakpahaman mengenai siapa yang berhak dan tidak berhak 
menerima upah lembur dapat berujung pada klaim pembayaran 
kembali yang nilainya bisa sangat signifikan. Mengelola lembur 
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secara efektif bukan hanya soal membayar sesuai aturan, tetapi 
juga tentang perencanaan kerja yang baik agar kebutuhan lembur 
dapat diminimalkan.

Analogi/Contoh Kasus: Mengelola kerja lembur ibarat 
menggunakan kartu tol prabayar. Setiap kali mobil (karyawan) 
melewati gerbang tol di luar jam normal (jam kerja), saldo akan 
terpotong dengan tarif yang lebih mahal (upah lembur). Agar tidak 
boros, pengemudi (manajer) harus merencanakan rutenya dengan 
cermat untuk menghindari jam-jam mahal tersebut. Setiap transaksi 
harus tercatat dalam sebuah struk (Surat Perintah Lembur/SPL) 
sebagai bukti pembayaran. Jika struknya hilang atau perhitungannya 
salah, bisa-bisa perusahaan pengelola tol (pemerintah/pengadilan) 
akan menjatuhkan denda yang besar.

1.	 Cara hitung upah lembur per jam sesuai aturan terbaru
Pemerintah, melalui PP No. 35 Tahun 2021, telah menetapkan 

formula yang sangat spesifik untuk menghitung upah kerja lembur. 
Dasar perhitungannya adalah upah sejam, yang dihitung dengan 
cara membagi upah sebulan dengan 173. Upah sebulan di sini 
adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Setelah mendapatkan 
angka upah sejam, tarif lembur dihitung secara progresif.

Untuk kerja lembur pada hari kerja, tarifnya adalah 1,5 kali upah 
sejam untuk jam lembur pertama, dan 2 kali upah sejam untuk setiap 
jam lembur berikutnya. Untuk kerja lembur pada hari libur mingguan 
atau hari libur resmi, tarifnya jauh lebih tinggi. Perhitungan ini harus 
dilakukan dengan sangat cermat dan akurat. Kesalahan sekecil apa 
pun dalam menerapkan formula ini, jika terjadi secara berulang 
pada banyak karyawan, akan menciptakan utang tersembunyi yang 
bisa ditagih kapan saja (Harmen et al., 2025).

2.	 Pentingnya Surat Perintah Lembur (SPL) sebagai bukti sah
Kerja lembur harus didasarkan pada dua syarat kumulatif: 

adanya perintah tertulis dari pengusaha (yang diwakili oleh atasan) 
dan adanya persetujuan tertulis dari pekerja yang bersangkutan. 
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Surat Perintah Lembur (SPL) adalah wujud dari kedua syarat ini. 
SPL bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah 
dokumen hukum yang krusial.

Bagi perusahaan, SPL yang ditandatangani oleh atasan 
dan karyawan adalah bukti sah bahwa kerja lembur tersebut 
memang diperintahkan dan disetujui, sehingga perusahaan wajib 
membayarnya. Bagi karyawan, SPL adalah dasar untuk menuntut 
haknya. Tanpa SPL, perusahaan bisa saja berdalih bahwa karyawan 
tersebut bekerja atas kemauannya sendiri di luar jam kerja. 
Sebaliknya, karyawan juga tidak bisa sembarangan mengklaim 
lembur jika tidak bisa menunjukkan adanya perintah tertulis. 
Oleh karena itu, membudayakan disiplin dalam penerbitan dan 
pengarsipan SPL adalah kunci untuk menghindari sengketa lembur.

3.	 Siapa saja karyawan yang tidak berhak dapat uang lembur?
Tidak semua karyawan secara otomatis berhak atas upah kerja 

lembur. Peraturan perundang-undangan memberikan pengecualian 
untuk golongan jabatan tertentu. Kategori ini mencakup pekerja/
buruh yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, 
pelaksana, dan pengendali jalannya perusahaan, di mana waktu 
kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan 
perusahaan.

Secara praktis, ini seringkali merujuk pada karyawan di level 
manajerial ke atas. Namun, penentuan ini tidak boleh semata-mata 
didasarkan pada nama jabatan (“manajer”), melainkan pada sifat 
dan tanggung jawab pekerjaannya. Sebagai kompensasi atas tidak 
adanya upah lembur, karyawan dalam golongan jabatan ini biasanya 
menerima upah yang lebih tinggi. Perusahaan wajib mencantumkan 
secara jelas dalam kontrak kerja atau Peraturan Perusahaan, jabatan-
jabatan mana saja yang termasuk dalam kategori yang tidak berhak 
atas upah lembur untuk menghindari kerancuan (, S. et al., 2024).
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C.	 Risiko di Balik Payroll (Gajian)
Proses penggajian (payroll) adalah jantung dari fungsi 

administrasi HR. Proses ini tampak seperti rutinitas bulanan yang 
mekanis, namun di baliknya tersimpan berbagai risiko hukum yang 
serius. Kesalahan dalam proses payroll, baik itu karena salah hitung, 
pemotongan yang tidak sah, atau keterlambatan pembayaran, 
dapat secara cepat merusak kepercayaan karyawan dan memicu 
konsekuensi hukum yang berat, termasuk denda, tuntutan ganti 
rugi, hingga sanksi pidana. Akurasi, ketepatan waktu, dan kepatuhan 
hukum adalah tiga pilar yang tidak bisa ditawar dalam proses payroll.

Analogi/Contoh Kasus: Proses payroll dapat dianalogikan 
dengan tugas seorang petugas menara kontrol lalu lintas udara 
(air traffic controller). Setiap bulan, ia harus memastikan ratusan 
“pesawat” (pembayaran gaji karyawan) mendarat di “bandara” 
(rekening bank) yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan 
“ketinggian” (jumlah) yang tepat. Sedikit saja kesalahan perhitungan 
atau keterlambatan dapat menyebabkan tabrakan (tuntutan hukum), 
penundaan yang merugikan (denda), dan hilangnya kepercayaan 
dari maskapai (karyawan). Tugas ini membutuhkan presisi absolut 
dan tidak ada ruang untuk kesalahan.

1.	 Bolehkah potong gaji karena karyawan pecahkan barang?
Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah 

perusahaan boleh memotong gaji karyawan sebagai ganti rugi atas 
kerusakan atau kehilangan barang milik perusahaan. Jawabannya: 
tidak boleh dilakukan secara sepihak. Undang-undang secara tegas 
melarang pengusaha untuk memotong upah, kecuali untuk hal-hal 
yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), 
atau perjanjian kerja bersama (PKB).

Jika perusahaan ingin dapat membebankan ganti rugi kepada 
karyawan, mekanismenya harus diatur secara jelas dalam PP. Aturan 
tersebut harus adil, misalnya dengan membentuk tim investigasi 
untuk menentukan apakah kerusakan tersebut murni karena 
kelalaian karyawan atau bukan. Besaran pemotongan pun dibatasi 
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oleh peraturan (tidak boleh melebihi persentase tertentu dari upah 
bulanan). Melakukan pemotongan gaji tanpa dasar aturan yang 
jelas dan tanpa persetujuan karyawan adalah tindakan yang ilegal 
dan dapat digugat (Rynaldo & Sa’adah, 2024).

2.	 Beda tunjangan tetap dan tidak tetap: Awas salah hitung!
Banyak perusahaan memberikan berbagai jenis tunjangan 

di luar gaji pokok. Namun, seringkali terjadi kerancuan antara 
tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Perbedaan ini sangat 
krusial karena memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama 
dalam perhitungan upah lembur, pesangon, dan iuran BPJS 
Ketenagakerjaan.

Tunjangan tetap adalah pembayaran yang teratur dan tidak 
dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja. 
Contohnya adalah tunjangan jabatan atau tunjangan keluarga. 
Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang diberikan secara 
tidak tetap dan dikaitkan dengan kehadiran (misalnya, tunjangan 
makan atau tunjangan transport yang hanya dibayar per hari 
kehadiran). Kesalahan dalam mengklasifikasikan tunjangan ini dapat 
menyebabkan dasar perhitungan (upah sebulan) menjadi salah, 
yang pada akhirnya membuat perhitungan lembur dan pesangon 
menjadi lebih rendah dari yang seharusnya, dan ini adalah sebuah 
pelanggaran hukum (Putri & Gunadi, 2025).

3.	 Bahaya denda dan pidana jika telat bayar gaji
Ketepatan waktu dalam pembayaran upah adalah kewajiban 

mutlak bagi pengusaha. Regulasi pemerintah mengatur sanksi 
yang sangat tegas bagi perusahaan yang terlambat membayar 
upah. Sanksi tersebut berupa denda yang dihitung secara progresif. 
Mulai dari hari keempat hingga hari kedelapan keterlambatan, 
dendanya adalah 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah 
yang seharusnya dibayarkan. Setelah hari kedelapan, dendanya 
bertambah 1% untuk setiap hari keterlambatan, dengan batasan 
maksimal denda adalah 50% dari upah.
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Lebih jauh lagi, jika pengusaha tetap tidak membayar upah 
beserta dendanya setelah sanksi denda ini dijatuhkan, maka hal 
tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana kejahatan. Ancaman 
hukumannya tidak main-main, yaitu pidana penjara antara 1 bulan 
hingga 4 tahun dan/atau denda antara Rp 10 juta hingga Rp 400 
juta. Ancaman sanksi yang berat ini menunjukkan betapa seriusnya 
negara memandang hak pekerja atas upah yang tepat waktu.

D.	 Kesimpulan
Manajemen remunerasi adalah salah satu fungsi paling kritikal 

dan berisiko tinggi dalam domain human capital. Bab ini telah 
mengilustrasikan bahwa gaji, lembur, dan tunjangan bukanlah 
sekadar angka, melainkan sebuah sistem kompleks yang berada 
di persimpangan antara strategi bisnis, psikologi motivasi, dan 
kepatuhan hukum yang ketat. Kesalahan dalam mengelola area ini 
tidak hanya berdampak pada penurunan moral dan produktivitas, 
tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang bisa sangat 
merugikan, mulai dari denda finansial hingga sanksi pidana.

Pondasi dari sistem yang sehat adalah struktur gaji yang adil 
dan logis, yang didasarkan pada evaluasi jabatan yang objektif 
dan selaras dengan kondisi pasar. Struktur ini harus dikelola secara 
strategis, terutama dalam menghadapi kenaikan upah minimum, 
untuk menjaga keadilan internal dan eksternal. Di sisi operasional, 
pengelolaan lembur menuntut presisi mutlak dalam perhitungan 
dan kedisiplinan dalam administrasi melalui Surat Perintah Lembur 
(SPL) untuk menghindari sengketa.

Terakhir, proses payroll yang sering dianggap rutin ternyata 
menyimpan berbagai risiko tersembunyi. Aturan mengenai 
pemotongan gaji, klasifikasi tunjangan, dan ketepatan waktu 
pembayaran harus dipatuhi tanpa kompromi. Pelanggaran di area 
ini, sekecil apa pun, dapat dengan cepat merusak kepercayaan dan 
membuka pintu bagi litigasi yang mahal. Pada akhirnya, perusahaan 
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yang cerdas adalah perusahaan yang memandang remunerasi 
bukan sebagai beban biaya yang harus ditekan, melainkan sebagai 
investasi strategis yang harus dikelola dengan profesionalisme, 
transparansi, dan kepatuhan hukum tingkat tinggi.
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BAB 7
NILAI KERJA, DISIPLIN, DAN KASIH 

SANKSI

Setelah karyawan berada di dalam organisasi, tantangan 
berikutnya adalah mengelola kinerja dan perilaku mereka. Ini adalah 
area yang sangat dinamis, di mana ekspektasi perusahaan bertemu 
dengan realitas kinerja individu. Proses menilai hasil kerja, membina 
kedisiplinan, dan, jika perlu, menjatuhkan sanksi adalah fungsi 
manajemen yang paling fundamental. Namun, ini juga merupakan 
salah satu area yang paling sarat dengan risiko hukum. Sebuah 
keputusan demosi atau surat peringatan yang didasarkan pada 
penilaian subjektif atau “perasaan” seorang manajer dapat dengan 
mudah dipatahkan di pengadilan.

Di dunia kerja modern, era di mana manajer bisa menegur 
atau menghukum karyawan hanya berdasarkan otoritasnya telah 
berakhir. Setiap tindakan manajerial yang berdampak pada karier 
atau penghasilan seorang karyawan harus didasarkan pada data 
yang objektif, prosedur yang adil, dan bukti yang terdokumentasi 
dengan baik. Tanpa fondasi ini, perusahaan tidak hanya berisiko 
kalah dalam gugatan hukum, tetapi juga merusak budaya kerja, 
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menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan, dan membunuh 
inisiatif.

Kunci untuk menavigasi area yang rumit ini terletak pada tiga 
pilar utama: sistem penilaian kinerja yang adil, proses penegakan 
disiplin yang terstruktur, dan penerapan sanksi yang proporsional 
dan konsisten. Penilaian kinerja, yang seringkali diwujudkan dalam 
Key Performance Indicators (KPI), haruslah menjadi dialog yang 
konstruktif untuk pengembangan, bukan monolog penghakiman. 
KPI yang dirancang dengan buruk, terlalu abstrak, tidak terukur, atau 
tidak realistis, justru akan menjadi sumber demotivasi dan konflik.

Ketika kinerja atau perilaku karyawan tidak memenuhi 
standar, perusahaan harus memiliki mekanisme yang jelas untuk 
menanganinya. Proses ini harus menjunjung tinggi asas praduga 
tak bersalah, memberikan karyawan kesempatan untuk didengar, 
dan mendokumentasikan setiap langkah secara cermat. Berita Acara 
Pemeriksaan (BAP) yang dibuat secara profesional adalah benteng 
pertahanan utama perusahaan, sementara proses investigasi yang 
cacat adalah titik lemah yang paling mudah diserang oleh pengacara 
lawan.

Pemberian sanksi, mulai dari Surat Peringatan (SP) pertama 
hingga yang paling berat, tidak boleh dilakukan secara acak. Harus 
ada logika eskalasi yang jelas, yang dikenal sebagai prinsip disiplin 
progresif. Melompati tahapan, misalnya langsung memberikan 
SP3 untuk pelanggaran ringan, adalah tindakan gegabah yang 
menunjukkan itikad buruk dan hampir pasti akan dianggap tidak 
sah oleh pengadilan.

Generasi Milenial dan Gen Z sangat menghargai feedback yang 
teratur dan transparan. Mereka mengharapkan proses evaluasi yang 
adil dan dialogis. Pendekatan manajemen yang otoriter dan tidak 
berbasis data akan dengan cepat memicu resistensi dan kehilangan 
talenta-talenta terbaik dari generasi ini. Mereka menginginkan 
kejelasan tentang apa yang diharapkan dari mereka dan konsistensi 
dalam penerapan aturan.
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Bab ini akan memberikan panduan praktis untuk membangun 
sistem manajemen kinerja dan disiplin yang kokoh dan anti-
gugat. Kita akan membahas cara merancang KPI yang tidak hanya 
mendorong kinerja tetapi juga dapat berfungsi sebagai bukti hukum 
yang sah. Kita akan membedah prosedur langkah demi langkah 
untuk menegur karyawan yang melanggar aturan secara adil dan 
terdokumentasi. Terakhir, kita akan mengupas hierarki sanksi 
yang benar untuk memastikan bahwa setiap tindakan disipliner 
yang diambil perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan 
dipertahankan.

Tujuannya adalah untuk mengubah proses yang seringkali 
dianggap konfrontatif ini menjadi sebuah sistem yang konstruktif, 
sistem yang mampu memperbaiki kinerja, menegakkan standar, dan 
pada saat yang sama, melindungi perusahaan dari risiko hukum 
yang tidak perlu.

A.	 Menjadikan KPI sebagai Bukti Sah di Pengadilan
Dalam sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang 

didasarkan pada alasan kinerja buruk (poor performance), beban 
pembuktian ada pada perusahaan. Perusahaan harus mampu 
menunjukkan kepada hakim bahwa penilaian kinerjanya dilakukan 
secara objektif, adil, dan konsisten. Di sinilah peran Key Performance 
Indicators (KPI) menjadi sangat krusial. KPI yang dirancang dan 
diimplementasikan dengan baik berubah fungsi dari sekadar alat 
manajemen internal menjadi alat bukti hukum yang sangat kuat. 
Ia menunjukkan bahwa keputusan perusahaan tidak didasarkan 
pada sentimen pribadi, melainkan pada data kinerja yang terukur 
dan terdokumentasi.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan seorang atlet yang 
dikeluarkan dari tim nasional karena dianggap performanya 
menurun. Jika pelatih hanya berkata, “Saya merasa semangatnya 
sudah tidak seperti dulu,”
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keputusan itu akan sangat mudah digugat. Namun, jika pelatih 
dapat menunjukkan data statistik yang komprehensif, catatan waktu 
larinya yang melambat dalam enam bulan terakhir, persentase 
keberhasilan tembakannya yang menurun drastis, dan hasil tes 
fisik yang di bawah standar (semua ini adalah KPI), maka keputusan 
tersebut menjadi sangat sulit untuk dibantah. KPI menyediakan 
data objektif yang mengubah opini menjadi fakta yang dapat 
dipertahankan.

1.	 Cara bikin target kerja yang masuk akal dan terukur
Agar KPI dapat diterima sebagai bukti yang sah, ia harus 

memenuhi beberapa kriteria fundamental. Kerangka kerja yang 
paling umum digunakan dan sangat efektif adalah SMART: Specific, 
Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Specific berarti target 
harus jelas dan tidak ambigu. Measurable berarti harus ada cara 
untuk mengukur pencapaian target secara kuantitatif atau kualitatif 
yang objektif. Achievable berarti target tersebut harus realistis dan 
dapat dicapai oleh karyawan, bukan target yang mustahil. Relevant 
berarti target tersebut harus sejalan dengan tujuan departemen 
dan perusahaan.

Terakhir, Time-bound berarti harus ada kerangka waktu yang 
jelas untuk mencapai target tersebut.

Contoh KPI yang buruk adalah “meningkatkan kepuasan 
pelanggan”. Contoh KPI yang baik (SMART) adalah “meningkatkan 
skor Net Promoter Score (NPS) dari 40 menjadi 50 pada akhir 
kuartal keempat tahun 2024”. KPI yang SMART menghilangkan 
subjektivitas dan menyediakan dasar yang kokoh untuk penilaian. 
Proses penetapan KPI ini idealnya dilakukan melalui dialog antara 
manajer dan karyawan untuk menciptakan pemahaman dan 
komitmen bersama (Yang, 2024).

2.	 Mengapa catatan evaluasi kinerja itu wajib (dan harus 
disimpan)
Menetapkan KPI yang baik hanyalah langkah pertama. Langkah 

selanjutnya yang sama pentingnya adalah mendokumentasikan 
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proses evaluasi kinerja secara teratur. Perusahaan wajib memiliki 
catatan tertulis dari setiap sesi peninjauan kinerja (performance 
review), baik yang dilakukan secara bulanan, kuartalan, maupun 
tahunan. Catatan ini harus mencakup data pencapaian KPI, feedback 
spesifik yang diberikan oleh manajer, area-area yang perlu diperbaiki, 
serta rencana pengembangan yang disepakati.

Dokumen ini, yang idealnya ditandatangani oleh manajer 
dan karyawan, menjadi bukti bahwa perusahaan telah secara aktif 
mengelola dan mengomunikasikan ekspektasi kinerja. Jika seorang 
karyawan kemudian di-PHK karena kinerja buruk, perusahaan dapat 
menunjukkan rekam jejak yang panjang dari evaluasi yang konsisten, 
feedback yang telah diberikan, dan kesempatan untuk perbaikan 
yang tidak dimanfaatkan. Tanpa catatan ini, klaim perusahaan akan 
terlihat seperti keputusan mendadak yang tidak berdasar (Pillutla, 
2025).

3.	 Hubungan nilai rapor kerja dengan naik jabatan atau demosi
Hasil evaluasi kinerja berdasarkan KPI harus memiliki 

konsekuensi yang nyata dan diterapkan secara konsisten. Data 
kinerja harus menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan 
terkait manajemen talenta, seperti promosi, rotasi, pemberian 
bonus, dan sebaliknya, demosi atau bahkan terminasi.

Konsistensi adalah kunci. Jika perusahaan mempromosikan 
karyawan dengan skor KPI rata-rata namun memberikan surat 
peringatan kepada karyawan lain dengan skor serupa, ini akan 
menciptakan persepsi ketidakadilan dan melemahkan sistem itu 
sendiri.

Dengan menghubungkan secara langsung antara “nilai rapor” 
kerja dengan konsekuensi karier, perusahaan mengirimkan pesan 
yang jelas bahwa kinerja adalah hal yang utama. Bagi karyawan 
berprestasi, ini menjadi sumber motivasi. Bagi karyawan yang 
kinerjanya kurang, ini menjadi sinyal yang jelas bahwa perbaikan 
diperlukan. Keterkaitan yang logis dan transparan ini memperkuat 
posisi perusahaan saat harus membuat keputusan sulit, karena 
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keputusan tersebut didasarkan pada data historis, bukan pada 
kejadian tunggal atau opini sesaat (Alabdali & Basahal, 2024).

B.	 Cara Tegur Karyawan yang “Nakal”
Menghadapi karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin, 

mulai dari sering terlambat hingga pelanggaran yang lebih serius, 
adalah salah satu tugas manajerial yang paling menantang. Tindakan 
yang salah, seperti menegur di depan umum atau langsung 
menjatuhkan sanksi tanpa investigasi, dapat memperburuk situasi 
dan membuka celah gugatan hukum. Oleh karena itu, perusahaan 
harus memiliki prosedur standar yang adil, terstruktur, dan 
terdokumentasi untuk menangani setiap dugaan pelanggaran. 
Tujuannya adalah untuk menegakkan aturan secara efektif sambil 
tetap menghormati hak-hak karyawan.

Analogi/Contoh Kasus: Proses penanganan pelanggaran 
disiplin ibarat prosedur yang dilakukan oleh seorang wasit dalam 
pertandingan sepak bola. Ketika terjadi pelanggaran, wasit tidak 
langsung mengeluarkan kartu merah. Ia akan meniup peluit 
(memanggil karyawan), mendekati pemain yang terlibat (melakukan 
pemeriksaan), mendengarkan argumen dari kedua belah pihak jika 
perlu, dan baru kemudian memutuskan sanksi yang sesuai (kartu 
kuning atau merah) berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran 
yang terekam dalam catatannya. Seluruh proses dilakukan di 
lapangan secara transparan dan sesuai aturan main yang telah 
disepakati.

1.	 Prosedur panggil dan periksa karyawan yang melanggar
Langkah pertama dalam menangani dugaan pelanggaran 

adalah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut kepada 
karyawan yang bersangkutan. Pemanggilan ini sebaiknya dilakukan 
secara tertulis untuk menciptakan jejak dokumen. Surat panggilan 
harus menyebutkan secara singkat mengenai dugaan pelanggaran 
apa yang akan dibahas, serta waktu dan tempat pemeriksaan akan 
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dilakukan. Hal ini memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 
mempersiapkan diri dan penjelasannya.

Pemeriksaan harus dilakukan di ruang tertutup untuk menjaga 
kerahasiaan. Idealnya, pemeriksaan dilakukan oleh atasan langsung 
didampingi oleh perwakilan HR. Peran HR adalah untuk memastikan 
proses berjalan sesuai prosedur, pertanyaan yang diajukan tetap 
relevan dan tidak intimidatif, serta hak-hak karyawan untuk 
memberikan penjelasan dihormati. Seluruh proses ini harus berjalan 
secara profesional dan tenang, menghindari konfrontasi emosional.

2.	 Jangan asal tuduh: Pakai asas praduga tak bersalah
Prinsip fundamental dalam setiap proses investigasi disipliner 

adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). 
Artinya, seorang karyawan dianggap tidak bersalah sampai 
perusahaan dapat membuktikan sebaliknya melalui bukti-bukti 
yang cukup. Manajer dan HR harus memulai proses pemeriksaan 
dengan pikiran terbuka, bukan dengan asumsi bahwa karyawan 
tersebut sudah pasti bersalah. Tujuannya adalah untuk mencari fakta 
dan kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran atas tuduhan 
yang sudah ada.

Selama proses pemeriksaan, karyawan harus diberikan 
kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan, 
klarifikasi, dan bahkan mengajukan bukti atau saksi yang dapat 
mendukung keterangannya. Mendengarkan secara aktif dan objektif 
adalah kunci. Keputusan akhir mengenai terbukti atau tidaknya 
pelanggaran harus didasarkan pada analisis rasional terhadap 
semua bukti yang terkumpul, bukan berdasarkan desas-desus atau 
opini subjektif (Samuel et al., 2023).

3.	 Bikin Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang anti-gugat
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah dokumen hukum yang 

paling vital dalam proses disipliner. BAP yang baik adalah BAP yang 
anti-gugat, yang berarti ia dapat bertahan jika diuji di pengadilan. 
Untuk mencapai ini, BAP harus ditulis secara faktual, objektif, dan 
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kronologis. Hindari penggunaan bahasa yang emosional, opini, atau 
kesimpulan yang tidak didukung oleh fakta.

BAP harus mencatat hal-hal esensial, seperti: hari, tanggal, 
dan tempat pemeriksaan; nama-nama pihak yang hadir; ringkasan 
dugaan pelanggaran; pertanyaan-pertanyaan kunci yang diajukan; 
jawaban dan

penjelasan yang diberikan oleh karyawan secara verbatim (kata 
demi kata); serta daftar bukti-bukti yang diperlihatkan. Setelah 
selesai, BAP harus dibacakan kembali dan ditandatangani oleh 
semua pihak yang hadir, termasuk karyawan yang diperiksa. Jika 
karyawan menolak menandatangani, hal tersebut harus dicatat 
dalam BAP. Dokumen ini menjadi bukti otentik dari jalannya proses 
pemeriksaan (Bakare et al., 2024).

C.	 Hierarki SP 1, 2, dan 3: Jangan Lompat Pagar!
Surat Peringatan (SP) adalah instrumen resmi yang digunakan 

perusahaan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran tata tertib 
yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Namun, 
penerbitan SP tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. 
Hukum ketenagakerjaan dan praktik hubungan industrial yang baik 
mengamanatkan adanya prinsip disiplin progresif atau bertingkat. 
Artinya, sanksi yang diberikan harus sebanding dengan tingkat 
dan frekuensi pelanggaran. Menerapkan hierarki SP 1, 2, dan 3 
secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki itikad 
baik untuk membina karyawan, bukan semata-mata mencari alasan 
untuk melakukan PHK.

Analogi/Contoh Kasus: Sistem Surat Peringatan dapat 
diibaratkan seperti sistem “lampu lalu lintas”. Pelanggaran pertama 
yang tidak terlalu parah akan menyalakan “lampu kuning” pertama 
(SP1), sebuah peringatan untuk lebih berhati-hati. Jika pelanggaran 
yang sama atau setara terulang kembali, “lampu kuning” kedua akan 
menyala (SP2), sebuah sinyal yang lebih serius. Jika masih terulang, 
barulah “lampu merah” menyala (SP3), yang menandakan “berhenti” 
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atau konsekuensi yang lebih serius seperti PHK. Melanggar lampu 
merah tanpa melewati lampu kuning terlebih dahulu adalah sebuah 
tindakan yang berbahaya dan tidak prosedural.

1.	 Aturan main pemberian surat peringatan yang benar
Penerbitan Surat Peringatan harus mengikuti urutan yang logis. 

SP pertama (SP1) diberikan untuk pelanggaran pertama. Jika dalam 
masa berlaku SP1 karyawan tersebut melakukan pelanggaran lagi, 
barulah perusahaan dapat menerbitkan SP kedua (SP2). Demikian 
seterusnya hingga SP ketiga atau terakhir (SP3). Perusahaan 
tidak dapat “melompat pagar”, misalnya memberikan SP2 untuk 
pelanggaran pertama, kecuali jika hal tersebut diatur secara spesifik 
dalam Peraturan Perusahaan untuk jenis pelanggaran tertentu yang 
dianggap lebih serius.

Setiap SP harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung 
kepada karyawan yang bersangkutan dengan meminta tanda terima. 
Surat tersebut harus secara jelas menyebutkan jenis pelanggaran 
yang dilakukan, merujuk pada pasal dalam Peraturan Perusahaan 
yang dilanggar, dan menyatakan bahwa surat tersebut berlaku 
sebagai SP keberapa. Kejelasan dan formalitas ini penting untuk 
memastikan SP tersebut sah secara hukum (Rynaldo & Sa’adah, 
2024).

2.	 Berapa lama masa berlaku SP? Cek dampaknya ke hak 
karyawan
Setiap Surat Peringatan yang diterbitkan memiliki masa berlaku, 

yaitu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, kecuali jika 
diperjanjikan lain dalam Peraturan Perusahaan. Artinya, jika dalam 
kurun waktu 6 bulan setelah menerima SP1 seorang karyawan 
tidak melakukan pelanggaran lagi, maka catatan pelanggarannya 
dianggap “bersih”. Jika di kemudian hari (misalnya, bulan ketujuh) 
ia melakukan pelanggaran lagi, maka ia akan kembali menerima 
SP1, bukan SP2.
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Masa berlaku ini penting untuk dipahami karena berdampak pada 
hak-hak karyawan. Selama masa berlaku SP, beberapa perusahaan 
mungkin memiliki kebijakan untuk tidak mengikutsertakan karyawan 
tersebut dalam program promosi atau penyesuaian gaji. Namun, 
hak-hak normatif lainnya seperti upah dan tunjangan tetap harus 
dibayarkan seperti biasa. SP tidak boleh digunakan sebagai alasan 
untuk mengurangi hak-hak dasar karyawan.

3.	 Skorsing: Kapan boleh dipakai dan bagaimana prosedurnya?
Skorsing atau pemberhentian sementara adalah sanksi yang 

lebih berat dari Surat Peringatan dan tidak termasuk dalam hierarki 
SP 1, 2, dan 3. Skorsing tidak boleh digunakan sebagai hukuman 
atas pelanggaran biasa. Penggunaannya sangat terbatas, yaitu 
hanya ketika seorang karyawan sedang dalam proses pemutusan 
hubungan kerja (PHK) karena diduga melakukan pelanggaran berat, 
dan perusahaan memerlukan waktu untuk melakukan investigasi 
lebih lanjut.

Selama masa skorsing, perusahaan tetap wajib membayar upah 
beserta hak-hak lain yang biasa diterima karyawan. Jangka waktu 
skorsing pun tidak boleh tanpa batas; harus wajar dan sesuai dengan 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan investigasi. Melakukan 
skorsing tanpa upah atau untuk alasan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan hukum adalah pelanggaran serius yang dapat digugat 
oleh karyawan.

D.	 Kesimpulan
Manajemen kinerja dan disiplin adalah dua sisi mata uang 

yang tak terpisahkan dalam menciptakan lingkungan kerja yang 
produktif dan tertib. Bab ini telah menguraikan bahwa pendekatan 
yang efektif dan aman secara hukum haruslah didasarkan pada 
objektivitas, prosedur yang adil, dan dokumentasi yang cermat. 
Era manajemen yang berdasarkan asumsi atau subjektivitas telah 
berakhir; di pengadilan hubungan industrial, data dan bukti tertulis 
adalah raja.
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KPI yang dirancang dengan kerangka SMART bukan lagi sekadar 
alat ukur kinerja, melainkan telah berevolusi menjadi instrumen 
bukti yang vital. Dengan didukung oleh catatan evaluasi yang 
rutin dan konsisten, KPI menjadi fondasi yang kokoh untuk setiap 
keputusan manajemen talenta, baik itu promosi maupun sanksi. 
Hal ini mengubah penilaian kinerja dari sebuah proses yang ditakuti 
menjadi dialog yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penegakan disiplin, proses adalah segalanya. Menjunjung 
tinggi asas praduga tak bersalah, melakukan pemeriksaan secara 
profesional, dan menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP) yang faktual adalah langkah-langkah yang tidak bisa ditawar. 
Lebih lanjut, penerapan sanksi melalui hierarki Surat Peringatan yang 
progresif menunjukkan itikad baik perusahaan untuk membina, 
bukan sekadar menghukum. Setiap langkah yang diambil harus 
proporsional, konsisten, dan sesuai dengan aturan main yang telah 
ditetapkan.

Pada akhirnya, tujuan dari sistem ini bukanlah untuk mencari-
cari kesalahan, melainkan untuk membangun sebuah budaya 
akuntabilitas. Karyawan tahu persis apa yang diharapkan dari mereka 
dan apa konsekuensinya jika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi. 
Perusahaan, di sisi lain, memiliki kerangka kerja yang kuat untuk 
bertindak secara adil dan tegas, dengan keyakinan bahwa setiap 
keputusannya dapat dipertahankan baik secara etis maupun hukum.
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BAB 8
HUBUNGAN INDUSTRIAL: BERMITRA 

DENGAN SERIKAT PEKERJA

Bagi sebagian manajer dan pemilik perusahaan, kata “serikat 
pekerja” seringkali memunculkan citra yang negatif: demonstrasi, 
tuntutan yang tidak ada habisnya, dan hubungan yang penuh 
konflik. Pandangan ini, yang melihat serikat pekerja sebagai 
musuh yang harus dihadapi, bukan hanya sudah usang, tetapi 
juga sangat berbahaya dari perspektif hukum dan strategis. Di 
Indonesia, keberadaan serikat pekerja diakui dan dilindungi oleh 
undang-undang sebagai mitra yang sah dalam hubungan industrial. 
Mengabaikan atau memusuhi mereka bukanlah sebuah pilihan, 
melainkan sebuah pelanggaran hukum.

Hubungan industrial yang sehat dan harmonis bukanlah 
sebuah kondisi di mana tidak ada perbedaan pendapat. Sebaliknya, 
hubungan yang sehat adalah di mana perbedaan pendapat 
tersebut memiliki saluran yang terstruktur, dialog yang produktif, 
dan mekanisme penyelesaian yang adil. Di sinilah serikat pekerja 
memegang peranan krusialnya sebagai wakil formal dari suara 
kolektif karyawan. Mereka adalah mitra dialog yang setara bagi 
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manajemen dalam merundingkan isu-isu fundamental yang 
memengaruhi kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha.

Pendekatan yang cerdas bukanlah dengan bertanya, “Bagaimana 
cara menghindari serikat pekerja?”, melainkan, “Bagaimana cara 
membangun kemitraan yang konstruktif dengan serikat pekerja?”.

Kemitraan ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi 
sumber stabilitas yang luar biasa. Serikat pekerja dapat membantu 
menyalurkan aspirasi karyawan secara teratur, mencegah akumulasi 
ketidakpuasan yang bisa meledak sewaktu-waktu. Mereka juga 
dapat menjadi mitra dalam mensosialisasikan kebijakan perusahaan 
dan meningkatkan disiplin kerja.

Puncak dari kemitraan ini adalah lahirnya sebuah Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB). PKB adalah sebuah “kesepakatan besar” yang 
dirundingkan antara manajemen dan serikat pekerja, yang berisi 
syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban yang berlaku bagi seluruh 
pekerja di perusahaan. PKB yang dinegosiasikan dengan itikad baik 
akan menciptakan kepastian hukum dan prediktabilitas bagi kedua 
belah pihak untuk jangka waktu tertentu, biasanya dua tahun.

Tentu saja, proses ini tidak selalu mudah. Negosiasi bisa menjadi 
alot, terutama saat membahas isu sensitif seperti kenaikan upah. 
Tuntutan mogok kerja atau demonstrasi adalah risiko nyata jika 
dialog menemui jalan buntu. Namun, risiko-risiko ini justru dapat 
dimitigasi dengan penguasaan seni negosiasi, komunikasi yang 
transparan, dan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum 
yang mengaturnya.

Bab ini didedikasikan untuk mengubah paradigma Anda dalam 
memandang serikat pekerja. Kita akan membahas bagaimana 
menyikapi kehadiran serikat pekerja secara legal dan strategis, dari 
memberikan ruang yang semestinya hingga menghindari praktik 
anti-union busting yang ilegal. Kita akan mengupas seni negosiasi 
dengan perwakilan karyawan, dari cara menghadapi tuntutan 
dengan data hingga memitigasi risiko jika terjadi kebuntuan.
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Lebih jauh, kita akan membedah proses pengelolaan 
“kesepakatan besar” atau PKB, dari tahap perundingan hingga 
pendaftaran dan implementasinya. Tujuannya adalah untuk 
membekali Anda dengan pengetahuan dan keterampilan untuk 
membangun hubungan industrial yang didasarkan pada rasa saling 
menghormati dan dialog, bukan konfrontasi. Karena pada akhirnya, 
perusahaan dan pekerja berada di kapal yang sama; kemitraan yang 
solid adalah satu-satunya cara untuk memastikan kapal tersebut 
berlayar menuju kesuksesan bersama.

A.	 Menyikapi Serikat Pekerja di Perusahaan
Kehadiran serikat pekerja di dalam perusahaan seringkali 

menjadi sumber kekhawatiran bagi manajemen yang tidak terbiasa. 
Namun, sikap pertama dan paling fundamental yang harus diambil 
perusahaan adalah menerima dan menghormati keberadaan mereka 
sebagai sebuah realitas yang sah dan dilindungi hukum. UU No. 21 
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh secara eksplisit 
menjamin hak setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi 
anggota serikat pekerja. Oleh karena itu, menyikapi serikat pekerja 
bukan lagi soal suka atau tidak suka, melainkan soal kepatuhan 
terhadap hukum dan kemauan untuk membangun dialog.

Sikap yang proaktif dan terbuka akan menentukan corak 
hubungan industrial ke depan. Manajemen yang sejak awal 
menunjukkan itikad baik, membuka pintu untuk berdiskusi, dan 
memfasilitasi kebutuhan dasar serikat (seperti papan pengumuman 
atau ruang untuk rapat) akan membangun fondasi kepercayaan.

Sebaliknya, sikap yang tertutup, curiga, dan obstruktif hanya 
akan memicu antagonisme dan mendorong serikat pekerja untuk 
mengambil jalur konfrontasi sebagai satu-satunya cara agar suara 
mereka didengar.

Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan sebuah negara demokrasi 
memiliki parlemen yang dipilih oleh rakyat. Pemerintah (manajemen) 
tidak dapat mengabaikan atau membubarkan parlemen (serikat 
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pekerja) hanya karena mereka sering mengkritik atau mengajukan 
tuntutan. Parlemen adalah lembaga yang sah untuk menyalurkan 
aspirasi rakyat (karyawan). Pemerintah yang bijak akan menjadwalkan 
sesi dengar pendapat secara rutin, berdebat dengan data dan 
argumen yang kuat, serta mencari kompromi untuk menghasilkan 
undang-undang (Perjanjian Kerja Bersama) yang menguntungkan 
semua pihak. Memusuhi parlemen hanya akan menyebabkan 
instabilitas politik dan krisis kepercayaan.

1.	 Memberi ruang buat serikat sesuai aturan main negara
Memberi ruang bagi serikat pekerja bukan hanya tindakan 

etis, tetapi juga kewajiban hukum. Kebebasan berserikat adalah 
hak fundamental yang dilindungi. Perusahaan tidak boleh, dengan 
cara apa pun, menghalang-halangi pekerja untuk membentuk, 
bergabung, atau menjalankan kegiatan serikat pekerja. Bentuk 
penghalangan ini bisa sangat beragam, mulai dari yang terang-
terangan seperti melarang rapat, hingga yang lebih halus seperti 
mempersulit promosi bagi anggota serikat yang aktif.

Memberi ruang berarti mengakui serikat pekerja yang tercatat 
secara resmi di Dinas Ketenagakerjaan sebagai perwakilan sah dari 
anggotanya. Ini berarti perusahaan harus bersedia untuk duduk 
berunding dengan pengurus serikat ketika mereka meminta. Ruang 
yang diberikan juga bisa bersifat fisik, seperti menyediakan papan 
pengumuman khusus untuk serikat atau, jika memungkinkan, 
menyediakan ruangan kecil yang bisa digunakan sebagai sekretariat. 
Tindakan-tindakan ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa 
perusahaan menghormati hak berserikat dan siap untuk berdialog.

2.	 Larangan memusuhi pengurus serikat (Anti-Union Busting)
Segala tindakan yang bertujuan untuk memberangus atau 

melemahkan keberadaan serikat pekerja dikenal dengan istilah union 
busting, dan ini adalah tindak pidana. UU No. 21 Tahun 2000 secara 
tegas melarang siapa pun untuk melakukan tindakan anti-serikat, 
dengan ancaman sanksi pidana penjara dan/atau denda. Contoh 
praktik union busting mencakup melakukan mutasi atau demosi 
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terhadap pengurus serikat tanpa alasan yang jelas, melakukan PHK 
terhadap aktivis serikat, atau melakukan kampanye negatif untuk 
mengintimidasi karyawan agar tidak bergabung dengan serikat.

Manajemen dan HR harus sangat berhati-hati agar 
setiap keputusan yang menyangkut anggota atau pengurus 
serikat didasarkan pada alasan yang objektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan, seperti kinerja atau pelanggaran disiplin 
yang nyata, dan bukan karena aktivitas mereka di serikat. Melindungi 
pengurus serikat dari tindakan diskriminatif adalah kunci. Jika seorang 
pengurus serikat di-PHK, perusahaan harus siap dengan bukti yang 
sangat kuat bahwa keputusan tersebut murni profesional, karena 
kasus seperti ini akan berada di bawah pengawasan yang ketat 
dari pengawas ketenagakerjaan dan pengadilan (Eneh et al., 2024).

3.	 Mengaktifkan Forum Bipartit manajemen-buruh
Di luar hubungan formal dengan serikat pekerja dalam konteks 

perundingan, perusahaan didorong oleh undang-undang untuk 
membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Forum ini adalah 
wadah komunikasi dan konsultasi antara wakil pengusaha dan wakil 
pekerja (yang bisa jadi adalah pengurus serikat atau perwakilan 
lainnya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan 
hubungan industrial di perusahaan. Fungsinya lebih sebagai forum 
dialog preventif, bukan forum negosiasi.

Melalui LKS Bipartit yang aktif, kedua belah pihak dapat secara 
rutin mendiskusikan isu-isu seperti peningkatan produktivitas, 
masalah kesejahteraan, atau penerapan kebijakan K3. Forum ini 
dapat menjadi sistem peringatan dini yang sangat efektif untuk 
mendeteksi potensi masalah dan menyelesaikannya sebelum 
berkembang menjadi perselisihan formal. Mengaktifkan forum 
bipartit menunjukkan komitmen perusahaan terhadap komunikasi 
yang terbuka dan partisipasi pekerja dalam memajukan perusahaan 
(Sunand & Sirisetti, 2025).
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B.	 Seni Negosiasi dengan Perwakilan Karyawan
Negosiasi antara manajemen dan serikat pekerja, terutama 

dalam rangka penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), adalah 
momen yang paling menentukan dalam hubungan industrial. Ini 
adalah proses di mana kepentingan bisnis perusahaan dan aspirasi 
kesejahteraan karyawan bertemu, dan terkadang, berbenturan. 
Keberhasilan negosiasi tidak diukur dari siapa yang “menang” 
atau “kalah”, melainkan dari tercapainya sebuah kesepakatan yang 
win-win, yaitu kesepakatan yang dapat diterima, realistis untuk 
dijalankan, dan mampu menjaga keharmonisan selama periode 
berlakunya. Menguasai seni negosiasi adalah kompetensi wajib 
bagi tim HR dan manajemen.

Pendekatan negosiasi yang usang, yaitu positional bargaining 
(adu kuat posisi “pokoknya saya mau ini”), hampir pasti akan 
berujung pada kebuntuan atau kesepakatan yang dipaksakan dan 
tidak akan bertahan lama. Seni negosiasi modern bergeser ke arah 
interest-based bargaining atau negosiasi berbasis kepentingan, di 
mana kedua belah pihak fokus untuk memahami “mengapa” di balik 
tuntutan masing-masing dan bersama-sama mencari solusi kreatif 
yang dapat memenuhi kepentingan tersebut.

Analogi/Contoh Kasus: Negosiasi PKB dapat diibaratkan seperti 
dua orang yang memperebutkan sebutir jeruk. Dalam positional 
bargaining, mereka akan berdebat sengit untuk mendapatkan 
porsi terbesar, mungkin berakhir dengan membelah jeruk 50-50, 
di mana tidak ada yang benar-benar puas. Dalam interest-based 
bargaining, negosiator akan bertanya, “Mengapa kamu butuh jeruk 
ini?”. Mungkin satu pihak menjawab, “Saya butuh kulitnya untuk 
membuat kue,” sementara pihak lain berkata, “Saya butuh airnya 
untuk dibuat jus.” Dengan memahami kepentingan ini, solusi win-
win yang sempurna muncul: satu pihak mengambil seluruh kulitnya, 
dan pihak lain mengambil seluruh daging buahnya. Keduanya 
mendapatkan 100% dari apa yang mereka butuhkan.
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1.	 Trik negosiasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang win-win
Untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tim 

negosiasi perusahaan harus melakukan persiapan yang matang. 
Pertama, pisahkan antara orang dan masalahnya; jaga hubungan 
baik dengan tim negosiasi serikat meskipun ada perbedaan 
pendapat yang tajam. Kedua, fokus pada kepentingan, bukan posisi. 
Alih-alih langsung menolak tuntutan kenaikan upah 15%, coba gali 
kepentingannya: “Apakah ini karena biaya hidup yang meningkat, 
atau karena ingin mengejar standar industri?”.

Ketiga, kembangkan berbagai pilihan solusi sebelum mengambil 
keputusan. Mungkin kenaikan gaji pokok tidak memungkinkan, tetapi 
perusahaan bisa menawarkan perbaikan tunjangan transportasi 
atau program beasiswa untuk anak karyawan yang nilainya setara. 
Terakhir, bersikeraslah menggunakan kriteria objektif. Gunakan data 
inflasi dari BPS, data survei gaji dari konsultan independen, atau 
data kemampuan finansial perusahaan yang telah diaudit sebagai 
dasar untuk berdiskusi. Pendekatan ini mengubah negosiasi dari 
adu kekuatan menjadi proses pemecahan masalah bersama (Varelas 
& Kanellopoulou, 2025).

2.	 Menghadapi tuntutan naik gaji dengan data dan logika
Tuntutan kenaikan upah adalah isu yang hampir selalu menjadi 

inti dari setiap perundingan PKB. Menghadapi tuntutan ini dengan 
jawaban “perusahaan tidak mampu” tanpa didukung data hanya 
akan dianggap sebagai taktik mengelak. Tim manajemen harus 
mempersenjatai diri dengan data dan logika yang kuat. Siapkan 
presentasi yang transparan (tanpa membuka informasi rahasia yang 
sensitif) mengenai kondisi keuangan perusahaan, tantangan pasar 
yang sedang dihadapi, dan perbandingan tingkat upah perusahaan 
dengan kompetitor di industri yang sama.

Sajikan data secara jernih untuk menunjukkan dampak dari setiap 
skenario kenaikan upah terhadap biaya operasional dan profitabilitas 
perusahaan. Tawarkan alternatif atau skema lain, misalnya dengan 
mengaitkan sebagian kenaikan upah dengan pencapaian target 
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produktivitas atau profitabilitas perusahaan (sistem bonus atau 
profit sharing). Dengan demikian, diskusi bergeser dari “meminta” 
menjadi “mencapai bersama”, di mana peningkatan kesejahteraan 
karyawan berjalan seiring dengan peningkatan kinerja perusahaan 
(Ravisankar & Goyal, 2025).

3.	 Mitigasi risiko jika sampai terjadi mogok atau demo
Meskipun harus dihindari, kebuntuan perundingan (deadlock) 

adalah sebuah kemungkinan yang harus diantisipasi. Jika 
perundingan gagal dan serikat pekerja berencana melakukan 
mogok kerja, langkah pertama bagi perusahaan adalah memastikan 
apakah rencana mogok tersebut telah memenuhi syarat sah sesuai 
undang-undang (pemberitahuan tertulis, dilakukan di luar jam kerja, 
dll). Mogok kerja yang tidak sah memberikan dasar bagi perusahaan 
untuk menjatuhkan sanksi.

Untuk memitigasi dampaknya, perusahaan harus memiliki 
rencana kontingensi, terutama untuk menjaga operasional di area-
area kritis. Bentuk tim manajemen krisis yang bertugas untuk terus 
membuka jalur komunikasi dengan serikat pekerja, berkomunikasi 
dengan media secara terkendali, dan memastikan keamanan aset 
perusahaan. Tunjukkan kepada publik dan karyawan lain bahwa 
perusahaan tetap membuka pintu untuk berunding. Seringkali, 
tekanan dari mogok itu sendiri dapat membawa kedua belah 
pihak kembali ke meja perundingan dengan perspektif yang lebih 
mendesak untuk mencari solusi (Alabdali & Basahal, 2024).

C.	 Mengelola “Kesepakatan Besar” (PKB)
Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah sebuah 

pencapaian penting, namun ini bukanlah garis finis. Justru, ini 
adalah garis start. PKB yang telah disepakati harus dikelola secara 
aktif agar benar-benar menjadi pedoman hidup dalam hubungan 
industrial di perusahaan. Mengabaikan PKB setelah ditandatangani 
sama saja dengan membiarkan sebuah dokumen hukum yang 
mahal dan berharga menjadi tidak berguna. Pengelolaan PKB 
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yang efektif mencakup proses formalisasi hukum, sosialisasi yang 
menyeluruh, dan pemantauan implementasi yang berkelanjutan 
untuk memastikan setiap pasalnya dijalankan dengan konsisten.

Nilai sesungguhnya dari sebuah PKB terletak pada 
implementasinya. Ia harus menjadi rujukan utama bagi manajer 
dalam mengambil keputusan, bagi HR dalam menjalankan prosedur, 
dan bagi karyawan dalam memahami hak serta kewajiban mereka. 
Tanpa pengelolaan yang baik, isi PKB akan cepat dilupakan, dan 
perusahaan akan kembali ke praktik-praktik lama yang tidak 
konsisten, yang pada akhirnya akan memicu perselisihan baru 
mengenai interpretasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan 
yang telah dibuat.

Analogi/Contoh Kasus: Membuat dan menandatangani PKB 
ibarat merancang dan mengesahkan sebuah Undang-Undang 
baru di parlemen. Prosesnya panjang dan sulit. Namun, setelah UU 
tersebut disahkan, pekerjaan pemerintah baru dimulai. Mereka harus 
mendaftarkannya dalam lembaran negara (registrasi ke Disnaker), 
membuat peraturan pelaksana (SOP turunan), dan melakukan 
kampanye sosialisasi

besar-besaran agar masyarakat dan aparat penegak hukum 
memahaminya. Pemerintah juga harus membentuk lembaga 
pengawas untuk memastikan UU tersebut dijalankan dengan benar 
di lapangan. Tanpa langkah-langkah ini, UU tersebut hanyalah teks 
mati yang tidak memiliki dampak.

1.	 Tahapan diskusi PKB dari awal sampai ketok palu
Proses perundingan PKB memiliki tahapan yang formal 

dan terstruktur. Biasanya dimulai dengan masing-masing pihak 
(manajemen dan serikat pekerja) membentuk tim perundingnya. Tim 
ini harus diberi mandat penuh untuk mengambil keputusan. Proses 
dilanjutkan dengan saling bertukar draf usulan PKB. Masing-masing 
pihak akan mempelajari usulan dari pihak lawan dan menyiapkan 
tanggapan atau usulan tandingan.
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Setelah itu, dimulailah jadwal perundingan formal yang 
intensif, membahas pasal demi pasal, mulai dari yang paling mudah 
disepakati hingga yang paling sulit. Risalah atau notulensi dari 
setiap sesi perundingan sangat penting untuk mencatat poin-poin 
yang telah disepakati. Setelah semua pasal berhasil disepakati, tim 
perunding bersama-sama menyusun naskah final PKB yang siap 
untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan ketua serikat 
pekerja dalam sebuah acara seremonial untuk menandai komitmen 
bersama.

2.	 Daftarkan PKB ke pemerintah dan sosialisasikan ke karyawan
Agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan dapat 

ditegakkan (enforceable), naskah PKB yang telah ditandatangani 
wajib didaftarkan oleh perusahaan ke Dinas Ketenagakerjaan 
setempat. Disnaker akan menelaah isi PKB untuk memastikan tidak 
ada isinya yang bertentangan atau lebih rendah dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Setelah disetujui, Disnaker 
akan memberikan bukti pendaftaran. Sejak saat itulah, PKB menjadi 
hukum positif yang mengikat seluruh pekerja dan pengusaha di 
perusahaan tersebut, termasuk bagi pekerja yang bukan anggota 
serikat.

Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sosialisasi. 
Perusahaan, bekerja sama dengan serikat pekerja, harus menyusun 
program sosialisasi yang komprehensif. Ini bisa berupa sesi tatap 
muka, distribusi buku saku PKB, atau mengunggahnya ke portal 
internal perusahaan. Tujuannya adalah memastikan setiap manajer 
dan karyawan memahami isi PKB, terutama pasal-pasal baru 
atau yang mengalami perubahan, untuk menghindari kesalahan 
implementasi (Gaffar et al., 2021).

3.	 Cek berkala: Apakah pasal-pasal di PKB masih jalan?
PKB adalah dokumen yang hidup, dan implementasinya perlu 

dipantau secara berkala. Cara terbaik untuk melakukannya adalah 
dengan membentuk sebuah komite monitoring bersama yang 
terdiri dari wakil manajemen dan serikat pekerja. Komite ini dapat 
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bertemu secara rutin, misalnya setiap tiga atau enam bulan, untuk 
meninjau pelaksanaan PKB di lapangan.

Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak dapat membahas 
apakah ada pasal-pasal yang sulit diimplementasikan, apakah ada 
perbedaan interpretasi terhadap klausul tertentu, atau apakah ada 
keluhan dari karyawan terkait pelaksanaan PKB. Dengan adanya 
forum ini, potensi masalah dapat dideteksi dan diselesaikan sejak 
dini melalui dialog, sebelum berkembang menjadi perselisihan 
formal. Pemantauan berkala ini juga menjadi dasar yang berharga 
untuk mempersiapkan perundingan PKB berikutnya, karena kedua 
pihak sudah memiliki data tentang apa yang berjalan baik dan apa 
yang perlu diperbaiki.

D.	 Kesimpulan
Bab ini telah membongkar mitos bahwa serikat pekerja adalah 

lawan dan menegaskan kembali posisinya sebagai mitra strategis 
yang diakui oleh hukum. Hubungan industrial yang dewasa dan 
stabil tidak dibangun di atas konflik, melainkan di atas fondasi 
dialog yang terstruktur, negosiasi yang berprinsip, dan komitmen 
bersama untuk menjalankan kesepakatan. Menyikapi kehadiran 
serikat pekerja dengan sikap terbuka, menghormati hak mereka 
untuk berorganisasi, dan secara proaktif menghindari praktik

anti-union busting adalah langkah pertama yang menentukan 
menuju keharmonisan.

Seni negosiasi menjadi kompetensi inti dalam merumuskan 
“kesepakatan besar” atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dengan 
beralih dari adu posisi ke dialog berbasis kepentingan, serta 
mempersenjatai diri dengan data dan logika, perusahaan dapat 
mengarahkan perundingan ke arah solusi win-win yang realistis 
dan berkelanjutan. Kemampuan untuk mengelola kebuntuan dan 
memitigasi risiko mogok kerja juga menjadi bagian krusial dari 
strategi negosiasi yang matang.
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Penandatanganan PKB bukanlah akhir, melainkan awal dari 
sebuah siklus. Pengelolaan PKB yang efektif, melalui pendaftaran 
resmi ke pemerintah, sosialisasi menyeluruh, dan pemantauan 
implementasi secara berkala, adalah kunci untuk memastikan 
kesepakatan di atas kertas benar-benar hidup dalam praktik 
sehari-hari. Pada akhirnya, perusahaan yang mampu membangun 
kemitraan sejati dengan perwakilan karyawannya adalah perusahaan 
yang sedang berinvestasi pada aset yang tak ternilai: stabilitas 
operasional, kepastian hukum, dan modal sosial yang kuat..
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BAB 9
PHK: CARA BERPISAH BAIK-BAIK

TANPA DRAMA

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah momen yang paling 
sensitif, emosional, dan paling berisiko secara hukum dalam seluruh 
siklus kehidupan karyawan. Ini adalah titik di mana hubungan 
kerja yang telah terjalin secara resmi berakhir. Bagi karyawan, PHK 
seringkali merupakan peristiwa yang mengubah hidup, penuh 
dengan ketidakpastian dan tekanan emosional. Bagi perusahaan, 
ini adalah keputusan bisnis yang sulit, namun terkadang tak 
terhindarkan. Mengelola momen perpisahan ini dengan buruk 
adalah resep pasti untuk drama, kerusakan reputasi, dan yang paling 
pasti, gugatan hukum yang mahal.

Faktanya, sebagian besar sengketa hubungan industrial yang 
berakhir di pengadilan berakar dari proses PHK yang dianggap tidak 
adil atau cacat prosedur. Banyak manajer yang keliru menganggap 
bahwa jika perusahaan memiliki alasan yang sah untuk melakukan 
PHK, maka prosesnya akan berjalan mulus.

Padahal, dalam hukum ketenagakerjaan, “alasan” yang sah 
hanyalah separuh dari cerita. Separuh lainnya, yang seringkali jauh 
lebih penting di mata hakim, adalah “prosedur” yang benar.
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Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya setelah 
reformasi melalui UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, telah 
menetapkan serangkaian prosedur yang sangat ketat yang harus 
dilalui oleh perusahaan sebelum dapat melakukan PHK. Mulai dari 
kewajiban pemberitahuan, perundingan bipartit, hingga perhitungan 
hak-hak finansial karyawan, setiap langkah adalah sebuah “kotak” 
yang wajib dicentang. Kegagalan dalam memenuhi satu saja dari 
prosedur ini dapat membuat PHK yang tadinya sah menjadi tidak 
sah, memaksa perusahaan untuk membayar kompensasi yang jauh 
lebih besar atau bahkan mempekerjakan kembali karyawan tersebut.

Kompleksitas ini diperdalam oleh beragamnya alasan yang 
dapat mendasari sebuah PHK. Setiap alasan, apakah itu karena 
pelanggaran disiplin, efisiensi perusahaan, merger, atau pensiun, 
memiliki alur prosedur dan formula perhitungan pesangon yang 
berbeda. Tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua. 
Perusahaan harus mampu mendiagnosis situasi dengan tepat dan 
menerapkan “protokol” PHK yang sesuai.

Kesalahan dalam menghitung hak-hak akhir karyawan, seperti 
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian 
hak, adalah sumber sengketa yang paling umum berikutnya. 
Angka-angka ini bukanlah subjek negosiasi atau diskresi; mereka 
dihitung berdasarkan formula matematis yang kaku yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Sedikit saja kesalahan dalam interpretasi atau 
perhitungan dapat dianggap sebagai kegagalan memenuhi hak 
normatif, yang akan sangat memberatkan posisi perusahaan.

Bab ini adalah panduan komprehensif untuk menavigasi proses 
PHK secara aman, adil, dan manusiawi. Kita akan membedah 
berbagai jenis alasan PHK yang diakui oleh hukum dan konsekuensi 
hukumnya masing-masing. Kita akan menguraikan, langkah demi 
langkah, prosedur wajib yang harus diikuti untuk memastikan setiap 
PHK yang dilakukan dapat dipertahankan secara hukum.

Terakhir, kita akan masuk ke dalam detail teknis perhitungan 
tiga komponen utama hak PHK: Uang Pesangon (UP), Uang 
Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH). 
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Tujuannya adalah untuk membekali Anda dengan pengetahuan 
untuk mengelola perpisahan dengan cara yang profesional, 
meminimalkan drama, dan yang terpenting, menutup pintu rapat-
rapat bagi potensi gugatan di kemudian hari.

A.	 Jenis-jenis Alasan Perpisahan (PHK)
Pemutusan Hubungan Kerja bukanlah sebuah peristiwa tunggal 

dengan satu penyebab. Hukum ketenagakerjaan mengakui bahwa 
hubungan kerja dapat berakhir karena berbagai alasan yang sangat 
berbeda, dan setiap alasan ini memicu konsekuensi hukum serta 
perhitungan hak yang berbeda pula. Memahami klasifikasi alasan 
PHK ini adalah langkah pertama dan paling fundamental. Kesalahan 
dalam mengidentifikasi dan menerapkan alasan yang tepat dapat 
membuat seluruh proses PHK menjadi cacat hukum sejak awal. 
Secara garis besar, alasan-alasan ini dapat dikelompokkan ke dalam 
tiga kategori utama: PHK yang dipicu oleh tindakan karyawan, PHK 
yang disebabkan oleh kondisi perusahaan, dan PHK yang terjadi 
secara alami.

1.	 Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan hubungan kerja adalah 
sebuah perjalanan mobil dari kota A ke kota
B. Perjalanan ini bisa berakhir karena beberapa skenario. 

Pertama, pengemudi (karyawan) melakukan pelanggaran lalu lintas 
berat yang membahayakan (pelanggaran disiplin), sehingga SIM-
nya harus dicabut (PHK karena kesalahan). Kedua, di tengah jalan 
terjadi bencana alam yang membuat jalan putus total (efisiensi atau 
penutupan perusahaan), sehingga perjalanan tidak bisa dilanjutkan 
bukan karena kesalahan siapa pun. Ketiga, mobil tersebut memang 
sudah sampai di tujuan akhirnya (pensiun) atau mengalami 
kerusakan mesin total karena sudah tua (sakit berkepanjangan). 
Setiap skenario ini mengakhiri perjalanan, tetapi penyebab dan 
konsekuensinya sangatlah berbeda.
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2.	 PHK karena nakal (pelanggaran) vs PHK karena efisiensi
Dua alasan PHK yang paling umum namun seringkali paling 

konfliktual adalah PHK karena pelanggaran yang dilakukan 
karyawan dan PHK karena alasan efisiensi. PHK karena pelanggaran 
atau “kesalahan berat” terjadi ketika karyawan melakukan tindakan 
yang merugikan perusahaan, seperti penipuan, pencurian, atau 
pelanggaran tata tertib yang bersifat mendesak setelah melalui 
proses surat peringatan.

Dalam kasus ini, beban pembuktian sepenuhnya ada pada 
perusahaan. Perusahaan harus memiliki bukti yang kuat dan telah 
mengikuti prosedur pemeriksaan yang adil seperti yang dibahas 
di Bab 7.

Konsekuensi finansialnya, karyawan yang di-PHK karena alasan 
ini umumnya hanya berhak atas Uang Penggantian Hak dan Uang 
Pisah (jika diatur) (Rynaldo & Sa’adah, 2024).

Sebaliknya, PHK karena efisiensi adalah PHK tanpa kesalahan 
(no-fault termination). Ini terjadi ketika perusahaan, karena alasan 
bisnis seperti penurunan permintaan atau reorganisasi, terpaksa 
mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menjaga kelangsungan 
usaha. Dalam kasus ini, perusahaan tidak perlu membuktikan 
kesalahan karyawan, tetapi harus bisa membuktikan kondisi efisiensi 
tersebut. Konsekuensi finansialnya jauh lebih besar; karyawan yang 
terkena dampak berhak atas kompensasi PHK yang lebih tinggi, 
yang besarannya diatur secara spesifik oleh pemerintah (Mas’adi 
& Widigdo, 2025).

3.	 Urusan PHK saat perusahaan merger atau mau tutup
Tindakan korporasi besar seperti merger (penggabungan), 

akuisisi (pengambilalihan), atau likuidasi (penutupan perusahaan) 
juga menjadi alasan sah untuk melakukan PHK. Namun, penting 
untuk dicatat bahwa tindakan-tindakan ini tidak secara otomatis 
mengakhiri hubungan kerja. Ada prosedur yang harus diikuti. Dalam 
kasus merger atau akuisisi yang tidak diikuti dengan perubahan 
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syarat kerja, karyawan umumnya akan melanjutkan hubungan 
kerjanya dengan perusahaan yang baru.

Jika terjadi PHK akibat dari tindakan korporasi ini, baik karena 
posisi yang redundan setelah merger atau karena perusahaan 
tutup total, maka ini juga termasuk kategori PHK tanpa kesalahan 
karyawan.

Karyawan yang terdampak berhak mendapatkan paket 
kompensasi PHK. Formula perhitungan kompensasinya bisa 
berbeda-beda tergantung pada alasan spesifiknya (misalnya, PHK 
karena perusahaan tutup akibat merugi berbeda haknya dengan 
tutup bukan karena merugi). Kejelasan dan komunikasi yang 
transparan kepada karyawan selama proses ini sangatlah krusial 
untuk mencegah kepanikan dan sengketa (Ayu & Kurniawan, 2024).

4.	 PHK alami: Pensiun, sakit lama, atau meninggal dunia
Kategori terakhir adalah berakhirnya hubungan kerja karena 

alasan-alasan yang bersifat alami atau di luar kendali kedua belah 
pihak. Alasan yang paling umum adalah memasuki usia pensiun 
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan atau PKB. Ketika 
seorang karyawan pensiun, mereka berhak atas uang pesangon 
dan hak-hak lain seolah-olah mereka mengalami PHK, ditambah 
dengan manfaat pensiun dari program yang diikutinya.

Alasan lain adalah sakit berkepanjangan. Jika seorang 
karyawan menderita sakit terus-menerus yang menyebabkan ia 
tidak dapat bekerja setelah melampaui 12 bulan, perusahaan dapat 
mengajukan PHK. Selama 12 bulan tersebut, perusahaan wajib 
tetap membayarkan upah karyawan dengan besaran yang diatur 
oleh undang-undang. Terakhir, hubungan kerja secara otomatis 
berakhir ketika seorang karyawan meninggal dunia. Dalam kasus ini, 
perusahaan wajib membayarkan sejumlah uang kepada ahli waris 
karyawan tersebut, yang besarannya setara dengan perhitungan 
kompensasi PHK untuk dua kali ketentuan pesangon, ditambah 
hak-hak lainnya (Putri & Gunadi, 2025).
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B.	 Cek Prosedur: Jangan Sampai Salah Langkah
Dalam proses PHK, prosedur bukanlah birokrasi, melainkan 

esensi. Pengadilan Hubungan Industrial menempatkan penekanan 
yang sangat besar pada ketaatan prosedural. Alasan PHK yang paling 
kuat sekalipun dapat menjadi tidak berarti jika perusahaan gagal 
mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh undang-
undang. Setiap langkah dalam prosedur PHK dirancang untuk 
memastikan proses berjalan secara adil, memberikan kesempatan 
bagi kedua belah pihak untuk berdialog, dan terdokumentasi 
dengan baik. Mengambil jalan pintas atau mengabaikan salah satu 
langkah adalah sebuah pertaruhan yang sangat berisiko.

Analogi/Contoh Kasus: Melaksanakan proses PHK ibarat 
seorang ahli bedah yang akan melakukan operasi. Ia mungkin 
memiliki diagnosis yang 100% akurat dan alasan yang sangat kuat 
untuk melakukan operasi. Namun, sebelum menyentuh pisau bedah, 
ia harus mengikuti protokol yang ketat: mencuci tangan secara steril, 
memastikan persetujuan dari pasien (informed consent), mengecek 
ulang rekam medis, dan memastikan timnya siap. Mengabaikan 
salah satu dari langkah prosedural ini, misalnya lupa mensterilkan 
alat, dapat menyebabkan infeksi fatal yang membuat seluruh 
operasi gagal dan berujung pada tuntutan malapraktik. Prosedur 
yang benar sama pentingnya dengan alasan yang benar.

1.	 Wajib kasih surat pemberitahuan jauh-jauh hari
Langkah formal pertama dalam proses PHK adalah penyampaian 

surat pemberitahuan PHK kepada karyawan yang bersangkutan. 
Peraturan mewajibkan pemberitahuan ini disampaikan secara 
sah dan patut paling lambat 14 hari kerja sebelum tanggal PHK. 
Untuk PHK karena alasan efisiensi atau penutupan perusahaan, 
pemberitahuan ini bisa lebih awal lagi.

Surat pemberitahuan ini bukanlah sekadar surat pemecatan. 
Fungsinya adalah untuk memberikan informasi resmi kepada 
karyawan mengenai maksud perusahaan untuk melakukan PHK, 
alasan yang mendasarinya, serta hak-hak atau kompensasi yang 
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akan diterima. Pemberian jeda waktu ini bertujuan agar karyawan 
memiliki kesempatan untuk memproses informasi tersebut, 
mempersiapkan diri, dan memberikan tanggapan secara resmi, 
yaitu menerima atau menolak PHK tersebut (Gaffar et al., 2021).

2.	 Ngobrol dulu (Bipartit) sebelum benar-benar putus 
hubungan
Jika setelah menerima surat pemberitahuan karyawan menolak 

PHK tersebut, maka perusahaan wajib menempuh jalur perundingan 
bipartit. Ini adalah tahap krusial di mana wakil perusahaan (biasanya 
manajer dan HR) duduk bersama dengan karyawan (yang dapat 
didampingi oleh perwakilan serikat pekerja) untuk mencari 
penyelesaian secara musyawarah.

Perundingan bipartit bukanlah sebuah formalitas untuk sekadar 
“menggugurkan kewajiban”. Ini adalah kesempatan terakhir bagi 
kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai tanpa 
perlu melibatkan pihak ketiga. Mungkin dalam perundingan ini 
tercapai kesepakatan mengenai paket kompensasi yang lebih baik, 
atau bahkan solusi lain yang dapat menghindari PHK. Hasil dari 
perundingan ini, baik itu sepakat maupun tidak sepakat, harus 
dituangkan dalam sebuah risalah yang ditandatangani oleh kedua 
belah pihak (Mamasharifovich, 2025).

3.	 Berapa lama waktu karyawan untuk protes?
Jika perundingan bipartit gagal mencapai kesepakatan, proses 

penyelesaian sengketa akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu 
melalui mekanisme yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan 
(mediasi, konsiliasi, atau arbitrase). Karyawan yang menolak PHK 
dan telah melalui proses bipartit yang gagal memiliki hak untuk 
mencatatkan perselisihan tersebut ke Disnaker.

Penting bagi perusahaan untuk memahami batasan waktu 
(daluwarsa) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan 
Industrial (PHI). Setelah proses mediasi di Disnaker gagal dan 
anjuran dari mediator diterbitkan, pihak yang tidak setuju (baik 
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perusahaan maupun karyawan) memiliki waktu untuk mengajukan 
gugatan ke PHI. Memahami alur dan batasan waktu ini penting 
agar perusahaan dapat mempersiapkan strategi hukumnya dengan 
baik dan tidak kehilangan haknya karena alasan prosedural (Justisi 
et al., 2024).

C.	 Hitung-hitungan Pesangon yang Tepat
Setelah alasan dan prosedur PHK dijalankan dengan benar, 

tahap terakhir yang sangat kritikal adalah perhitungan hak-hak 
finansial karyawan. Ini adalah area yang tidak memiliki ruang untuk 
kesalahan. Setiap rupiah yang menjadi hak karyawan harus dihitung 
secara akurat sesuai dengan formula yang ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Kesalahan hitung, baik 
disengaja maupun tidak, akan dianggap sebagai tidak terpenuhinya 
hak normatif dan dapat menjadi dasar gugatan tersendiri, bahkan 
jika alasan dan prosedur PHK-nya sudah benar. Kompensasi PHK 
umumnya terdiri dari tiga komponen utama: Uang Pesangon (UP), 
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian 
Hak (UPH).

Analogi/Contoh Kasus: Menghitung kompensasi PHK mirip 
dengan seorang apoteker yang meracik resep obat dari dokter. 
Resep tersebut mencantumkan tiga jenis bahan (UP, UPMK, UPH) 
dengan takaran (formula) yang sangat spesifik berdasarkan “berat 
badan pasien” (masa kerja). Apoteker tidak bisa berimprovisasi 
atau mengurangi dosis salah satu bahan hanya karena harganya 
mahal. Ia harus menakar setiap komponen dengan presisi absolut 
sesuai resep. Kesalahan dosis sekecil apa pun dapat membuat obat 
tersebut tidak efektif atau bahkan berbahaya, dan apoteker tersebut 
dapat dituntut karena kelalaian profesional.

1.	 Rumus cepat hitung pesangon berdasarkan masa kerja
Uang Pesangon (UP) adalah komponen utama yang besarannya 

ditentukan secara langsung oleh masa kerja karyawan. Formulanya 
bersifat progresif. Aturan umumnya adalah sebagai berikut:
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a.	 Masa kerja < 1 tahun = 1 bulan upah
b.	 Masa kerja 1 - < 2 tahun = 2 bulan upah
c.	 Masa kerja 2 - < 3 tahun = 3 bulan upah
d.	 dan seterusnya, hingga
e.	 Masa kerja 8 tahun atau lebih = 9 bulan upah.

Perlu dicatat, besaran pengali ini (misalnya, 1x, 0.5x, dst.) dapat 
bervariasi tergantung pada alasan PHK. Sebagai contoh, PHK 
karena efisiensi bisa mendapatkan pengali 0.5x dari formula di 
atas, sementara PHK karena perusahaan tutup akibat merugi juga 
memiliki pengali yang berbeda. HR dan payroll harus merujuk pada 
tabel yang tepat sesuai dengan alasan PHK yang mendasarinya.

2.	 Apa itu UPMK? Jangan sampai lupa dibayarkan
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) adalah komponen 

kedua yang diberikan sebagai penghargaan atas loyalitas karyawan. 
Berbeda dengan UP yang berlaku untuk semua masa kerja, UPMK 
baru mulai dihitung bagi karyawan dengan masa kerja minimal 3 
tahun. Formulanya juga progresif:
a.	 Masa kerja 3 - < 6 tahun = 2 bulan upah
b.	 Masa kerja 6 - < 9 tahun = 3 bulan upah
c.	 ... dan seterusnya, hingga
d.	 Masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah.

UPMK adalah komponen yang wajib dibayarkan di samping 
Uang Pesangon (jika karyawan berhak atas keduanya). Banyak 
perusahaan yang keliru menganggap keduanya adalah hal yang 
sama atau hanya memilih salah satu. Padahal, keduanya adalah 
dua hak terpisah yang harus dihitung dan dibayarkan (Alamsyah 
et al., 2025).

3.	 Uang ganti rugi sisa cuti dan ongkos pulang: Wajib tahu!
Uang Penggantian Hak (UPH) adalah komponen ketiga yang 

seringkali terlupakan atau salah dihitung. UPH berfungsi untuk 
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mengganti hak-hak karyawan yang masih tersisa pada saat PHK. 
Komponen utama UPH adalah:
a.	 Ganti rugi atas sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum 

gugur. Perusahaan harus memiliki catatan cuti yang akurat 
untuk menghitung ini.

b.	 Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke 
tempat di mana pekerja diterima bekerja. Ini relevan terutama 
untuk pekerja yang direkrut dari luar kota atau luar pulau.

c.	 Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ini bisa mencakup 
penggantian biaya perumahan, pengobatan, dan lain-lain jika 
diatur demikian.

UPH wajib dibayarkan untuk hampir semua jenis alasan PHK, 
termasuk untuk karyawan yang mengundurkan diri atau di-PHK 
karena pelanggaran berat. Mengabaikan komponen ini adalah 
pelanggaran hukum yang umum terjadi (Siregar, 2025).

D.	 Kesimpulan
Pemutusan Hubungan Kerja, dengan segala kompleksitasnya, 

adalah ujian terakhir bagi profesionalisme dan kepatuhan hukum 
sebuah perusahaan. Bab ini telah memetakan tiga area krusial yang 
menentukan apakah sebuah proses PHK akan berakhir dengan 
damai atau berlanjut ke ruang sidang: kejelasan alasan, ketaatan 
pada prosedur, dan akurasi dalam perhitungan hak. Mengabaikan 
salah satu dari pilar ini akan membuat seluruh proses menjadi rapuh 
dan rentan terhadap gugatan.

Pemahaman yang mendalam mengenai berbagai jenis alasan 
PHK, mulai dari pelanggaran, efisiensi, hingga kondisi alami, adalah 
fondasi untuk menerapkan alur dan perhitungan yang benar. Setiap 
skenario memiliki konsekuensi yang berbeda, dan kesalahan dalam 
diagnosis awal dapat berakibat fatal. Namun, alasan yang sah 
sekalipun menjadi tidak berarti tanpa eksekusi prosedural yang 
sempurna. Kewajiban untuk memberitahukan, berunding secara 
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bipartit, dan menghormati alur waktu penyelesaian sengketa adalah 
benteng pertahanan utama perusahaan dari tuduhan tindakan 
sewenang-wenang.

Pada akhirnya, semua bermuara pada pemenuhan hak-hak 
finansial karyawan secara tepat dan penuh. Perhitungan Uang 
Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian 
Hak bukanlah area untuk tawar-menawar, melainkan kewajiban 
matematis yang harus dijalankan dengan presisi absolut. Di era 
transparansi ini, sebuah perpisahan yang dikelola secara adil, 
manusiawi, dan profesional bukan hanya akan menghindarkan 
perusahaan dari drama hukum, tetapi juga akan menjaga reputasinya 
sebagai tempat kerja yang beretika, bahkan di saat-saat yang paling 
sulit sekalipun.
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BAB 10
NEGOSIASI DAN DAMAI SAAT ADA 

SENGKETA

Sekalipun perusahaan telah berusaha keras menerapkan 
semua praktik terbaik dalam manajemen human capital, timbulnya 
sengketa atau perselisihan terkadang tidak dapat dihindari. 
Perbedaan persepsi, kesalahpahaman, atau benturan kepentingan 
dapat memicu konflik yang, jika tidak ditangani dengan bijak, akan 
bereskalasi menjadi pertarungan hukum yang panjang, mahal, dan 
merusak. Di sinilah peran negosiasi dan upaya penyelesaian damai 
menjadi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan 
strategis.

Banyak pimpinan perusahaan terjebak dalam pola pikir 
“menang-kalah” saat menghadapi sengketa. Mereka merasa bahwa 
mengakui kesalahan atau menawarkan kompromi adalah tanda 
kelemahan. Akibatnya, mereka memilih untuk “bertarung sampai 
akhir” di pengadilan, didorong oleh ego dan keyakinan bahwa 
mereka berada di pihak yang benar. Pola pikir ini sangat berbahaya 
karena mengabaikan kenyataan pahit dari litigasi: ia menghabiskan 
sumber daya yang luar biasa, waktu, uang, dan energi, dan hasilnya 
tidak pernah bisa dijamin seratus persen.
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Pendekatan yang cerdas memandang sengketa bukan sebagai 
pertarungan untuk dimenangkan, melainkan sebagai masalah 
bisnis yang harus diselesaikan dengan cara yang paling efisien. 
Penyelesaian damai melalui negosiasi bukanlah tanda menyerah, 
melainkan sebuah keputusan bisnis yang diperhitungkan dengan 
matang, yang didasarkan pada analisis biaya-manfaat. Seringkali, 
biaya untuk mencapai kesepakatan damai, meskipun terasa besar di 
awal, jauh lebih kecil dibandingkan total biaya yang akan dikeluarkan 
jika proses berlanjut ke pengadilan.

Hukum ketenagakerjaan Indonesia sendiri secara eksplisit 
dirancang untuk mendorong penyelesaian di luar pengadilan. 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial (UU PPHI) menetapkan alur yang berjenjang, 
di mana perundingan bipartit dan mediasi menjadi gerbang wajib 
sebelum sebuah kasus dapat didaftarkan di Pengadilan Hubungan 
Industrial (PHI). Desain hukum ini mengirimkan pesan yang jelas: 
selesaikan masalah Anda secara internal jika memungkinkan.

Tantangan bagi tim HR dan Legal adalah menguasai seni 
negosiasi dalam situasi yang seringkali penuh emosi. Bagaimana 
cara merumuskan tawaran damai yang menarik tanpa terlihat 
seperti pengakuan bersalah? Bagaimana menghadapi karyawan 
yang marah dan kecewa dengan empati namun tetap tegas? Dan 
bagaimana cara menuangkan kesepakatan yang tercapai ke dalam 
sebuah dokumen hukum yang final dan mengikat, yang menutup 
semua pintu untuk tuntutan di masa depan?

Bab ini akan menjadi panduan taktis Anda dalam mengelola 
sengketa ketenagakerjaan. Kita akan membedah alur penyelesaian 
sengketa yang resmi, dari meja perundingan di kantor hingga ruang 
sidang. Kita akan berbagi trik dan strategi negosiasi yang dirancang 
khusus untuk tim HR dan Legal, dari cara menyusun paket pesangon 
damai hingga teknik de-eskalasi konflik.

Terakhir, kita akan melakukan analisis mendalam mengenai 
untung rugi melanjutkan sengketa ke pengadilan. Dengan 
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menimbang biaya finansial, risiko reputasi, dan sumber daya yang 
terkuras, Anda akan dapat membuat keputusan yang paling rasional 
bagi perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengubah sengketa dari 
sebuah krisis yang reaktif menjadi sebuah proses manajemen risiko 
yang terkendali dan strategis.

A.	 Alur Penyelesaian Masalah: Dari Kantor ke 
Pengadilan
Sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di 

Indonesia dirancang dengan alur yang berjenjang dan progresif. 
Filosofi di baliknya adalah untuk mendorong para pihak, pengusaha 
dan pekerja, menyelesaikan masalah mereka sedekat mungkin 
dengan sumbernya, dengan cara yang paling cepat dan murah. 
Pengadilan adalah pilihan terakhir (ultimum remedium), bukan 
tujuan pertama. Memahami setiap tahapan dalam alur ini sangat 
penting bagi perusahaan untuk dapat merencanakan strateginya, 
mengetahui hak dan kewajibannya di setiap jenjang, dan 
mengidentifikasi peluang terbaik untuk mencapai penyelesaian.

Alur ini dimulai dari ranah privat di dalam perusahaan (Bipartit), 
kemudian bergerak ke ranah mediasi yang difasilitasi oleh negara 
(Tripartit), dan baru jika semua upaya ini gagal, ia akan memasuki 
ranah yudisial yang formal (Pengadilan Hubungan Industrial). 
Setiap jenjang memiliki karakteristik, tujuan, dan potensi hasil yang 
berbeda.

Analogi/Contoh Kasus: Alur penyelesaian sengketa ini dapat 
diibaratkan seperti tahapan penanganan medis untuk sebuah 
keluhan kesehatan. Tahap pertama adalah konsultasi dengan dokter 
keluarga di klinik (Bipartit). Di sini, masalah bisa diselesaikan dengan 
cepat dan privat. Jika tidak berhasil, dokter keluarga

akan memberikan rujukan ke dokter spesialis di rumah sakit untuk 
pemeriksaan lebih lanjut dan mediasi (Tripartit/Mediasi). Dokter 
spesialis akan memberikan anjuran, namun tidak bisa memaksa. 
Jika anjuran tersebut tidak diterima dan penyakitnya sangat serius, 
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barulah pasien akan masuk ke ruang operasi (Pengadilan), sebuah 
prosedur yang mahal, berisiko tinggi, dan hasilnya akan ditentukan 
oleh tim bedah (majelis hakim).

1.	 Damai di kantor (Bipartit) adalah solusi terbaik
Perundingan bipartit adalah tahap pertama dan wajib dalam 

setiap perselisihan hubungan industrial. Ini adalah perundingan 
langsung antara pihak perusahaan dengan pekerja atau serikat 
pekerjanya. Tahap ini adalah “kesempatan emas” bagi perusahaan 
untuk menyelesaikan masalah dengan biaya paling minimal, waktu 
paling singkat, dan kerahasiaan yang paling terjaga. Hasil dari 
perundingan ini sepenuhnya berada dalam kendali kedua belah 
pihak, tidak ada intervensi dari luar.

Keberhasilan bipartit sangat bergantung pada itikad baik dan 
kemauan untuk berkompromi dari kedua sisi. Ini adalah momen 
di mana perusahaan dapat mendengarkan secara langsung akar 
masalah dari perspektif karyawan dan sebaliknya. Jika kesepakatan 
tercapai, hasilnya harus dituangkan dalam sebuah Perjanjian 
Bersama (PB) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. PB ini 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat layaknya undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya. Menganggap remeh tahap bipartit 
dan hanya menjadikannya formalitas adalah kesalahan strategis 
yang besar (Mamasharifovich, 2025).

2.	 Dibantu orang luar: Proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja
Jika perundingan bipartit gagal mencapai kesepakatan dalam 

waktu 30 hari, salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihan 
tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat untuk 
masuk ke tahap berikutnya, yang paling umum adalah mediasi. 
Di sini, seorang mediator dari Disnaker yang netral akan bertindak 
sebagai pihak ketiga untuk membantu para pihak mencari titik 
temu.

Penting untuk dipahami bahwa mediator bukanlah hakim. Ia 
tidak memiliki wewenang untuk memutus siapa yang benar dan 
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siapa yang salah. Perannya adalah sebagai fasilitator: membantu 
menjernihkan masalah, memfasilitasi komunikasi, dan menawarkan 
alternatif-alternatif solusi. Setelah proses mediasi, mediator akan 
mengeluarkan sebuah “Anjuran Tertulis”. Anjuran ini tidak mengikat 
secara hukum. Para pihak bebas untuk menerima atau menolaknya. 
Namun, anjuran ini seringkali menjadi cerminan tentang bagaimana 
seorang hakim mungkin akan melihat kasus tersebut, sehingga 
dapat menjadi pertimbangan penting dalam memutuskan langkah 
selanjutnya (Justisi et al., 2024).

3.	 Mengenal Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
Jika salah satu pihak menolak anjuran mediator, barulah pintu 

menuju Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terbuka. PHI adalah 
pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan 
bertugas untuk memeriksa serta memutus perselisihan hubungan 
industrial. Berbeda dengan mediasi, proses di PHI bersifat formal, 
terbuka untuk umum, dan putusannya bersifat mengikat secara 
hukum (binding).

Proses di PHI melibatkan pengajuan gugatan, jawaban, replik, 
duplik, pembuktian (surat dan saksi), dan diakhiri dengan putusan 
majelis hakim. Majelis hakim di PHI bersifat ad hoc, terdiri dari 
satu hakim karier sebagai ketua serta dua hakim anggota yang 
berasal dari unsur pengusaha dan unsur serikat pekerja. Proses ini 
bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun jika 
berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Ini adalah arena 
di mana argumen hukum dan kekuatan bukti diuji secara formal (, 
S. et al., 2024).

B.	 Trik Negosiasi buat Tim HR dan Legal
Ketika sengketa muncul, kemampuan negosiasi tim HR dan 

Legal menjadi aset yang sangat berharga. Negosiasi dalam konteks 
sengketa ketenagakerjaan bukan sekadar tawar-menawar angka, 
melainkan sebuah proses psikologis dan strategis yang kompleks. 
Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan damai yang 
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dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga menghindari 
eskalasi ke pengadilan yang tidak pasti dan mahal. Keberhasilan 
negosiasi seringkali bergantung pada persiapan yang matang, 
empati, dan pemahaman yang mendalam tentang “harga” dari 
sebuah kegagalan.

Negosiasi yang efektif membutuhkan pergeseran dari 
mentalitas adversaria (lawan) menjadi pemecah masalah (problem-
solver). Tim perusahaan harus mampu memisahkan emosi dari 
substansi masalah dan fokus pada pencarian solusi yang rasional. 
Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tidak hanya pada posisi 
karyawan (“Saya mau pesangon 2 kali ketentuan”), tetapi juga pada 
kepentingan di baliknya (“Saya butuh kepastian finansial untuk 
keluarga saya selama mencari kerja baru”).

Analogi/Contoh Kasus: Negosiasi sengketa ibarat permainan 
catur tingkat tinggi. Seorang pemain amatir hanya akan fokus untuk 
memakan bidak lawan sebanyak mungkin (memenangkan setiap 
argumen).

Seorang grandmaster (negosiator ulung) berpikir beberapa 
langkah ke depan. Terkadang, ia sengaja mengorbankan sebuah 
bidak kecil (memberikan konsesi) untuk mendapatkan posisi strategis 
yang lebih baik dan pada akhirnya memenangkan permainan 
(mencapai kesepakatan yang menguntungkan dan final). Tujuannya 
bukan untuk menghabisi semua bidak lawan, tetapi untuk mencapai 
skakmat (kesepakatan damai) dengan cara yang paling efisien.

1.	 Penyusunan paket “Pesangon Damai” agar tidak lari ke 
hukum
Kunci untuk menghentikan sengketa agar tidak berlanjut ke 

pengadilan seringkali terletak pada penyusunan paket penyelesaian 
atau “pesangon damai” yang menarik. Paket ini harus dirancang 
secara strategis. Langkah pertama adalah tim Legal harus 
menghitung “skenario terburuk”, yaitu, berapa total biaya yang 
harus dikeluarkan perusahaan jika kalah 100% di pengadilan, 
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ditambah dengan estimasi biaya pengacara dan biaya lainnya. 
Angka ini menjadi batas atas atau pagu maksimal dari negosiasi.

Paket pesangon damai yang ditawarkan harus secara signifikan 
lebih baik daripada hak normatif minimum yang akan diterima 
karyawan jika ia dianggap bersalah (misalnya, hanya UPH), 
namun harus tetap berada di bawah total biaya skenario terburuk. 
Menawarkan sedikit “pemanis” di atas hak normatif (jika PHK karena 
efisiensi) seringkali menjadi insentif yang cukup bagi karyawan 
untuk menerima kesepakatan dan menghindari ketidakpastian serta 
lamanya proses pengadilan. Tawaran ini harus disajikan sebagai 
solusi win-win, bukan sebagai pengakuan bersalah (Alabdali & 
Basahal, 2024).

2.	 Menghadapi karyawan yang emosi saat sengketa
Sesi negosiasi sengketa seringkali dipenuhi dengan emosi, 

kemarahan, kekecewaan, dan rasa tidak adil dari sisi karyawan. Jika 
tim perusahaan merespons emosi ini dengan sikap defensif atau 
argumentatif, situasi akan memburuk. Triknya adalah melakukan 
de-eskalasi. Gunakan teknik mendengarkan aktif: biarkan karyawan 
meluapkan perasaannya tanpa interupsi, tunjukkan bahasa tubuh 
yang empatik, dan validasi perasaannya tanpa harus setuju dengan 
substansi klaimnya.

Kalimat seperti, “Saya bisa memahami mengapa Anda merasa 
kecewa dengan situasi ini,” dapat mencairkan ketegangan. Setelah 
emosi mereda, arahkan kembali percakapan ke fakta-fakta objektif 
dan pencarian solusi. Peran HR di sini sangat penting sebagai 
penyeimbang dari tim Legal yang mungkin lebih kaku. Menunjukkan 
sisi manusiawi perusahaan dapat membuka jalan bagi diskusi yang 
lebih rasional dan produktif (Samuel et al., 2023).

3.	 Bikin Akta Perdamaian (PB) yang kuat dan tidak bisa 
diganggu gugat
Jika kesepakatan damai tercapai, langkah terakhir yang paling 

krusial adalah menuangkannya ke dalam sebuah dokumen yang 
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disebut Perjanjian Bersama (PB). PB ini harus disusun oleh tim 
Legal dengan sangat cermat. Dokumen ini harus secara eksplisit 
menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian ini dan 
dibayarkannya sejumlah uang yang disepakati, maka hubungan 
kerja antara kedua belah pihak telah berakhir secara baik-baik dan 
semua hak serta kewajiban dianggap telah selesai.

Yang paling penting, PB harus memuat klausul “final dan 
mengikat”, di mana kedua belah pihak setuju untuk tidak saling 
menuntut atau mengajukan gugatan apa pun di kemudian hari 
terkait hubungan kerja yang pernah ada. Untuk mendapatkan 
kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan, PB 
ini sangat disarankan untuk didaftarkan di Pengadilan Hubungan 
Industrial untuk mendapatkan acta van dading atau akta perdamaian. 
Ini akan membuat kesepakatan tersebut tidak dapat diganggu 
gugat lagi (Gaffar et al., 2021).

C.	 Menimbang Untung Rugi Lanjut ke Sidang
Keputusan untuk melanjutkan sengketa ke Pengadilan 

Hubungan Industrial (PHI) atau menyelesaikannya melalui jalur 
damai adalah salah satu keputusan manajemen risiko yang paling 
penting. Keputusan ini tidak boleh didasarkan pada emosi, ego, 
atau prinsip “siapa yang benar”. Sebaliknya, ia harus didasarkan 
pada analisis untung-rugi yang dingin, rasional, dan komprehensif. 
Ada banyak biaya tersembunyi di balik sebuah proses litigasi yang 
seringkali tidak dipertimbangkan oleh manajemen saat mereka 
memutuskan untuk “berperang”.

Analisis ini harus mempertimbangkan tidak hanya biaya finansial 
yang terlihat, tetapi juga biaya non-finansial yang tidak terlihat 
namun bisa jadi jauh lebih merusak dalam jangka panjang. Tim HR 
dan Legal memiliki tanggung jawab untuk menyajikan analisis 360 
derajat ini kepada jajaran direksi, sehingga keputusan yang diambil 
adalah keputusan bisnis yang terinformasi, bukan sekadar reaksi 
emosional terhadap sebuah tuntutan.



115HUMAN CAPITAL & HUKUM - ARIO SETRA SETIADI

Cara Cerdas Mengelola SDM Tanpa Gugatan, Denda, dan Drama Ketenagakerjaan

Analogi/Contoh Kasus: Memutuskan untuk lanjut ke sidang 
ibarat memutuskan untuk mendaki Gunung Everest. Kemenangan 
(mencapai puncak) memang terasa membanggakan. Namun, 
sebelum memulai, seorang pendaki profesional (manajemen yang 
bijak) akan menghitung biayanya secara cermat: biaya perlengkapan 
yang sangat mahal (biaya pengacara), risiko cuaca buruk yang 
tidak terduga (ketidakpastian putusan hakim), waktu pendakian 
yang sangat lama (durasi sidang), dan risiko reputasi jika gagal 
atau terjadi kecelakaan. Seringkali, setelah dihitung, menikmati 
pemandangan dari base camp yang aman (kesepakatan damai) 
adalah pilihan yang jauh lebih rasional dan bijaksana.

1.	 Hitung biaya pengacara vs nilai damai: Mana yang lebih 
murah?
Perhitungan pertama adalah analisis finansial langsung. 

Jumlahkan semua potensi biaya yang akan keluar jika kasus berlanjut 
ke pengadilan. Ini mencakup: biaya jasa pengacara (lawyer fee), yang 
seringkali tidak murah; biaya operasional persidangan (transportasi, 
akomodasi saksi); dan yang paling penting, potensi jumlah yang 
harus dibayarkan jika perusahaan kalah dalam kasus tersebut.

Bandingkan total biaya potensial ini dengan jumlah yang 
dinegosiasikan dalam paket kesepakatan damai. Dalam banyak kasus, 
terutama sengketa PHK, perusahaan akan menemukan bahwa nilai 
kesepakatan damai, meskipun terlihat besar, seringkali masih lebih 
rendah daripada total biaya risiko jika mereka kalah di pengadilan. 
Analisis sederhana ini dapat memberikan perspektif yang sangat 
jernih dan menghilangkan unsur emosi dari pengambilan keputusan 
(Bakare et al., 2024).

2.	 Awas jaga nama baik perusahaan hancur gara-gara sidang 
terbuka
Biaya yang paling sering dilupakan adalah biaya reputasi. 

Persidangan di PHI pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum. 
Ini berarti media, kompetitor, dan calon karyawan potensial dapat 
mengikuti jalannya persidangan. Jika kasus tersebut menyangkut 
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isu yang sensitif seperti diskriminasi atau pelecehan, pemberitaan 
negatif dapat menghancurkan citra perusahaan (employer brand) 
yang telah dibangun bertahun-tahun.

Kerusakan reputasi ini memiliki dampak finansial jangka panjang 
yang sulit diukur: perusahaan akan kesulitan menarik talenta-talenta 
terbaik, kepercayaan pelanggan bisa menurun, dan moral karyawan 
yang masih bekerja pun bisa ikut terganggu. Menyelesaikan 
sengketa secara damai dan rahasia dapat melindungi perusahaan 
dari risiko publisitas negatif yang tidak terkendali ini.

3.	 Menyiapkan bukti dan saksi agar tidak kalah di meja hijau
Jika setelah semua pertimbangan, perusahaan memutuskan 

bahwa posisi hukumnya sangat kuat dan memutuskan untuk 
melanjutkan ke pengadilan, maka persiapan harus dilakukan secara 
total. Kemenangan di PHI bergantung sepenuhnya pada kekuatan 
bukti dan kesaksian. Tim HR dan Legal harus bekerja sama untuk 
mengumpulkan dan mengorganisir semua dokumen yang relevan: 
kontrak kerja, Peraturan Perusahaan, bukti sosialisasi, catatan 
evaluasi kinerja (KPI), Surat Peringatan, Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP), dan korespondensi lainnya.

Saksi-saksi kunci, seperti atasan langsung atau rekan kerja, 
harus dipersiapkan dengan baik. Mereka harus memahami fakta-
fakta kasus dan dilatih untuk memberikan kesaksian yang jelas, 
konsisten, dan faktual di bawah tekanan. Pertarungan di pengadilan 
bukanlah tempat untuk improvisasi; ia adalah arena yang menuntut 
persiapan yang cermat dan eksekusi yang disiplin.

D.	 Kesimpulan
Sengketa dalam hubungan industrial adalah sebuah keniscayaan, 

namun eskalasi menjadi perang hukum di pengadilan adalah sebuah 
pilihan. Bab ini telah menggarisbawahi bahwa pendekatan yang 
paling strategis dan bijaksana dalam menghadapi sengketa adalah 
dengan mengedepankan negosiasi dan penyelesaian damai. Alur 
penyelesaian sengketa yang diatur oleh undang-undang secara 
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jelas mendorong para pihak untuk memanfaatkan forum bipartit 
dan mediasi sebagai jalur utama, menjadikan pengadilan sebagai 
benteng terakhir.

Keberhasilan dalam mencapai kesepakatan damai sangat 
bergantung pada penguasaan seni negosiasi. Tim HR dan Legal 
harus mampu bertransformasi dari sekadar penegak aturan menjadi 
pemecah masalah yang strategis. Ini melibatkan kemampuan 
untuk merumuskan paket penyelesaian yang rasional, mengelola 
emosi dengan empati, dan yang terpenting, menuangkan hasil 
kesepakatan ke dalam Perjanjian Bersama yang kuat dan final.

Keputusan untuk melanjutkan sengketa ke pengadilan tidak 
boleh diambil dengan ringan. Ia harus didasarkan pada analisis 
untung-rugi yang komprehensif, yang tidak hanya menghitung 
biaya finansial dari pengacara dan potensi kekalahan, tetapi juga 
memperhitungkan biaya reputasi yang tak ternilai harganya. Pada 
akhirnya, negosiasi dan perdamaian bukanlah tanda kelemahan, 
melainkan cerminan dari manajemen yang cerdas, manajemen yang 
memahami bahwa dalam sengketa ketenagakerjaan, kemenangan 
sejati seringkali bukanlah tentang membuktikan siapa yang benar, 
melainkan tentang menemukan solusi yang paling cepat, efisien, 
dan paling sedikit merusak bagi semua pihak.
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BAB 11
OUTSOURCING & ALIH DAYA:

TETAP AMAN DAN LEGAL

Dalam upaya mencapai efisiensi operasional dan fokus pada 
kompetensi inti, banyak perusahaan mengadopsi strategi alih daya 
atau outsourcing. Dengan menyerahkan fungsi-fungsi non-inti 
seperti kebersihan, keamanan, atau pemeliharaan teknis kepada 
perusahaan lain yang lebih terspesialisasi, perusahaan berharap 
dapat menekan biaya dan meningkatkan kualitas layanan. Dari 
luar, outsourcing terlihat seperti solusi bisnis yang cerdas: sebuah 
transaksi bisnis-ke-bisnis yang sederhana di mana perusahaan 
“membeli” sebuah layanan, bukan merekrut karyawan.

Namun, di bawah permukaan yang tampak sederhana ini, 
tersembunyi salah satu area hukum ketenagakerjaan yang paling 
kompleks dan penuh jebakan. Kesalahan persepsi yang paling fatal 
adalah anggapan bahwa dengan melakukan outsourcing, perusahaan 
telah sepenuhnya “mengalihkan” tanggung jawab dan risiko hukum 
ketenagakerjaan kepada perusahaan vendor. Kenyataannya, hukum 
memandang hubungan ini dengan kacamata yang jauh lebih tajam. 
Perusahaan pengguna jasa (user company) tidak bisa begitu saja 
“cuci tangan”.
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Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia, terutama setelah 
berbagai penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta 
Kerja, dirancang untuk memberikan perlindungan yang kuat bagi 
para pekerja alih daya. Prinsip utamanya adalah bahwa hubungan 
kerja para pekerja tersebut adalah dengan perusahaan penyedia 
jasa (vendor), BUKAN dengan perusahaan pengguna. Namun, jika 
dalam praktiknya, perusahaan pengguna memperlakukan pekerja 
alih daya seolah-olah mereka adalah karyawan langsung, memberi 
perintah harian, mengawasi, dan mengintegrasikan mereka ke 
dalam struktur organisasi, maka hukum dapat menembus selubung 
kontrak outsourcing dan menyatakan bahwa telah terjadi hubungan 
kerja langsung.

Konsekuensi dari “reklasifikasi” hubungan kerja ini bisa sangat 
merusak. Pekerja alih daya tersebut bisa demi hukum dianggap 
sebagai karyawan tetap (PKWTT) perusahaan pengguna, dengan 
hak retroaktif atas upah, tunjangan, dan pesangon. Lebih jauh 
lagi, bahkan jika hubungan outsourcing dijalankan dengan benar, 
perusahaan pengguna tetap dibayangi oleh risiko tanggung jawab 
renteng. Jika perusahaan

vendor gagal membayar upah atau iuran BPJS karyawannya, 
perusahaan pengguna dapat dituntut untuk memenuhinya.

Bab ini akan menjadi navigator Anda dalam melintasi perairan 
outsourcing yang penuh karang. Kita akan membedah secara 
mendalam risiko-risiko hukum yang melekat dalam penggunaan 
tenaga alih daya, mulai dari batasan jenis pekerjaan hingga bahaya 
reklasifikasi status kerja.

Selanjutnya, kami akan memberikan panduan praktis tentang 
bagaimana memilih vendor outsourcing yang tepat dan dapat 
dipercaya, karena memilih mitra yang salah sama saja dengan 
mengundang masalah. Terakhir, kita akan membahas pasal-pasal 
“sakti” yang harus ada dalam kontrak kerja sama dan pentingnya 
pemantauan berkelanjutan untuk memastikan Anda tidak “kena 
getahnya”. Tujuannya adalah untuk memastikan Anda dapat 
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memanfaatkan keuntungan dari strategi alih daya tanpa harus 
terjebak dalam drama hukum yang mahal.

A.	 Risiko Hukum Pakai Tenaga Alih Daya (Outsourcing)
Menggunakan tenaga alih daya adalah pedang bermata dua. 

Di satu sisi, ia menawarkan fleksibilitas dan efisiensi. Di sisi lain, ia 
membuka serangkaian risiko hukum yang unik yang tidak ada dalam 
hubungan kerja langsung. Risiko-risiko ini seringkali tidak disadari 
oleh manajemen sampai masalah meledak.

Memahami risiko ini secara mendalam adalah langkah pertama 
dan paling krusial sebelum memutuskan untuk atau dalam 
mengelola hubungan outsourcing. Risiko utamanya berkisar pada 
batasan pekerjaan, tanggung jawab renteng atas hak pekerja, dan 
kemungkinan dianggapnya pekerja alih daya sebagai karyawan 
sendiri.

Analogi/Contoh Kasus: Menggunakan jasa perusahaan 
outsourcing dapat diibaratkan seperti menyewa seorang kontraktor 
untuk membangun fondasi rumah Anda. Anda percaya bahwa 
kontraktor tersebut profesional dan akan menggunakan bahan 
yang bagus serta membayar para tukangnya dengan benar.

Namun, sebagai pemilik rumah, Anda tidak bisa lepas tangan 
sepenuhnya. Jika fondasi yang dibangun ternyata rapuh, seluruh 
rumah Anda yang akan runtuh. Dan jika kontraktor tersebut kabur 
tanpa membayar upah para tukangnya, para tukang tersebut bisa 
datang menuntut Anda sebagai pemilik proyek. Anda tidak bisa 
hanya menyalahkan kontraktor; Anda tetap memiliki tanggung 
jawab akhir atas apa yang terjadi di properti Anda.

1.	 Pekerjaan apa saja yang boleh di-outsourcing-kan sekarang?

Regulasi mengenai outsourcing telah mengalami perubahan 
signifikan. Sebelumnya, peraturan sangat ketat dan membatasi 
outsourcing hanya untuk lima jenis pekerjaan penunjang (kebersihan, 
keamanan, katering, transportasi, dan jasa penunjang pertambangan). 
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Namun, peraturan terbaru yang merupakan turunan dari UU Cipta 
Kerja (PP No. 35 Tahun 2021) telah mengubah pendekatan ini. Saat 
ini, tidak ada lagi pembatasan eksplisit mengenai jenis pekerjaan 
yang boleh atau tidak boleh dialihdayakan.

Fokusnya kini bergeser dari “jenis pekerjaan” menjadi “sifat 
hubungan”. Pada prinsipnya, perusahaan dapat mengalihdayakan 
sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lain melalui 
perjanjian alih daya, baik dalam bentuk pemborongan pekerjaan 
atau penyediaan jasa. Kuncinya adalah, hubungan antara perusahaan 
pengguna dan perusahaan vendor harus murni hubungan bisnis-
ke-bisnis. Artinya, perusahaan pengguna “membeli” hasil dari 
sebuah layanan, bukan “menyewa” orang. Meskipun aturannya lebih 
fleksibel, perusahaan tetap harus berhati-hati. Mengalihdayakan 
fungsi-fungsi yang merupakan kegiatan pokok (core business) 
dan dilakukan secara terus-menerus di bawah perintah langsung 
perusahaan pengguna tetap sangat berisiko tinggi untuk dianggap 
sebagai hubungan kerja langsung (Mas’adi & Widigdo, 2025).

2.	 Pastikan vendor bayar hak karyawan: Jangan mau kena 
getahnya!
Ini adalah risiko finansial yang paling nyata dan paling sering 

menjebak perusahaan pengguna jasa. Undang-undang secara 
eksplisit mengatur prinsip perlindungan bagi pekerja dalam sistem 
alih daya. Salah satu bentuk perlindungannya adalah mengenai 
pemenuhan hak-hak pekerja. Dalam hal perusahaan penyedia jasa 
(vendor) gagal atau lalai dalam membayar upah, upah lembur, 
atau iuran jaminan sosial (BPJS) para pekerjanya, maka perusahaan 
pengguna jasa (pemberi kerja) bertanggung jawab untuk memenuhi 
kewajiban tersebut.

Prinsip tanggung jawab renteng ini berarti perusahaan 
pengguna bisa jadi harus membayar dua kali: pertama membayar 
tagihan (invoice) kepada vendor, dan kedua membayar tunggakan 
gaji kepada pekerja jika vendornya nakal. Ini adalah “getah” yang 
sangat pahit. Oleh karena itu, memastikan bahwa vendor memiliki 
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kesehatan finansial yang baik dan reputasi yang bersih dalam 
memenuhi hak-hak karyawannya adalah sebuah keharusan, bukan 
sekadar pilihan (Putri & Gunadi, 2025).

3.	 Bahaya! Salah kelola bisa bikin orang outsourcing jadi 
karyawan kita
Risiko yang paling fatal dari kesalahan pengelolaan outsourcing 

adalah terjadinya “reklasifikasi” hubungan kerja. Meskipun di atas 
kertas ada kontrak alih daya, hakim di Pengadilan Hubungan 
Industrial akan melihat substansi dari hubungan yang terjalin di 
lapangan. Jika hubungan tersebut memiliki unsur-unsur hubungan 
kerja langsung, yaitu adanya pekerjaan, upah, dan yang terpenting, 
“perintah” (ondergeschiktheid), maka hubungan tersebut dapat 
dinyatakan sebagai hubungan kerja antara perusahaan pengguna 
dengan pekerja.

Faktor-faktor penentunya antara lain: siapa yang memberikan 
perintah dan supervisi kerja sehari-hari, siapa yang menyediakan 
peralatan kerja utama, apakah pekerja alih daya tersebut dimasukkan 
dalam struktur organisasi dan alur kerja perusahaan pengguna, 
dan apakah pekerjaan yang dilakukannya merupakan bagian 
integral dari kegiatan pokok perusahaan. Jika jawabannya adalah 
“perusahaan pengguna”, maka risiko reklasifikasi sangat tinggi. 
Konsekuensinya, pekerja tersebut demi hukum menjadi karyawan 
tetap (PKWTT) perusahaan pengguna dengan hak-hak yang berlaku 
surut (Siregar, 2025).

B.	 Tips Memilih Vendor Outsourcing yang Tepat
Mengingat besarnya risiko yang melekat pada praktik alih daya, 

memilih perusahaan penyedia jasa atau vendor yang tepat adalah 
keputusan strategis yang tidak boleh dianggap enteng. Vendor 
bukan sekadar pemasok, melainkan mitra bisnis yang kegagalannya 
dapat berdampak langsung pada operasional dan risiko hukum 
perusahaan Anda. Memilih vendor hanya berdasarkan penawaran 
harga termurah adalah sebuah kesalahan fatal. Proses seleksi 



124
Cara Cerdas Mengelola SDM Tanpa Gugatan, Denda, dan Drama Ketenagakerjaan

HUMAN CAPITAL & HUKUM - ARIO SETRA SETIADI

harus didasarkan pada uji tuntas (due diligence) yang ketat, yang 
mencakup pemeriksaan legalitas, kesehatan finansial, dan rekam 
jejak kepatuhan hukum.

Investasi waktu dan sumber daya di tahap awal untuk menyeleksi 
vendor akan terbayar lunas dalam bentuk minimalnya masalah di 
kemudian hari. Vendor yang profesional dan patuh hukum akan 
bertindak sebagai lapisan pelindung, sementara vendor yang 
bermasalah akan menjadi sumber risiko yangterus-menerus.

Analogi/Contoh Kasus: Memilih vendor outsourcing ibarat 
memilih maskapai penerbangan untuk perjalanan penting. Anda 
tentu tidak akan memilih maskapai hanya karena tiketnya paling 
murah. Anda akan memeriksa rekam jejak keselamatannya 
(kepatuhan hukum), kondisi keuangan maskapai tersebut (stabilitas 
finansial), dan ulasan dari penumpang lain (reputasi). Memilih 
maskapai yang salah dengan rekam jejak yang buruk dapat berakibat 
fatal. Demikian pula, memilih vendor outsourcing yang salah dapat 
“menjatuhkan” bisnis Anda ke dalam turbulensi hukum.

1.	 Audit surat izin dan kondisi keuangan vendor sebelum 
kontrak
Sebelum menandatangani kontrak kerja sama, lakukan audit 

legalitas dan finansial secara menyeluruh terhadap calon vendor. 
Jangan hanya percaya pada brosur atau presentasi mereka. Minta 
dan periksa salinan dokumen-dokumen legalitas kunci, seperti Akta 
Pendirian Perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha 
Perdagangan (jika relevan), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 
Pastikan perusahaan tersebut terdaftar secara sah dan memiliki izin 
yang sesuai untuk menjalankan bisnis penyediaan jasa.

Selain itu, mintalah bukti kesehatan finansial. Perusahaan 
vendor yang sehat secara finansial cenderung tidak akan mengalami 
masalah dalam membayar gaji karyawannya. Bukti ini bisa berupa 
laporan keuangan yang telah diaudit (jika memungkinkan) atau 
setidaknya bukti kepatuhan pajak dan pembayaran iuran BPJS 
Ketenagakerjaan untuk karyawan internal mereka sendiri. Vendor 
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yang menolak atau berbelit-belit dalam menyediakan dokumen-
dokumen ini harus menjadi “lampu merah” bagi Anda (Yang, 2024).

2.	 Pasal sakti dalam kontrak kerjasama biar kita tidak 
disalahkan
Kontrak kerja sama antara perusahaan Anda dan vendor adalah 

benteng pertahanan hukum Anda yang paling utama. Kontrak 
ini harus dirancang oleh tim hukum Anda untuk melindungi 
kepentingan perusahaan secara maksimal. Beberapa klausul “sakti” 
yang wajib ada antara lain:

a.	 Klausul Ganti Rugi (Indemnity Clause): Pasal ini menyatakan 
bahwa vendor setuju untuk membebaskan dan memberikan 
ganti rugi kepada perusahaan Anda dari segala tuntutan, 
gugatan, denda, atau biaya yang timbul akibat kelalaian atau 
kegagalan vendor dalam mematuhi peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan.

b.	 Klausul Kepatuhan Hukum: Pasal ini secara tegas mewajibkan 
vendor untuk mematuhi semua hukum dan peraturan 
ketenagakerjaan yang berlaku dalam mempekerjakan dan 
mengelola karyawan mereka.

c.	 Klausul Hak Audit: Pasal ini memberikan hak kepada 
perusahaan Anda untuk sewaktu-waktu melakukan audit 
terhadap dokumen-dokumen vendor yang berkaitan dengan 
pemenuhan hak-hak pekerja yang ditempatkan di lokasi Anda 
(misalnya, bukti pembayaran gaji dan BPJS).

3.	 Pantau terus apakah gaji karyawan outsourcing sudah 
dibayar
Menandatangani kontrak yang kuat barulah permulaan. 

Pengelolaan hubungan outsourcing yang aman menuntut 
pemantauan yang aktif dan berkelanjutan. Jangan menunggu 
sampai ada keluhan atau masalah; lakukan verifikasi secara proaktif. 
Salah satu mekanisme yang paling efektif adalah menjadikan bukti 
pemenuhan hak pekerja sebagai syarat pembayaran.
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Artinya, dalam kontrak diatur bahwa perusahaan Anda 
baru akan membayarkan tagihan bulanan dari vendor setelah 
vendor tersebut menyerahkan bukti-bukti bahwa mereka telah 
membayarkan gaji dan iuran BPJS bulan sebelumnya untuk para 
pekerja yang ditempatkan di lokasi Anda. Bukti ini bisa berupa 
salinan slip gaji anonim atau rekapitulasi pembayaran dan bukti 
setor BPJS. Mekanisme ini memaksa vendor untuk disiplin dan 
memberikan sistem peringatan dini bagi Anda jika vendor mulai 
mengalami kesulitan finansial. Ini adalah cara paling efektif untuk 
memastikan Anda tidak “kena getahnya” (, S. et al., 2024).

C.	 Kesimpulan
Strategi alih daya atau outsourcing, meskipun menawarkan 

banyak keuntungan dari sisi efisiensi bisnis, bukanlah jalan pintas 
untuk lari dari tanggung jawab hukum ketenagakerjaan. Bab ini 
telah menegaskan bahwa perusahaan pengguna jasa memikul risiko 
yang signifikan, mulai dari potensi reklasifikasi status hubungan 
kerja hingga tanggung jawab renteng atas kegagalan vendor dalam 
memenuhi hak-hak normatif pekerjanya. Kunci untuk memanfaatkan 
strategi ini secara aman terletak pada pergeseran paradigma: dari 
sekadar transaksi pembelian jasa menjadi pengelolaan kemitraan 
strategis yang penuh kehati-hatian.

Keamanan hukum dalam praktik alih daya dibangun di atas tiga 
pilar. Pilar pertama adalah pemahaman yang mendalam mengenai 
batasan-batasan hukum, terutama mengenai pentingnya menjaga 
hubungan yang murni bisnis-ke-bisnis dan menghindari campur 
tangan langsung dalam manajemen personalia pekerja alih daya. 
Pilar kedua adalah proses uji tuntas (due diligence) yang tanpa 
kompromi dalam memilih vendor. Memilih mitra yang memiliki 
legalitas yang jelas, kesehatan finansial yang kuat, dan rekam jejak 
kepatuhan hukum yang baik adalah investasi awal yang paling 
krusial.
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Pilar ketiga, dan yang paling menentukan dalam jangka 
panjang, adalah pengelolaan hubungan yang aktif melalui kontrak 
kerja sama yang kokoh dan pemantauan berkelanjutan. Kontrak 
yang dilengkapi dengan klausul pelindung seperti indemnitas dan 
hak audit, serta mekanisme kontrol seperti mensyaratkan bukti 
pembayaran gaji sebelum melunasi tagihan, adalah instrumen 
manajemen risiko yang paling efektif.

Dengan menerapkan ketiga pilar ini secara disiplin, perusahaan 
dapat menikmati manfaat efisiensi dari alih daya sambil tetap 
menjaga bisnisnya aman, legal, dan terhindar dari sengketa yang 
tidak perlu.
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BAB 12
DATA KARYAWAN DAN PRIVASI DI ERA 

DIGITAL

Setiap hari, di setiap perusahaan modern, lautan data digital 
tercipta. Setiap email yang dikirim, setiap login ke sistem, setiap 
pengajuan cuti online, dan bahkan setiap ketukan kartu akses 
di pintu masuk meninggalkan jejak digital. Data-data ini, ketika 
dikumpulkan dan dianalisis, menjadi aset yang sangat berharga bagi 
departemen HR. Mereka memungkinkan pengambilan keputusan 
yang lebih cerdas, analisis tren turnover yang lebih akurat, dan 
pengelolaan talenta yang lebih personal. Sistem Informasi Sumber 
Daya Manusia (Human Resource Information System - HRIS) telah 
menjadi pusat saraf organisasi, menyimpan informasi paling intim 
dan sensitif tentang modal manusia perusahaan.

Namun, di balik kekuatan besar ini, tersembunyi tanggung jawab 
yang sama besarnya. Setiap bait data karyawan, mulai dari nomor 
KTP dan alamat rumah hingga riwayat medis dan penilaian kinerja, 
adalah informasi pribadi yang dilindungi oleh hukum. Era di mana 
perusahaan bisa mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan 
data karyawan dengan bebas telah berakhir. Lahirnya Undang-
Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 
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PDP) telah secara fundamental mengubah lanskap, menempatkan 
privasi data sebagai isu kepatuhan hukum tingkat tinggi.

Pelanggaran data bukan lagi sekadar masalah teknis yang 
menjadi urusan departemen IT. Kebocoran data karyawan, entah 
karena serangan hacker, kelalaian internal, atau penyalahgunaan oleh 
pihak ketiga, kini membawa konsekuensi hukum yang sangat serius 
bagi perusahaan sebagai Pengendali Data. Sanksi administratif yang 
bisa mencapai miliaran rupiah, tuntutan ganti rugi dari karyawan 
yang datanya bocor, hingga kerusakan reputasi yang tidak dapat 
diperbaiki adalah risiko-risiko nyata yang mengintai.

Lebih jauh lagi, kemajuan teknologi menciptakan dilema etis 
dan hukum yang semakin kompleks. Praktik pemantauan aktivitas 
karyawan di dunia maya, mulai dari memonitor email kantor 
hingga penggunaan GPS pada kendaraan dinas, menimbulkan 
pertanyaan pelik tentang di mana batas antara hak perusahaan 
untuk melindungi asetnya dan hak karyawan atas privasi. Demikian 
pula, kebijakan Bring Your Own Device (BYOD), di mana karyawan 
menggunakan perangkat pribadi untuk bekerja, menciptakan zona 
abu-abu tentang sejauh mana perusahaan dapat mengakses atau 
mengontrol data di dalam perangkat tersebut.

Generasi Milenial dan Gen Z, sebagai digital natives, memiliki 
kesadaran yang tinggi akan privasi digital mereka. Mereka 
mengharapkan transparansi dari perusahaan mengenai data apa 
yang dikumpulkan, untuk tujuan apa data itu digunakan, dan 
bagaimana data itu dilindungi. Perusahaan yang gagal menunjukkan 
komitmennya terhadap privasi data tidak hanya berisiko melanggar 
hukum, tetapi juga akan kehilangan kepercayaan dari talenta-talenta 
terbaiknya.

Bab ini akan menjadi panduan esensial Anda dalam menavigasi 
dunia baru privasi data di tempat kerja. Kita akan membedah 
kewajiban-kewajiban utama yang dibebankan oleh UU PDP kepada 
perusahaan dalam mengelola data karyawan. Kita akan mengupas 
bahaya yang mengintai di balik sistem HRIS dan bagaimana cara 
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mengamankannya. Terakhir, kita akan menjelajahi area abu-abu 
pemantauan karyawan, mencoba menemukan keseimbangan yang 
tepat antara keamanan dan privasi.

Tujuannya adalah untuk membekali Anda dengan pengetahuan 
dan kerangka kerja untuk membangun sebuah ekosistem 
pengelolaan data yang tidak hanya canggih dan efisien, tetapi 
juga aman, etis, dan sepenuhnya patuh pada hukum. Di era digital, 
melindungi data karyawan sama pentingnya dengan melindungi 
aset finansial perusahaan.

A.	 Siap-siap Hadapi UU Pelindungan Data Pribadi (UU 
PDP)
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai 

sebuah era baru dalam tata kelola data di Indonesia, dan tidak 
ada departemen yang lebih terdampak secara langsung selain HR. 
UU PDP secara fundamental mengubah status data karyawan dari 
sekadar catatan administratif menjadi aset milik individu (subjek 
data) yang dititipkan kepada perusahaan (pengendali data) 
dengan serangkaian syarat yang sangat ketat. Perusahaan tidak 
lagi “memiliki” data tersebut; mereka hanyalah “peminjam” yang 
diberi mandat untuk mengelolanya secara bertanggung jawab. 
Mengabaikan atau gagal mematuhi

prinsip-prinsip dalam UU PDP bukanlah pilihan, karena sanksi 
yang diatur di dalamnya bersifat sangat memaksa dan dapat 
melumpuhkan secara finansial.

Kepatuhan terhadap UU PDP menuntut pergeseran paradigma 
total dalam cara HR menangani informasi, mulai dari proses 
rekrutmen hingga terminasi. Setiap formulir, setiap sistem, dan 
setiap kebijakan harus ditinjau ulang melalui kacamata privasi. HR 
kini mengemban tugas ganda: sebagai manajer human capital dan 
sekaligus sebagai garda terdepan penjaga hak privasi data para 
karyawannya.
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Analogi/Contoh Kasus: Mengelola data karyawan di bawah 
UU PDP ibarat menjadi manajer sebuah bank kustodian yang 
menyimpan barang-barang berharga milik nasabah. Manajer bank 
(perusahaan/HR) tidak bisa seenaknya membuka brankas nasabah 
(mengakses data karyawan), meminjamkan isinya kepada orang 
lain (membagikan data), atau menyimpannya selamanya. Setiap 
tindakan harus didasarkan pada instruksi yang jelas dari nasabah 
(persetujuan karyawan), dicatat dengan cermat, dan dilindungi 
dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Jika terjadi perampokan 
(kebocoran data), manajer bank tidak bisa hanya menyalahkan 
perampok; ia akan dituntut oleh nasabah dan regulator karena 
gagal melindungi aset yang dipercayakan kepadanya.

1.	 Data apa saja yang masuk kategori rahasia dan sensitif?
UU PDP membedakan antara dua jenis data pribadi. Pertama 

adalah data pribadi yang bersifat umum, yang mencakup informasi 
seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan 
data pribadi lain yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. 
Kedua, yang memerlukan perlindungan jauh lebih ketat, adalah data 
pribadi yang bersifat spesifik atau sensitif. Kategori ini mencakup 
data dan informasi kesehatan, data biometrik (sidik jari, pemindaian 
wajah), data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan 
pribadi, dan data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Departemen HR secara rutin mengelola kedua jenis data ini. 
Data umum seperti nama dan alamat digunakan untuk administrasi 
dasar. Namun, HR juga seringkali menyimpan data sensitif, seperti 
data rekam medis untuk klaim asuransi, data sidik jari untuk mesin 
absensi, atau informasi mengenai rekening bank untuk pembayaran 
gaji. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi, mengklasifikasikan, 
dan memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi (misalnya, 
enkripsi yang lebih kuat dan akses yang sangat terbatas) untuk data 
yang bersifat spesifik ini (Eneh et al., 2024).
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2.	 Kewajiban minta izin sebelum olah data karyawan
Prinsip utama dalam UU PDP adalah bahwa pemrosesan data 

pribadi harus memiliki dasar hukum yang sah. Dasar hukum yang 
paling fundamental adalah persetujuan (consent) yang eksplisit 
dari subjek data, yaitu karyawan. Ini berarti, untuk setiap aktivitas 
pengumpulan dan penggunaan data yang berada di luar lingkup 
pemenuhan kewajiban kontrak kerja yang esensial, perusahaan 
wajib meminta persetujuan terlebih dahulu.

Persetujuan ini tidak boleh bersifat tersirat atau tersembunyi 
dalam klausul yang panjang. Ia harus diberikan secara spesifik 
untuk tujuan tertentu, dan karyawan harus memiliki hak untuk 
menarik kembali persetujuannya kapan saja. Sebagai contoh, jika 
perusahaan ingin menggunakan foto dan profil karyawan untuk 
tujuan pemasaran di situs web, perusahaan harus meminta izin 
terpisah untuk tujuan tersebut.

Mengambil data dari CV untuk proses rekrutmen tidak secara 
otomatis memberikan izin untuk menggunakannya untuk tujuan lain. 
Proses onboarding menjadi momen krusial untuk secara transparan 
menginformasikan dan meminta persetujuan karyawan mengenai 
berbagai tujuan pemrosesan data (Ramesh, 2022).

3.	 Kapan kita harus hapus data karyawan yang sudah resign?
Prinsip pembatasan penyimpanan (storage limitation) dalam 

UU PDP melarang perusahaan untuk menyimpan data pribadi lebih 
lama dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemrosesannya. 
Artinya, menyimpan data karyawan yang sudah berhenti bekerja 
(resign) selamanya adalah sebuah pelanggaran hukum. Perusahaan 
wajib menyusun dan menerapkan kebijakan retensi data (data 
retention policy).

Kebijakan ini harus menetapkan jangka waktu penyimpanan 
untuk setiap jenis data karyawan. Jangka waktu ini harus rasional. 
Sebagai contoh, data terkait penggajian dan pajak mungkin 
perlu disimpan selama beberapa tahun sesuai dengan peraturan 
perpajakan. Data terkait evaluasi kinerja mungkin perlu disimpan 
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untuk periode yang lebih pendek untuk mengantisipasi potensi 
sengketa hukum. Setelah periode retensi berakhir, perusahaan 
memiliki kewajiban untuk memusnahkan atau menganonimkan 
data tersebut secara aman. Hak untuk dihapuskan (right to erasure) 
ini adalah salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh mantan 
karyawan (Kalluri, 2025).

B.	 Keamanan Sistem HR (HRIS) dan Bahayanya
Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (HRIS) modern 

adalah sebuah keajaiban efisiensi. Ia mengotomatiskan payroll, 
menyederhanakan manajemen cuti, dan menyediakan data analitik 
yang canggih. Namun, sentralisasi data karyawan yang begitu kaya 
dan sensitif dalam satu platform digital juga menjadikannya target 
utama bagi para pelaku kejahatan siber. Sebuah sistem HRIS yang 
tidak diamankan dengan baik adalah sebuah “harta karun” yang 
menunggu untuk dijarah. Kebocoran data dari HRIS dapat menjadi 
salah satu krisis terburuk yang bisa dialami perusahaan, dengan 
dampak kerusakan yang masif baik dari sisi hukum, finansial, 
maupun reputasi.

Keamanan HRIS bukan lagi sekadar tanggung jawab tim 
IT. Tim HR, sebagai “pemilik” dan pengguna utama data, harus 
berada di garis depan dalam memastikan sistem tersebut aman. 
Ini melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip keamanan siber 
dasar, penerapan kontrol akses yang ketat, dan kesiapan untuk 
merespons jika skenario terburuk benar-benar terjadi.

Analogi/Contoh Kasus: Sistem HRIS perusahaan dapat 
diibaratkan seperti brankas utama di sebuah kasino. Di dalamnya 
tersimpan informasi paling rahasia tentang semua “pemain penting” 
(karyawan kunci), strategi “permainan” (data kinerja), dan yang paling 
utama, semua “uang” (data gaji dan rekening bank). Brankas ini 
tidak cukup hanya dijaga oleh satu lapis pintu baja. Ia memerlukan 
kombinasi kunci yang berbeda untuk orang yang berbeda (kontrol 
akses), diawasi oleh kamera canggih 24/7 (sistem monitoring), dan 
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memiliki protokol darurat yang jelas jika ada upaya perampokan 
(rencana respons insiden).

1.	 Siapa saja yang boleh akses data gaji dan alamat karyawan?
Prinsip keamanan fundamental yang harus diterapkan dalam 

pengelolaan HRIS adalah prinsip hak akses minimum (principle 
of least privilege). Artinya, setiap pengguna sistem hanya boleh 
diberikan akses ke data dan fungsi yang benar-benar mereka 
butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka, tidak lebih. Tidak 
semua staf di departemen HR perlu melihat data gaji seluruh 
perusahaan. Mungkin hanya tim payroll dan manajer HR senior 
yang memerlukan akses tersebut.

Untuk menerapkan ini, perusahaan harus menggunakan sistem 
Role-Based Access Control (RBAC). Dengan RBAC, hak akses tidak 
diberikan kepada individu, melainkan kepada “peran” (misalnya, 
peran “Staf Rekrutmen”, “Spesialis Payroll”, “Manajer Lini”). Staf 
Rekrutmen hanya bisa melihat data pelamar, tetapi tidak bisa 
melihat data gaji karyawan yang sudah ada. Manajer Lini hanya bisa 
melihat data kinerja timnya, tetapi tidak bisa melihat data tim lain. 
Kontrol akses yang granular ini secara signifikan mengurangi risiko 
kebocoran data akibat kesalahan manusia atau penyalahgunaan 
akun internal (Pillutla, 2025).

2.	 Risiko jika data bocor ke pihak ketiga (Pinjol, dll)
Konsekuensi dari kebocoran data HRIS bisa sangat mengerikan, 

tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi karyawan secara 
pribadi. Bayangkan jika sebuah daftar berisi nama, nomor telepon, 
alamat, dan rincian gaji karyawan bocor dan jatuh ke tangan sindikat 
pinjaman online (pinjol) ilegal atau penipu phishing. Karyawan Anda 
akan menjadi target empuk dari berbagai modus penipuan dan 
pelecehan.

Dalam skenario seperti ini, perusahaan tidak bisa hanya 
menyalahkan penjahatnya. Di bawah UU PDP, perusahaan sebagai 
pengendali data dapat dituntut oleh para karyawan karena dianggap 
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lalai dalam melindungi data pribadi mereka. Tuntutan ganti rugi 
bisa datang dari ratusan karyawan secara bersamaan, menciptakan 
sebuah mimpi buruk litigasi. Reputasi perusahaan sebagai tempat 
yang aman untuk bekerja akan hancur, dan moral karyawan yang 
tersisa akan anjlok karena merasa data pribadi mereka tidak dihargai 
dan tidak dilindungi (Bakare et al., 2024).

3.	 Apa yang harus dilakukan jika database HR diserang hacker?
Menghadapi serangan siber bukan lagi pertanyaan “jika”, 

melainkan “kapan”. Oleh karena itu, memiliki Rencana Respons 
Insiden (Incident Response Plan) yang matang adalah sebuah 
keharusan. Rencana ini adalah SOP darurat yang menguraikan 
langkah-langkah yang harus diambil segera setelah sebuah 
pelanggaran data terdeteksi. Rencana ini harus mencakup beberapa 
tahapan kunci.

Pertama, tahap Identifikasi dan Penahanan (Containment): tim 
IT harus segera mengisolasi sistem yang terinfeksi untuk mencegah 
kerusakan lebih lanjut. Kedua, tahap Pemberantasan (Eradication): 
menghilangkan akar penyebab serangan, misalnya menghapus 
malware. Ketiga, tahap Pemulihan (Recovery): memulihkan sistem 
dari backup yang aman. Secara paralel, tim hukum dan HR harus 
melakukan tahap Asesmen dan Notifikasi: menilai data apa saja 
yang telah bocor dan siapa saja yang terdampak, kemudian, sesuai 
kewajiban UU PDP, melaporkan insiden tersebut kepada otoritas 
terkait dan memberitahu para karyawan yang datanya terdampak. 
Memiliki rencana yang telah dilatihkan sebelumnya akan membuat 
perusahaan dapat merespons secara cepat dan teratur, bukan panik 
dan kacau.

C.	 Intip Karyawan: Antara Keamanan vs Privasi
Di era kerja digital, batas antara kehidupan profesional dan 

pribadi menjadi semakin kabur. Penggunaan aset perusahaan 
seperti laptop dan jaringan internet untuk aktivitas pribadi, serta 
penggunaan perangkat pribadi untuk pekerjaan, menciptakan 
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sebuah area abu-abu yang kompleks. Perusahaan memiliki 
kepentingan yang sah untuk memantau penggunaan asetnya 
demi alasan keamanan, produktivitas, dan kepatuhan. Namun, 
pemantauan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak 
melewati batas dan melanggar hak privasi karyawan yang diakui 
oleh hukum.

Kunci untuk menavigasi dilema ini adalah keseimbangan, 
transparansi, dan proporsionalitas. Perusahaan harus dapat 
menjustifikasi bahwa tindakan pemantauan yang dilakukan 
benar-benar diperlukan untuk tujuan bisnis yang sah, dan bahwa 
metode yang digunakan adalah yang paling tidak invasif terhadap 
privasi karyawan. Melakukan pemantauan secara diam-diam atau 
berlebihan adalah resep untuk merusak kepercayaan dan memicu 
tuntutan hukum.

Analogi/Contoh Kasus: Mengelola pemantauan karyawan 
ibarat seorang orang tua yang memberikan mobil kepada anaknya 
yang remaja. Orang tua (perusahaan) memiliki hak untuk memastikan 
mobil (aset perusahaan) digunakan dengan aman dan bertanggung 
jawab. Memasang GPS untuk melacak lokasi mobil saat digunakan 
adalah tindakan yang wajar demi keamanan. Namun, memasang 
mikrofon tersembunyi di dalam mobil untuk menguping semua 
percakapan pribadi anaknya (karyawan) adalah pelanggaran privasi 
yang berlebihan dan tidak dapat dibenarkan, meskipun itu adalah 
mobil milik orang tua.

1.	 Aturan cek email dan internet kantor: Apa batasannya?
Pada umumnya, aset yang disediakan oleh perusahaan, seperti 

akun email dengan domain perusahaan (@namaperusahaan.com) 
dan jaringan internet kantor, dianggap sebagai milik perusahaan. 
Oleh karena itu, perusahaan memiliki hak untuk memonitor 
penggunaannya. Namun, hak ini tidak absolut.

Pemantauan harus didasarkan pada kebijakan yang jelas, 
tertulis, dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan, idealnya 
ditandatangani saat onboarding.
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Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima (Acceptable Use 
Policy) ini harus secara eksplisit menyatakan bahwa email dan aktivitas 
internet dapat dipantau untuk tujuan keamanan dan kepatuhan. 
Pemantauan tidak boleh dilakukan secara acak atau untuk “mencari-
cari kesalahan”, melainkan harus didasarkan pada kecurigaan yang 
beralasan (misalnya, dalam investigasi kebocoran data) atau audit 
rutin. Yang terpenting, perusahaan harus menghindari membuka 
email yang jelas-jelas bersifat pribadi (misalnya, dengan subjek 
“Korespondensi dengan Pengacara Pribadi”) kecuali jika ada dasar 
hukum yang sangat kuat (Tenakwah & Amankwaa, 2025).

2.	 Pasang CCTV dan GPS: Boleh, asal tahu etikanya
Penggunaan kamera pengawas (CCTV) dan pelacak GPS 

juga diperbolehkan selama memenuhi prinsip transparansi dan 
proporsionalitas. Pemasangan CCTV dapat dibenarkan di area-area 
kerja umum, seperti lobi, koridor, atau area produksi, dengan tujuan 
untuk menjaga keamanan dan mencegah tindak kejahatan. Namun, 
pemasangan CCTV di area yang memiliki ekspektasi privasi tinggi, 
seperti toilet, ruang ganti, atau ruang istirahat, adalah pelanggaran 
privasi yang serius. Perusahaan wajib memasang pemberitahuan 
yang jelas bahwa area tersebut berada di bawah pengawasan CCTV.

Demikian pula dengan GPS. Memasang pelacak GPS pada 
kendaraan dinas yang digunakan untuk pengiriman barang atau 
kunjungan penjualan adalah hal yang dapat dibenarkan untuk 
tujuan efisiensi dan keamanan. Namun, melacak lokasi karyawan di 
luar jam kerja atau memasang aplikasi pelacak pada ponsel pribadi 
mereka tanpa persetujuan yang jelas adalah tindakan yang sangat 
invasif dan berisiko tinggi secara hukum.

3.	 Aturan pakai HP pribadi untuk urusan kantor (BYOD)
Kebijakan Bring Your Own Device (BYOD), di mana karyawan 

menggunakan ponsel atau laptop pribadi untuk mengakses data 
perusahaan, menawarkan fleksibilitas tetapi menciptakan mimpi 
buruk dari sisi keamanan dan privasi. Batas antara data pribadi milik 
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karyawan dan data korporat milik perusahaan menjadi sangat tipis 
di dalam satu perangkat yang sama.

Untuk mengelola risiko ini, perusahaan wajib memiliki kebijakan 
BYOD yang sangat detail. Kebijakan ini harus mengatur standar 
keamanan minimum untuk perangkat yang diizinkan (misalnya, 
wajib menggunakan kata sandi dan anti-virus). Lebih penting lagi, 
kebijakan ini harus secara jelas mendefinisikan hak perusahaan. 
Idealnya, perusahaan menggunakan teknologi containerization atau 
sandboxing yang menciptakan sebuah “wadah” terenkripsi di dalam 
perangkat untuk semua data dan aplikasi perusahaan. Kebijakan 
harus menyatakan bahwa perusahaan hanya memiliki hak untuk 
memantau dan menghapus data di dalam “wadah” tersebut, dan 
tidak akan menyentuh data pribadi karyawan. Klausul mengenai 
hak perusahaan untuk menghapus data korporat dari jarak jauh 
(remote wipe) saat karyawan berhenti bekerja juga sangat krusial 
(Fabris et al., 2023).

D.	 Kesimpulan
Di era digital, data telah menjadi urat nadi organisasi, dan 

data karyawan adalah jenis data yang paling vital sekaligus paling 
sensitif. Bab ini menegaskan bahwa pengelolaan data karyawan dan 
privasi bukanlah lagi isu pinggiran yang bisa diserahkan sepenuhnya 
kepada departemen IT. Ia telah menjadi fungsi kepatuhan hukum 
inti yang menuntut perhatian serius dari HR, Legal, dan jajaran 
pimpinan.

Kehadiran UU PDP telah menjadi penanda zaman, mengubah 
data karyawan menjadi hak milik individu yang pengelolaannya oleh 
perusahaan dibatasi oleh aturan main yang ketat.

Kepatuhan dimulai dari pemahaman mendalam terhadap 
prinsip-prinsip UU PDP, mulai dari klasifikasi data sensitif, kewajiban 
meminta persetujuan, hingga penerapan kebijakan retensi yang 
jelas. Di sisi teknologi, keamanan sistem HRIS menjadi benteng 
pertahanan utama. Mengamankannya melalui kontrol akses yang 
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ketat dan mempersiapkan rencana respons insiden yang matang 
adalah langkah mitigasi yang tidak bisa ditawar.

Tantangan terbesar terletak pada area abu-abu pemantauan 
karyawan, di mana kepentingan keamanan perusahaan berhadapan 
langsung dengan hak privasi individu. Kunci untuk menavigasi area 
ini adalah transparansi. Kebijakan yang jelas, dikomunikasikan 
dengan baik, dan diterapkan secara proporsional adalah satu-
satunya cara untuk melakukan pemantauan secara legal dan etis. 
Pada akhirnya, perusahaan yang cerdas adalah perusahaan yang 
memandang privasi data bukan sebagai beban, melainkan sebagai 
pilar kepercayaan. Menghormati dan melindungi data pribadi 
karyawan adalah cara paling ampuh untuk membangun budaya 
kerja yang aman, modern, dan berkelanjutan di tengah derasnya 
arus informasi digital.
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BAB 13
DIGITAL HR, KECERDASAN BUATAN (AI), 

DAN TANTANGAN BARU

Revolusi digital tidak lagi hanya mengetuk pintu departemen 
HR; ia telah mendobraknya. Apa yang beberapa tahun lalu 
terdengar seperti fiksi ilmiah, robot yang menyeleksi CV, algoritma 
yang memprediksi kinerja karyawan, atau sistem yang mengelola 
administrasi secara otonom, kini telah menjadi realitas operasional 
di banyak perusahaan. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence - AI) 
dan otomasi menjanjikan sebuah utopia efisiensi: proses rekrutmen 
yang lebih cepat, analisis data SDM yang lebih mendalam, dan 
pembebasan praktisi HR dari tugas-tugas administratif yang repetitif 
agar dapat fokus pada strategi.

Namun, di balik janji-janji efisiensi ini, terbentang sebuah 
lanskap tantangan hukum dan etika yang sama sekali baru dan 
belum terpetakan. Ketika sebuah keputusan yang berdampak 
pada karier seseorang, apakah ia akan direkrut, dipromosikan, atau 
bahkan ditandai sebagai berisiko tinggi untuk resign, dibuat atau 
sangat dipengaruhi oleh sebuah mesin, pertanyaan-pertanyaan 
fundamental pun muncul. Bagaimana kita memastikan mesin 
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tersebut adil? Siapa yang bertanggung jawab jika algoritma tersebut 
ternyata melakukan diskriminasi secara sistematis?

Masalahnya, AI belajar dari data historis. Jika data rekrutmen 
sebuah perusahaan selama 20 tahun terakhir secara tidak sadar 
menunjukkan bias terhadap gender atau almamater tertentu, 
maka AI yang dilatih dengan data tersebut tidak akan menjadi 
netral. Sebaliknya, ia akan menjadi mesin super efisien yang 
melanggengkan, bahkan memperkuat, bias-bias masa lalu tersebut 
dalam skala yang masif. Inilah paradoks diskriminasi digital: ia 
terjadi tanpa niat jahat, tersembunyi di dalam baris-baris kode 
yang kompleks, namun dampaknya sangat nyata dan berpotensi 
melanggar hukum.

Di sisi lain, otomatisasi penuh dalam proses-proses HR juga 
memunculkan pertanyaan tentang akuntabilitas. Sahkah sebuah 
kontrak kerja yang ditandatangani secara digital tanpa pertemuan 
fisik? Bagaimana cara mengelola presensi dan upah lembur bagi 
karyawan yang bekerja dari mana saja (Work From Anywhere - WFA), 
di mana batas antara waktu kerja dan waktu pribadi menjadi sangat 
cair? Jika sistem payroll otomatis melakukan kesalahan perhitungan 
gaji, siapa yang harus menanggung akibatnya?

Generasi Milenial dan Gen Z, yang tumbuh dengan teknologi 
sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup mereka, memiliki 
ekspektasi ganda. Mereka terbuka terhadap penggunaan teknologi 
untuk efisiensi, namun pada saat yang sama, mereka juga sangat 
menuntut transparansi dan keadilan. Mereka ingin tahu bagaimana 
data mereka digunakan dan bagaimana keputusan-keputusan 
algoritmik yang memengaruhi mereka dibuat.

Bab ini akan membawa Anda ke garis depan revolusi HR digital. 
Kita akan menyelami dilema penggunaan AI dalam rekrutmen, dari 
risiko bias algoritmik hingga hak kandidat untuk mendapatkan 
penjelasan. Kita akan membahas bagaimana cara menghindari 
jebakan diskriminasi digital dan siapa yang harus bertanggung 
jawab ketika teknologi membuat keputusan yang merugikan.
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Terakhir, kita akan menjelajahi implikasi hukum dari otomatisasi 
dan model kerja baru, dari keabsahan tanda tangan digital hingga 
tantangan dalam mengelola tim yang tersebar secara geografis. 
Tujuannya adalah untuk membekali Anda dengan kerangka 
berpikir kritis agar dapat memanfaatkan kekuatan teknologi 
tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan 
kepatuhan hukum.

A.	 Pakai AI buat Rekrut Karyawan: Adil Tidak?
Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam proses rekrutmen 

telah menjadi salah satu aplikasi teknologi HR yang paling populer 
dan paling kontroversial. Platform-platform modern menawarkan 
kemampuan untuk menyaring ribuan CV dalam hitungan menit, 
menganalisis wawancara video untuk mendeteksi sifat kepribadian, 
dan bahkan memprediksi kecocokan kandidat dengan budaya 
perusahaan. Daya tariknya jelas: efisiensi yang luar biasa dan janji 
pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis data.

Namun, di balik janji ini, tersembunyi pertanyaan fundamental 
tentang keadilan: apakah mesin benar-benar bisa lebih adil daripada 
manusia?

Kenyataannya, AI bukanlah entitas yang sepenuhnya netral. Ia 
adalah cerminan dari data yang digunakan untuk melatihnya. Jika 
data tersebut mengandung bias historis yang tidak disadari, AI akan 
mempelajari dan mengaplikasikan bias tersebut dengan kecepatan 
dan skala yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Hal ini 
menciptakan risiko diskriminasi yang tersembunyi dan sistematis, di 
mana kelompok kandidat tertentu dapat tersingkir bahkan sebelum 
CV mereka dilihat oleh mata manusia.

Analogi/Contoh Kasus: Menggunakan AI dalam rekrutmen 
ibarat menyewa seorang asisten super cerdas yang Anda minta 
untuk mempelajari semua keputusan rekrutmen Anda selama 10 
tahun terakhir dan menirunya. Jika selama 10 tahun itu Anda tanpa 
sadar lebih sering merekrut lulusan dari 5 universitas ternama, 
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asisten AI ini akan belajar bahwa “lulusan dari 5 universitas ini adalah 
prediktor kesuksesan”.

Akibatnya, ia akan secara otomatis memprioritaskan kandidat 
dari sana dan menyingkirkan kandidat-kandidat brilian dari 
universitas lain. AI tidak memiliki niat buruk; ia hanya menjalankan 
pola yang diajarkan kepadanya dengan sangat efisien.

1.	 Memastikan mesin tidak pilih kasih (bias) saat sortir pelamar
Bias algoritmik adalah risiko terbesar dalam rekrutmen berbasis 

AI. Bias ini dapat muncul dari berbagai sumber. Salah satunya 
adalah data pelatihan yang tidak representatif, seperti contoh di 
atas. Sumber lain adalah dari proksi atau penanda yang tampaknya 
netral namun sebenarnya berkorelasi kuat dengan demografi 
tertentu. Misalnya, jika AI menemukan bahwa karyawan terbaik 
seringkali tinggal di radius 5 km dari kantor (karena mereka lebih 
jarang terlambat), ia mungkin akan mulai mendiskriminasi kandidat 
yang tinggal lebih jauh, yang bisa jadi secara tidak langsung 
mendiskriminasi kelompok sosial-ekonomi tertentu.

Untuk memitigasi risiko ini, perusahaan tidak bisa sekadar 
membeli perangkat lunak dan mempercayainya begitu saja. 
Perusahaan harus secara proaktif menantang vendor AI mengenai 
langkah-langkah apa yang mereka ambil untuk mendeteksi dan 
mengurangi bias dalam algoritma mereka. Lebih penting lagi, 
perusahaan harus melakukan audit internal secara berkala terhadap 
hasil penyaringan AI untuk memastikan bahwa distribusinya tidak 
secara sistematis merugikan kelompok yang dilindungi oleh hukum 
(misalnya, berdasarkan gender, usia, atau etnis) (Chen, 2023).

2.	 Hak karyawan tahu kenapa mereka dapat nilai rapor tertentu
Salah satu tantangan besar dari beberapa sistem AI yang 

canggih adalah sifatnya yang seperti “kotak hitam” (black box). 
Algoritma deep learning bisa jadi sangat kompleks sehingga 
bahkan para pembuatnya pun tidak dapat menjelaskan secara pasti 
mengapa satu kandidat diberi skor 9/10 sementara yang lain hanya 
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6/10. Hal ini menimbulkan masalah serius dari perspektif hukum 
dan etika, terutama terkait hak untuk mendapatkan penjelasan 
(right to explanation).

Seorang kandidat yang ditolak berdasarkan penilaian AI 
berhak untuk mempertanyakan dasar dari keputusan tersebut. 
Jika perusahaan hanya bisa menjawab “karena sistem mengatakan 
demikian”, ini menciptakan rasa ketidakadilan dan dapat menjadi 
dasar gugatan. Perusahaan harus memilih sistem AI yang dapat 
memberikan tingkat transparansi dan interpretasi yang memadai, 
yang dapat menjelaskan faktor-faktor utama yang memengaruhi 
skor seorang kandidat. Transparansi ini penting untuk membangun 
kepercayaan dalam proses rekrutmen (Fabris et al., 2023).

3.	 Manusia tetap jadi penentu akhir: Jangan serahkan semua 
ke robot
Mengingat keterbatasan dan risiko yang melekat pada AI, 

pendekatan yang paling aman dan paling etis adalah dengan 
menggunakan AI sebagai alat bantu pengambilan keputusan 
(decision-support tool), bukan sebagai pengambil keputusan akhir 
(decision-maker). AI dapat sangat berguna untuk melakukan 
penyaringan awal yang luas, mengidentifikasi kandidat yang 
paling memenuhi kualifikasi dasar, atau menangani tugas-tugas 
administratif seperti penjadwalan wawancara.

Namun, keputusan final untuk memanggil wawancara, dan 
terutama untuk memberikan tawaran kerja, harus tetap berada 
di tangan manusia. Perekrut atau manajer dapat menggunakan 
wawasan dari AI sebagai salah satu dari banyak titik data, tetapi 
mereka juga harus menerapkan penilaian kontekstual, intuisi, 
dan empati, sesuatu yang belum bisa ditiru oleh mesin. Menjaga 
“manusia dalam lingkaran” (human in the loop) adalah strategi 
mitigasi risiko yang paling fundamental dalam penggunaan AI di 
bidang HR (Kalluri, 2025).
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B.	 Menghindari Diskriminasi Digital
Risiko diskriminasi yang ditimbulkan oleh teknologi HR tidak 

berhenti pada tahap rekrutmen. Seiring dengan semakin banyaknya 
perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola seluruh siklus 
hidup karyawan, mulai dari penilaian kinerja, identifikasi potensi, 
hingga perencanaan suksesi, potensi bias digital dapat meresap ke 
dalam setiap keputusan penting terkait talenta. Diskriminasi digital 
seringkali lebih berbahaya daripada diskriminasi konvensional karena 
sifatnya yang tersembunyi, sistematis, dan dapat memengaruhi 
ribuan karyawan sekaligus tanpa disadari.

Untuk menghindari jebakan ini, perusahaan harus mengadopsi 
sikap skeptisisme yang sehat terhadap klaim-klaim para vendor 
teknologi dan secara proaktif membangun kerangka kerja tata kelola 
AI dan data. Ini melibatkan audit rutin, komitmen pada transparansi, 
dan penyediaan mekanisme perlindungan bagi karyawan yang 
merasa dirugikan oleh keputusan algoritmik. Kepatuhan hukum 
di era digital menuntut lebih dari sekadar kebijakan; ia menuntut 
pengawasan teknis.

Analogi/Contoh Kasus: Mengadopsi software HR baru tanpa 
mengauditnya ibarat membangun instalasi listrik di gedung 
baru menggunakan kabel dari pemasok yang tidak dikenal 
tanpa melakukan uji standar keamanan. Dari luar, semua kabel 
terlihat sama. Namun, jika kabel tersebut ternyata memiliki cacat 
tersembunyi, ia dapat menyebabkan korsleting dan kebakaran 
(diskriminasi sistematis) yang membakar seluruh gedung (merusak 
karier banyak orang dan reputasi perusahaan). Auditor (tim HR/
Legal) harus secara rutin menguji “kabel” tersebut untuk memastikan 
semuanya sesuai standar dan aman.

1.	 Audit software HR agar tidak rasis atau memihak gender 
tertentu
Perusahaan memegang tanggung jawab akhir atas dampak dari 

perangkat lunak yang mereka gunakan, terlepas dari siapa yang 
membuatnya. Oleh karena itu, melakukan audit bias secara berkala 
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terhadap semua software HR yang membuat atau memengaruhi 
keputusan tentang karyawan adalah suatu keharusan. Audit ini 
bertujuan untuk menganalisis hasil output dari sistem untuk melihat 
apakah ada pola-pola yang merugikan kelompok demografis 
tertentu.

Sebagai contoh, apakah algoritma penilaian kinerja secara 
konsisten memberikan skor lebih rendah kepada karyawan 
yang lebih tua? Apakah sistem perencanaan suksesi lebih sering 
merekomendasikan pria untuk posisi kepemimpinan? Analisis 
statistik ini dapat mengungkap bias yang tidak terlihat dalam operasi 
sehari-hari. Jika bias terdeteksi, perusahaan harus bekerja sama 
dengan vendor untuk memperbaiki algoritma atau menyesuaikan 
proses untuk mengkompensasi bias tersebut (Fabris et al., 2023).

2.	 Transparansi soal cara perusahaan kumpulkan profil 
psikologis
Beberapa teknologi HR yang sedang berkembang bahkan 

mengklaim dapat membuat profil psikologis atau kepribadian 
karyawan berdasarkan jejak digital mereka, seperti analisis bahasa 
dalam email atau pola interaksi di platform kolaborasi. Penggunaan 
teknologi semacam ini memasuki wilayah privasi dan etika yang 
sangat sensitif.

Jika perusahaan memutuskan untuk menggunakan alat seperti 
ini, transparansi absolut adalah kunci. Karyawan harus diberi tahu 
secara jelas dan eksplisit (dan memberikan persetujuan sesuai UU 
PDP) mengenai data apa yang dikumpulkan, bagaimana profil 
tersebut dibuat, dan untuk tujuan apa profil tersebut akan digunakan. 
Mengumpulkan dan menganalisis data psikologis karyawan secara 
diam-diam adalah pelanggaran kepercayaan yang serius dan 
membuka risiko gugatan hukum yang besar terkait privasi dan 
potensi diskriminasi berdasarkan tipe kepribadian (Chen, 2023).

3.	 Perlindungan hukum jika AI bikin keputusan yang merugikan
Ketika seorang karyawan merasa dirugikan oleh keputusan yang 

dibuat oleh AI, misalnya, ditolak untuk promosi karena skor “potensi 
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kepemimpinan” yang rendah dari sistem, siapa yang harus mereka 
gugat? Dan bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa algoritma 
tersebut tidak adil? Ini adalah area hukum yang masih berkembang, 
namun beberapa prinsip mulai terbentuk.

Perusahaan, sebagai pengguna teknologi dan pengendali data, 
kemungkinan besar akan menjadi pihak pertama yang dimintai 
pertanggungjawaban. Untuk melindungi diri, perusahaan harus 
menyediakan mekanisme banding atau peninjauan internal yang 
jelas, di mana karyawan dapat meminta agar keputusan otomatis 
tersebut ditinjau ulang oleh manusia. Memiliki jalur eskalasi ini 
menunjukkan itikad baik dan memberikan kesempatan untuk 
mengoreksi kesalahan sistem sebelum berlanjut ke pengadilan.

Dokumentasi yang cermat tentang bagaimana dan mengapa 
keputusan akhir (yang ditinjau manusia) dibuat akan menjadi bukti 
penting dalam litigasi (Tenakwah & Amankwaa, 2025).

C.	 Otomasi dan Masa Depan Kantor
Di luar AI, gelombang otomatisasi yang lebih luas terus 

mengubah cara kerja dan administrasi kantor. Proses-proses yang 
dahulu memakan waktu berjam-jam, seperti pemrosesan payroll 
atau penandatanganan dokumen, kini dapat diselesaikan dalam 
hitungan menit berkat teknologi. Transformasi digital ini membawa 
efisiensi yang luar biasa, namun juga melahirkan pertanyaan-
pertanyaan hukum baru yang perlu dijawab oleh praktisi HR dan 
Legal. Keabsahan proses digital, pengelolaan tenaga kerja yang 
terdistribusi, dan akuntabilitas sistem otomatis menjadi isu-isu 
sentral di masa depan dunia kerja.

Masa depan kantor tidak lagi terikat oleh empat dinding fisik. 
Kontrak bisa ditandatangani dari benua yang berbeda, tim bisa 
berkolaborasi dari zona waktu yang beragam, dan gaji bisa dihitung 
oleh sistem tanpa campur tangan manusia. Pergeseran ini menuntut 
pembaruan mendasar dalam kebijakan dan pemahaman hukum 
perusahaan agar tetap relevan dan patuh.
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Analogi/Contoh Kasus: Otomatisasi kantor ibarat beralih 
dari mengendarai mobil manual ke mobil otonom (self-driving 
car). Sangat efisien dan nyaman. Namun, ini juga memunculkan 
pertanyaan baru. Jika terjadi kecelakaan, siapa yang salah? Pemilik 
mobil yang seharusnya mengawasi? Atau perusahaan pembuat 
software mobil tersebut? Demikian pula, jika sistem payroll otonom 
salah hitung, siapa yang bertanggung jawab? Perusahaan yang 
menggunakannya, atau vendor software-nya? Aturan main yang 
lama tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan baru ini.

1.	 Legalitas tanda tangan digital di kontrak kerja: Sah atau 
tidak?
Pertanyaan mengenai keabsahan tanda tangan digital seringkali 

menjadi keraguan bagi perusahaan yang ingin beralih ke proses 
onboarding sepenuhnya digital. Jawabannya jelas: tanda tangan 
digital adalah sah dan mengikat secara hukum di Indonesia. Hal ini 
diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan pelaksananya.

UU ITE mengakui bahwa tanda tangan elektronik memiliki 
kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan 
manual, selama ia memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: data 
pembuatannya terhubung hanya kepada penanda tangan, dapat 
diidentifikasi, dan setiap perubahan terhadapnya dapat diketahui. 
Menggunakan platform penyedia tanda tangan digital tersertifikasi 
yang diakui di Indonesia adalah cara terbaik untuk memastikan 
semua persyaratan hukum ini terpenuhi.

Dengan demikian, kontrak kerja yang ditandatangani secara 
digital memiliki kekuatan pembuktian yang sama di pengadilan 
(Ramesh, 2022).

2.	 Aturan Kerja Dari Mana Saja (WFA): Gimana presensi dan 
lemburnya?
Model kerja yang fleksibel seperti Work From Home (WFH) 

atau Work From Anywhere (WFA) telah menjadi norma baru, namun 
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peraturan ketenagakerjaan yang ada sebagian besar masih dirancang 
untuk model kerja di kantor. Hal ini menciptakan tantangan dalam 
hal pencatatan waktu kerja dan perhitungan lembur. Bagaimana 
perusahaan bisa membuktikan jam kerja seorang karyawan yang 
bekerja dari rumah tanpa melakukan pengawasan yang invasif?

Perusahaan perlu merumuskan kebijakan WFA yang jelas. Untuk 
presensi, perusahaan dapat menggunakan sistem login/logout pada 
platform kerja atau laporan kerja harian. Untuk lembur, prinsipnya 
tetap sama: harus ada perintah tertulis (bisa melalui email atau 
aplikasi) dari atasan dan persetujuan dari karyawan. Karyawan WFA 
yang tidak termasuk dalam golongan jabatan yang dikecualikan 
tetap berhak atas upah lembur jika mereka bekerja melebihi 
jam kerja normal berdasarkan perintah atasan. Kunci utamanya 
adalah dokumentasi dan komunikasi yang jelas untuk menghindari 
perselisihan (Esan et al., 2024).

3.	 Siapa yang tanggung jawab kalau sistem otomatis salah 
hitung gaji?
Ketika perusahaan menggunakan sistem payroll yang 

sepenuhnya otomatis, siapa yang memikul tanggung jawab jika 
terjadi kesalahan, misalnya salah menghitung pajak atau upah 
lembur? Jawabannya tegas: perusahaan sebagai pemberi kerja. 
Perusahaan tidak dapat melempar tanggung jawab kepada vendor 
perangkat lunak. Hubungan perusahaan dengan vendor diatur oleh 
hukum kontrak bisnis, sementara hubungan perusahaan dengan 
karyawan diatur oleh hukum ketenagakerjaan.

Kegagalan sistem dalam memenuhi hak normatif karyawan 
adalah kegagalan perusahaan. Oleh karena itu, bahkan dengan 
sistem yang paling canggih sekalipun, penting untuk memiliki 
lapisan verifikasi dan audit oleh manusia. Tim HR atau keuangan 
harus secara berkala melakukan pengecekan acak (spot check) 
terhadap hasil perhitungan sistem untuk memastikan akurasinya. 
Memiliki mekanisme pelaporan yang mudah bagi karyawan jika 
mereka menemukan kejanggalan pada slip gaji mereka juga 
merupakan jaring pengaman yang penting.
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D.	 Kesimpulan
Lanskap HR sedang dan akan terus dibentuk ulang oleh 

gelombang kembar digitalisasi dan Kecerdasan Buatan. Bab ini telah 
menunjukkan bahwa adopsi teknologi baru ini bukanlah sekadar 
peningkatan teknis, melainkan sebuah pergeseran fundamental 
yang membawa serta serangkaian tantangan hukum dan etika yang 
mendalam. Janji efisiensi dan objektivitas dari AI harus senantiasa 
diimbangi dengan kewaspadaan yang tinggi terhadap risiko 
diskriminasi algoritmik, sifat “kotak hitam” dari beberapa sistem, 
dan kaburnya batas akuntabilitas.

Kunci untuk menavigasi masa depan ini bukanlah dengan 
menolak teknologi, melainkan dengan mengelolanya secara 
bijaksana. Ini berarti menempatkan prinsip keadilan, transparansi, 
dan pengawasan manusia sebagai inti dari setiap implementasi 
teknologi HR. AI harus diperlakukan sebagai asisten yang kuat, bukan 
sebagai hakim yang absolut. Perusahaan harus berinvestasi dalam 
audit bias, menuntut transparansi dari vendor, dan memastikan 
bahwa keputusan akhir yang memengaruhi nasib manusia tetap 
berada di tangan manusia.

Di sisi otomatisasi dan model kerja baru, tantangannya 
adalah mengadaptasi kerangka hukum yang ada ke dalam realitas 
operasional yang baru. Legalitas tanda tangan digital, aturan main 
untuk kerja jarak jauh, dan tanggung jawab atas kesalahan sistem 
otomatis menuntut perusahaan untuk proaktif dalam memperbarui 
kebijakan dan prosedurnya. Pada akhirnya, di tengah pusaran 
disrupsi digital, kompas yang paling andal bagi praktisi HR dan 
Legal tetaplah prinsip-prinsip dasar: kepatuhan pada hukum, 
penghormatan terhadap hak individu, dan komitmen untuk 
membangun tempat kerja yang adil, apa pun teknologinya.
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BAB 14
MENGELOLA RISIKO HUMAN CAPITAL

Selama ini, diskusi mengenai manajemen risiko di tingkat 
korporat seringkali didominasi oleh risiko finansial, risiko operasional, 
atau risiko pasar. Risiko yang bersumber dari manusia, human capital 
risk, seringkali diremehkan, dianggap sebagai masalah “lunak” yang 
menjadi urusan departemen HR semata. Pandangan ini adalah 
sebuah kesalahan strategis yang sangat mahal. Seperti yang telah 
diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, setiap aspek dalam siklus 
hidup karyawan, dari rekrutmen hingga terminasi, dipenuhi dengan 
potensi risiko yang dapat meledak menjadi krisis hukum, finansial, 
dan reputasi yang serius.

Mengelola risiko human capital bukan lagi sekadar fungsi 
reaktif untuk “memadamkan kebakaran” ketika sengketa muncul. 
Di dunia bisnis modern, ini adalah sebuah disiplin proaktif yang 
terintegrasi dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Ini 
adalah tentang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, 
menilai, memprioritaskan, dan memitigasi ancaman-ancaman 
yang bersumber dari dinamika ketenagakerjaan sebelum ancaman 
tersebut membesar dan menimbulkan kerusakan.
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Perusahaan yang gagal mengelola risiko ini secara sistematis 
sama saja seperti berlayar di lautan badai tanpa radar atau peta. 
Mereka mungkin akan baik-baik saja untuk sementara waktu, namun 
hanya tinggal menunggu waktu sebelum menabrak “gunung es” 
dalam bentuk gugatan PHK massal, denda karena pelanggaran upah, 
atau skandal diskriminasi yang viral. Sebaliknya, perusahaan yang 
unggul adalah perusahaan yang mampu mengubah manajemen 
risiko HR dari sekadar daftar kepatuhan menjadi sebuah keunggulan 
kompetitif.

Tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan konsep 
manajemen risiko yang seringkali abstrak ini ke dalam tindakan 
praktis di departemen HR. Bagaimana cara memetakan titik-titik 
paling rawan dalam proses SDM? Bagaimana cara mengukur potensi 
kerugian dari sebuah sengketa dalam bahasa yang dipahami oleh 
direksi? Dan yang terpenting, bagaimana cara membangun sistem 
peringatan dini (early warning system) yang dapat mendeteksi 
“asap” sebelum “api” benar-benar menyala?

Bab ini akan menjadi kerangka kerja Anda untuk membangun 
fungsi manajemen risiko human capital yang solid dan strategis. Kita 
tidak lagi akan membahas risiko secara terpisah-pisah, melainkan 
akan menyatukannya dalam sebuah pendekatan holistik. Kita akan 
belajar cara memetakan bahaya, menghitung potensi kerugian, dan 
menentukan prioritas tindakan.

Selanjutnya, kita akan membahas seni melaporkan risiko HR 
ke jajaran pimpinan dengan cara yang berdampak, mengubah 
data SDM menjadi wawasan bisnis yang mendorong pengambilan 
keputusan. Terakhir, kita akan fokus pada aspek yang paling 
proaktif: membangun sistem peringatan dini, dari membaca sinyal 
tingginya angka resign hingga menggunakan survei kepuasan untuk 
mencegah keributan besar. Tujuannya adalah untuk membekali 
Anda dengan pola pikir dan perangkat untuk menjadi arsitek 
ketahanan organisasi, bukan lagi sekadar manajer personalia.
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A.	 Memetakan Risiko Bahaya di HR
Langkah pertama dalam setiap disiplin manajemen risiko 

adalah identifikasi. Mustahil untuk mengelola risiko yang tidak Anda 
ketahui keberadaannya. Bagi departemen HR, proses ini berarti 
melakukan pemindaian sistematis terhadap seluruh proses dan 
praktik SDM untuk mengidentifikasi titik-titik lemah atau area yang 
memiliki potensi tertinggi untuk menimbulkan sengketa hukum 
atau kerugian bagi perusahaan. Proses pemetaan risiko ini harus 
dilakukan secara jujur dan kritis, tanpa asumsi bahwa “selama ini 
kami baik-baik saja”. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah 
“peta bahaya” yang komprehensif, yang menjadi dasar untuk semua 
tindakan mitigasi selanjutnya.

Pemetaan ini bukan aktivitas yang dilakukan sekali saja, 
melainkan proses yang berkelanjutan. Perubahan dalam peraturan 
perundang-undangan, pergeseran dalam strategi bisnis, atau bahkan 
perubahan dalam demografi tenaga kerja dapat menciptakan risiko-
risiko baru yang sebelumnya tidak ada.

Analogi/Contoh Kasus: Memetakan risiko HR ibarat seorang 
inspektur keselamatan yang memeriksa sebuah bangunan tua. Ia 
tidak hanya melihat cat yang mengelupas di permukaan. Ia akan 
memeriksa fondasinya (dasar hukum kontrak kerja), mengetuk-
ngetuk dinding untuk mencari kerapuhan (inkonsistensi kebijakan), 
memeriksa instalasi listrik (proses payroll dan lembur), dan 
memastikan jalur evakuasi kebakaran berfungsi dengan baik 
(prosedur penanganan sengketa). Hasilnya adalah sebuah laporan 
detail yang menunjukkan titik-titik mana yang aman, mana yang 
butuh perbaikan kecil, dan mana yang berisiko runtuh dan harus 
segera ditangani.

1.	 Cari tahu di mana titik paling rawan kena gugat
Berdasarkan pengalaman dan data sengketa hubungan 

industrial, ada beberapa area dalam praktik HR yang secara konsisten 
menjadi “sarang” gugatan. Ini adalah titik-titik panas yang harus 
mendapatkan perhatian utama dalam pemetaan risiko Anda. Area-
area tersebut antara lain:
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a.	 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Ini adalah juara bertahan 
sebagai sumber sengketa nomor satu. Risiko utamanya terletak 
pada kegagalan mengikuti prosedur formal, kesalahan dalam 
perhitungan pesangon, dan PHK yang didasarkan pada alasan 
yang lemah atau diskriminatif.

b.	 Upah dan Lembur: Kesalahan dalam perhitungan upah lembur, 
kegagalan membayar upah minimum, dan keterlambatan 
pembayaran gaji adalah pelanggaran normatif yang sangat 
mudah dibuktikan oleh karyawan dan memiliki konsekuensi 
hukum yang berat.

c.	 Rekrutmen dan Promosi: Tuduhan diskriminasi (berdasarkan 
usia, gender, suku, dll.) dalam proses seleksi atau keputusan 
promosi menjadi risiko yang semakin meningkat.

d.	 Penegakan Disiplin: Penerapan sanksi yang tidak konsisten, 
investigasi yang tidak adil, atau penerbitan Surat Peringatan 
yang cacat prosedur juga merupakan titik rawan yang sering 
digugat.

Melakukan audit internal terhadap praktik-praktik di area ini 
adalah langkah pertama untuk mengetahui seberapa besar eksposur 
risiko perusahaan Anda (Bakare et al., 2024).

2.	 Menghitung potensi rugi kalau sampai kalah di pengadilan
Untuk membuat manajemen senior peduli terhadap risiko 

HR, risiko tersebut harus dapat diukur dalam bahasa yang mereka 
pahami, yaitu bahasa uang. Menghitung potensi kerugian (potential 
loss) dari sebuah sengketa jauh lebih kompleks daripada sekadar 
menghitung nilai tuntutan pesangon dari karyawan.

Analisis biaya yang komprehensif harus mencakup:
a.	 Biaya Langsung: Ini termasuk jumlah kompensasi atau 

pesangon yang harus dibayarkan jika kalah, ditambah dengan 
biaya jasa pengacara.

b.	 Biaya Tidak Langsung: Ini adalah biaya yang seringkali 
terlewatkan, namun dampaknya bisa sangat besar. Ini 
mencakup waktu produktif manajer dan staf HR yang tersita 
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untuk mengurus kasus, biaya perjalanan dan akomodasi untuk 
persidangan, serta potensi penurunan produktivitas tim akibat 
moral yang menurun.

c.	 Biaya Reputasi: Jika kasus ini diliput oleh media, berapa 
potensi kerugian akibat citra perusahaan yang rusak? Apakah 
ini akan mempersulit upaya rekrutmen di masa depan atau 
memengaruhi persepsi pelanggan?

Dengan menyajikan sebuah angka estimasi kerugian total (Total 
Cost of Risk), HR dapat menunjukkan bahwa mencegah sengketa 
bukanlah sekadar “biaya”, melainkan sebuah “investasi” yang sangat 
menguntungkan (Alabdali & Basahal, 2024).

3.	 Mana masalah yang harus diselesaikan duluan?
Setelah semua potensi risiko teridentifikasi dan diukur, langkah 

selanjutnya adalah prioritas. Tidak semua risiko diciptakan setara, 
dan perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas untuk 
menanganinya.

Metode yang paling umum digunakan untuk memprioritaskan 
risiko adalah dengan menggunakan matriks risiko, yang memetakan 
setiap risiko berdasarkan dua sumbu: probabilitas (likelihood) 
terjadinya dan dampak (impact) jika risiko tersebut terjadi.

Risiko yang berada di kuadran “probabilitas tinggi, dampak 
tinggi” (misalnya, kesalahan sistematis dalam perhitungan lembur 
yang memengaruhi ratusan karyawan) harus menjadi prioritas utama 
untuk segera ditangani. Risiko di kuadran “probabilitas rendah, 
dampak tinggi” (misalnya, gugatan pelecehan seksual oleh eksekutif 
senior) memerlukan rencana mitigasi dan kontingensi yang kuat. 
Risiko di kuadran lain dapat ditangani dengan kontrol rutin atau 
bahkan diterima jika biayanya terlalu besar untuk dimitigasi.

Pendekatan ini memastikan bahwa upaya mitigasi difokuskan 
pada area yang paling kritis (Samuel et al., 2023).
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B.	 Lapor Risiko HR ke Direksi
Mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko human capital 

adalah pekerjaan penting, tetapi tidak akan ada artinya jika temuan 
tersebut hanya tersimpan di dalam folder departemen HR. Agar 
tindakan mitigasi yang signifikan dapat dilakukan, terutama yang 
memerlukan anggaran atau perubahan kebijakan besar, risiko-risiko 
ini harus dikomunikasikan secara efektif kepada jajaran pimpinan 
dan dewan direksi.

Tantangannya adalah menerjemahkan bahasa HR dan hukum 
yang seringkali kualitatif menjadi bahasa bisnis yang kuantitatif, 
strategis, dan berorientasi pada hasil.

Pelaporan risiko HR ke direksi bukanlah tentang menakut-nakuti 
atau mengeluh, melainkan tentang menyajikan sebuah kasus bisnis 
(business case) yang kuat untuk investasi dalam praktik SDM yang 
lebih baik. Ini adalah tentang menunjukkan bagaimana manajemen 
risiko human capital yang proaktif dapat melindungi bottom line, 
menjaga keberlangsungan usaha, dan mendukung pencapaian 
tujuan strategis perusahaan.

Analogi/Contoh Kasus: Manajer HR yang melapor ke direksi 
ibarat seorang ahli meteorologi yang memberikan presentasi 
kepada kapten kapal sebelum berlayar. Ia tidak hanya akan berkata, 
“Mungkin akan ada badai.” Ia akan menunjukkan data dari satelit, 
memaparkan model prediksi cuaca, menjelaskan potensi kekuatan 
badai dalam skala Richter, dan yang terpenting, memberikan tiga 
pilihan rute alternatif beserta analisis risiko dan untung-ruginya 
masing-masing. Presentasi yang berbasis data dan berorientasi 
pada solusi ini akan membuat kapten (direksi) dapat mengambil 
keputusan terbaik untuk keselamatan seluruh kapal (perusahaan).

1.	 Cara lapor masalah SDM biar Direksi paham dan peduli
Direksi berpikir dalam kerangka angka, grafik, dan dampak 

terhadap kinerja bisnis. Oleh karena itu, laporan risiko HR harus 
disajikan dalam format yang ringkas, visual, dan langsung ke intinya. 
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Gunakan dashboard atau “kartu skor” risiko yang menampilkan 
metrik-metrik kunci secara visual (misalnya, dengan kode warna 
merah, kuning, hijau).

Alih-alih melaporkan “ada beberapa keluhan mengenai lembur”, 
sajikan data seperti “terjadi peningkatan 25% dalam sengketa 
lembur dalam 6 bulan terakhir, dengan potensi eksposur finansial 
sebesar Rp X miliar”. Kaitkan metrik HR dengan metrik bisnis. 
Contohnya, tunjukkan korelasi antara tingginya tingkat turnover di 
tim penjualan dengan penurunan pendapatan di wilayah tersebut. 
Dengan membingkai masalah SDM sebagai masalah bisnis, Anda 
akan mendapatkan perhatian dan kepedulian dari direksi (Yang, 
2024).

2.	 Siapkan “Dana Cadangan” buat jaga-jaga kalau ada sengketa
Salah satu cara paling konkret untuk membuat manajemen 

senior sadar akan risiko hukum adalah dengan mengusulkan 
pembentukan “dana cadangan” atau legal contingency fund dalam 
anggaran tahunan perusahaan. Dana ini adalah alokasi anggaran 
yang secara spesifik disisihkan untuk menutupi biaya-biaya tak 
terduga yang timbul dari sengketa ketenagakerjaan, seperti biaya 
pengacara atau pembayaran pesangon damai.

Proses pengusulan dana ini memaksa terjadinya diskusi yang 
serius di tingkat pimpinan mengenai potensi risiko hukum yang 
dihadapi perusahaan. Besaran dana yang diusulkan harus didasarkan 
pada analisis historis jumlah sengketa dan estimasi potensi kerugian 
dari risiko-risiko yang telah dipetakan. Memiliki dana cadangan ini 
menunjukkan sebuah tingkat kedewasaan manajemen risiko, di 
mana perusahaan tidak lagi reaktif dan panik mencari dana saat 
sengketa terjadi, melainkan telah siap secara finansial (Ramesh, 
2022).

3.	 Menyamakan langkah HR dengan strategi besar perusahaan
Manajemen risiko HR akan menjadi paling strategis ketika 

ia terhubung langsung dengan tujuan besar perusahaan. Tim 
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HR harus proaktif dalam memahami arah strategis perusahaan 
dan mengidentifikasi risiko-risiko human capital yang melekat di 
dalamnya.
a.	 Jika strategi perusahaan adalah ekspansi cepat ke pasar baru, 

maka risiko HR-nya adalah kegagalan merekrut talenta lokal 
dalam jumlah besar secara cepat dan potensi pelanggaran 
hukum ketenagakerjaan di wilayah baru yang belum dipahami.

b.	 Jika strategi perusahaan adalah inovasi digital, maka risikonya 
adalah kekurangan talenta dengan keterampilan digital yang 
relevan dan resistensi terhadap perubahan dari karyawan lama.

c.	 Jika strategi perusahaan adalah efisiensi biaya, maka risiko 
utamanya adalah penurunan moral, demotivasi, dan gelombang 
gugatan PHK jika prosesnya tidak dikelola dengan baik.
Dengan menyajikan analisis risiko dalam konteks strategi ini, HR 

memposisikan dirinya bukan sebagai fungsi pendukung, melainkan 
sebagai mitra strategis yang membantu perusahaan mencapai 
tujuannya dengan aman (Esan et al., 2024).

C.	 Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)
Manajemen risiko yang paling efektif adalah yang bersifat 

preventif. Daripada menunggu masalah meledak dan kemudian 
berusaha memadamkannya, pendekatan yang jauh lebih baik 
adalah dengan membangun mekanisme yang dapat mendeteksi 
tanda-tanda atau gejala awal dari sebuah masalah. Inilah esensi dari 
Sistem Peringatan Dini (Early Warning System - EWS) dalam konteks 
human capital. EWS adalah sekumpulan indikator dan proses yang 
dirancang untuk menangkap sinyal-sinyal “keresahan” di dalam 
organisasi sebelum sinyal tersebut berubah menjadi keluhan formal, 
penurunan produktivitas yang drastis, atau sengketa hukum.

EWS bekerja dengan memantau data dan sentimen karyawan 
secara terus-menerus. Ia mengakui bahwa masalah besar jarang 
sekali muncul dalam semalam; biasanya ia didahului oleh serangkaian 
gejala kecil yang jika diabaikan akan terakumulasi. Membangun EWS 
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yang efektif mengubah HR dari peran reaktif menjadi proaktif dan 
prediktif.

Analogi/Contoh Kasus: Sistem peringatan dini di HR berfungsi 
seperti sistem detektor asap di sebuah gedung. Tugas detektor asap 
bukanlah untuk memadamkan api. Tugasnya adalah untuk berbunyi 
nyaring saat ia mendeteksi partikel asap pertama yang paling tipis 
sekalipun, memberikan waktu yang berharga bagi penghuni gedung 
untuk mengambil tindakan pencegahan atau evakuasi sebelum api 
benar-benar berkobar. Tanpa detektor ini, orang-orang baru akan 
sadar ada masalah ketika mereka sudah melihat api yang menjalar 
dan semuanya sudah terlambat.

1.	 Baca tanda-tanda: Banyak orang resign bisa jadi sinyal 
bahaya
Tingkat perputaran karyawan (employee turnover rate) adalah 

salah satu indikator peringatan dini yang paling kuat, meskipun ia 
bersifat sedikit tertinggal (lagging indicator). Tingkat turnover yang 
tinggi secara keseluruhan sudah menjadi sinyal masalah. Namun, 
analisis yang lebih dalam dapat memberikan wawasan yang lebih 
tajam.

Lakukan segmentasi data turnover. Apakah turnover lebih tinggi 
di departemen tertentu? Ini bisa menjadi indikasi adanya masalah 
kepemimpinan pada manajer di departemen tersebut. Apakah lebih 
banyak karyawan berkinerja tinggi (high performers) yang resign? Ini 
adalah sinyal bahaya yang sangat serius, yang menunjukkan bahwa 
perusahaan gagal mempertahankan talenta terbaiknya. Melakukan 
exit interview yang mendalam dan terstruktur adalah cara untuk 
memahami “mengapa” di balik angka-angka ini dan mendapatkan 
wawasan berharga untuk tindakan perbaikan (Rismayadi, 2024).

2.	 Survei kepuasan karyawan untuk cegah keributan besar
Jika data turnover adalah detektor asap, maka survei kepuasan 

atau keterlibatan karyawan (employee engagement survey) adalah 
termometer yang mengukur “suhu” organisasi secara real-time. 
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Survei yang dirancang dengan baik dan dilakukan secara anonim 
dapat menangkap isu-isu yang mungkin tidak akan pernah 
terungkap dalam percakapan formal.

Survei ini dapat mengukur berbagai dimensi, seperti kepuasan 
terhadap atasan, persepsi keadilan dalam kompensasi, keseimbangan 
kehidupan kerja, dan kepercayaan terhadap manajemen senior. 
Penurunan skor yang signifikan pada area tertentu dari satu 
periode ke periode berikutnya adalah sinyal peringatan dini yang 
jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, yang paling penting 
dari survei bukanlah pelaksanaannya, melainkan tindak lanjutnya. 
Perusahaan harus secara transparan mengomunikasikan hasil survei 
dan menunjukkan tindakan nyata yang diambil sebagai respons 
terhadap masukan karyawan untuk membangun kepercayaan 
(Berta, 2025).

3.	 Mendeteksi bibit provokasi atau penurunan semangat kerja
Tidak semua sinyal bahaya dapat ditangkap oleh data kuantitatif. 

Beberapa masalah yang paling serius dimulai dari “bisik-bisik”, 
penyebaran rumor, atau penurunan semangat kerja yang terlihat 
secara kualitatif. Di sinilah peran “intelijen manusia” dari manajer 
lini dan praktisi HR menjadi sangat penting.

Manajer lini adalah mata dan telinga perusahaan di lapangan. 
Mereka harus dilatih untuk peka terhadap perubahan dinamika 
tim, meningkatnya keluhan informal, atau munculnya klik-klik 
negatif. HR, melalui praktik “turun ke bawah” (management by 
walking around), dapat membangun hubungan kepercayaan 
dengan karyawan sehingga mereka merasa nyaman untuk berbagi 
informasi mengenai potensi masalah. Mendeteksi bibit-bibit konflik 
atau provokasi pada tahap yang sangat awal memungkinkan HR 
untuk melakukan intervensi, misalnya, melalui mediasi informal 
atau klarifikasi informasi, sebelum masalah tersebut menyebar dan 
meracuni seluruh organisasi (Varelas & Kanellopoulou, 2025).



163HUMAN CAPITAL & HUKUM - ARIO SETRA SETIADI

Cara Cerdas Mengelola SDM Tanpa Gugatan, Denda, dan Drama Ketenagakerjaan

D.	 Kesimpulan
Manajemen risiko human capital bukan lagi sebuah pilihan, 

melainkan sebuah keharusan strategis untuk keberlangsungan 
bisnis di era modern. Bab ini telah memindahkan diskusi dari 
sekadar kepatuhan hukum reaktif menjadi sebuah kerangka kerja 
manajemen proaktif. Pendekatan ini dimulai dengan kemampuan 
untuk secara sistematis memetakan lanskap risiko, mengidentifikasi 
titik-titik paling rawan gugatan, dan yang terpenting, mengukurnya 
dalam bahasa finansial yang dapat dipahami dan direspons oleh 
jajaran pimpinan.

Keberhasilan dalam mengelola risiko ini sangat bergantung 
pada kemampuan HR untuk berkomunikasi secara efektif ke 
atas. Dengan membingkai risiko SDM sebagai risiko bisnis dan 
menyelaraskannya dengan strategi besar perusahaan, HR dapat 
memperoleh dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk 
melakukan tindakan mitigasi yang berarti. Ini adalah tentang 
memposisikan HR sebagai mitra strategis yang melindungi nilai 
perusahaan, bukan sekadar pusat biaya.

Pada akhirnya, tingkat kecanggihan tertinggi dalam manajemen 
risiko human capital terletak pada pembangunan Sistem Peringatan 
Dini. Dengan secara aktif memantau indikator-indikator utama 
seperti data turnover, hasil survei kepuasan, dan sentimen kualitatif 
di lapangan, perusahaan dapat beralih dari mode “memadamkan 
kebakaran” ke mode “mencegah kebakaran”. Pendekatan holistik 
ini, dari pemetaan hingga pelaporan dan pencegahan, adalah kunci 
untuk membangun organisasi yang tidak hanya patuh hukum, 
tetapi juga tangguh, resilien, dan siap menghadapi tantangan 
ketenagakerjaan di masa depan.
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BAB 15
AUDIT HR: CEK KESEHATAN

ADMINISTRASI KETENAGAKERJAAN

Jika manajemen risiko adalah tentang mengidentifikasi dan 
merencanakan pertahanan terhadap potensi badai, maka audit 
HR adalah proses “inspeksi kapal” secara rutin untuk memastikan 
tidak ada kebocoran kecil atau kerusakan tersembunyi yang bisa 
membuat kapal tenggelam saat badai benar-benar datang.

Banyak perusahaan memandang audit HR sebagai sebuah 
kegiatan birokratis yang membosankan dan hanya dilakukan saat 
ada masalah. Pandangan ini sama kelirunya dengan seseorang yang 
baru pergi ke dokter saat sudah menderita penyakit kronis.

Audit HR yang efektif bukanlah otopsi yang dilakukan setelah 
krisis terjadi, melainkan sebuah medical check-up preventif. Ini adalah 
proses pemeriksaan yang sistematis, objektif, dan terdokumentasi 
terhadap seluruh fungsi, kebijakan, dan prosedur SDM untuk 
memastikan kepatuhan hukum, mengidentifikasi celah risiko, dan 
menemukan peluang untuk perbaikan efisiensi. Tujuannya adalah 
untuk mendiagnosis “penyakit” administratif pada tahap awal, 
sebelum ia berkembang menjadi “kanker” litigasi yang ganas.



166
Cara Cerdas Mengelola SDM Tanpa Gugatan, Denda, dan Drama Ketenagakerjaan

HUMAN CAPITAL & HUKUM - ARIO SETRA SETIADI

Di era di mana peraturan ketenagakerjaan terus berubah 
dan ekspektasi karyawan semakin tinggi, beroperasi berdasarkan 
asumsi bahwa “semuanya baik-baik saja” adalah sebuah kelalaian. 
Apakah setiap kontrak PKWT sudah sesuai dengan aturan terbaru? 
Apakah semua karyawan sudah terdaftar dalam program jaminan 
sosial? Apakah catatan absensi dan lembur kita cukup kuat untuk 
dipertahankan di pengadilan? Audit HR memberikan jawaban yang 
didasarkan pada bukti, bukan perasaan.

Lebih dari sekadar alat kepatuhan, audit juga merupakan 
instrumen strategis. Hasil audit dapat mengungkap inefisiensi dalam 
proses yang memboroskan waktu dan uang. Ia dapat menyoroti 
kebijakan yang sudah usang dan tidak lagi mendukung strategi 
bisnis. Dengan kata lain, audit memberikan data yang dibutuhkan 
oleh HR untuk membuktikan nilainya dan mengusulkan perbaikan 
yang berdampak nyata pada kinerja organisasi.

Namun, audit yang baik tidak berhenti pada penemuan masalah. 
Nilai sesungguhnya dari sebuah audit terletak pada tindakan 
perbaikan yang mengikutinya. Tanpa rencana aksi yang jelas, batas 
waktu yang tegas, dan pemantauan yang berkelanjutan, laporan 
audit yang paling komprehensif sekalipun hanyalah akan menjadi 
tumpukan kertas yang tidak berguna.

Bab ini akan memandu Anda melalui proses audit HR secara 
menyeluruh, dari “cek kesehatan” wajib yang dituntut oleh 
pemerintah hingga cara membangun daftar periksa internal Anda 
sendiri. Kita akan membahas cara memeriksa kepatuhan dasar 
seperti pelaporan data tenaga kerja, standar K3, dan kepesertaan 
BPJS.

Selanjutnya, kita akan menyajikan alat praktis berupa checklist 
mandiri untuk HR dan manajer lini, serta bagaimana melaporkan 
temuan secara efektif. Terakhir, kita akan fokus pada langkah paling 
krusial: merancang dan mengimplementasikan strategi perbaikan 
pasca-audit untuk memastikan kesalahan yang sama tidak terulang 
kembali. Ini adalah tentang membangun siklus kesehatan organisasi 
yang berkelanjutan: periksa, perbaiki, dan pantau.
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A.	 Cara Cek Kepatuhan Perusahaan
Sebelum melakukan pemeriksaan mendalam terhadap proses 

internal, langkah pertama dalam setiap audit HR adalah memastikan 
bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban-kewajiban kepatuhan 
eksternal yang paling fundamental. Ini adalah “kewajiban dasar” 
yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat

non-negosiabel. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan ini 
tidak hanya akan menghasilkan temuan audit internal, tetapi juga 
dapat secara langsung memicu sanksi, denda, atau bahkan tuntutan 
pidana dari otoritas pemerintah. Memastikan “rumah” kepatuhan 
dasar ini beres adalah fondasi sebelum membangun struktur audit 
yang lebih kompleks.

Pengecekan ini berfokus pada pelaporan dan pendaftaran 
yang diwajibkan oleh undang-undang. Ini adalah bukti pertama 
dan paling kasat mata bagi pemerintah bahwa perusahaan Anda 
beroperasi dengan itikad baik dan patuh pada aturan main yang 
berlaku. Mengabaikan hal ini sama saja dengan mengibarkan 
bendera merah yang mengundang inspeksi mendadak dari 
pengawas ketenagakerjaan.

Analogi/Contoh Kasus: Memeriksa kepatuhan dasar ini ibarat 
seorang pengemudi yang akan melakukan perjalanan jauh. Sebelum 
ia memeriksa kondisi mesin atau tekanan ban, hal pertama yang 
harus ia pastikan adalah bahwa SIM dan STNK-nya masih berlaku 
dan tidak mati pajak. Tanpa

dokumen-dokumen wajib ini, sebagus apa pun kondisi 
mobilnya, ia sudah melanggar hukum sejak detik pertama keluar 
dari garasi dan bisa ditilang kapan saja di tengah jalan. Demikian 
pula, perusahaan yang abai terhadap WLK, K3, dan BPJS sudah 
“melanggar hukum” bahkan sebelum ada satu pun sengketa dengan 
karyawannya.

1.	 Sudah lapor data tenaga kerja (WLK) ke pemerintah belum?
Salah satu kewajiban administratif paling dasar bagi setiap 

perusahaan di Indonesia adalah Wajib Lapor Ketenagakerjaan di 
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Perusahaan (WLKP). Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1981, setiap 
perusahaan yang baru didirikan atau pindah wajib melaporkan 
keberadaannya secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan 
setempat selambat-lambatnya 30 hari sebelum memulai kegiatan. 
Lebih lanjut, perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan 
kembali setiap tahunnya mengenai kondisi ketenagakerjaan di 
perusahaannya, yang mencakup data seperti jumlah pekerja, rincian 
jabatan, tingkat upah, dan status jaminan sosial.

Di era digital, pelaporan ini kini dilakukan secara online melalui 
portal resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Bukti pelaporan WLKP 
ini seringkali menjadi dokumen pertama yang ditanyakan oleh 
pengawas ketenagakerjaan saat melakukan inspeksi. Kegagalan 
dalam memenuhi kewajiban ini diancam dengan sanksi pidana 
kurungan dan/atau denda. Memastikan laporan WLKP selalu 
up-to-date adalah langkah kepatuhan paling fundamental yang 
menunjukkan bahwa perusahaan Anda terdaftar dan beroperasi 
secara resmi di mata hukum ketenagakerjaan (Ramesh, 2022).

2.	 Cek standar keselamatan (K3) di kantor dan pabrik
Kewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan 

sehat (Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- K3) tidak hanya berlaku untuk pabrik, konstruksi, atau industri 
berisiko tinggi lainnya. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 
Kerja berlaku untuk hampir setiap tempat kerja di mana terdapat 
tenaga kerja, termasuk gedung perkantoran. Perusahaan wajib 
menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3), terutama bagi 
perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih atau 
memiliki tingkat potensi bahaya tinggi.

Audit K3 harus memeriksa beberapa aspek kunci. Di pabrik, ini 
mencakup ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), kondisi mesin 
yang layak, dan prosedur kerja yang aman. Di kantor, ini bisa 
sesederhana memastikan jalur evakuasi tidak terhalang, ketersediaan 
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang tidak kedaluwarsa, dan 
kondisi ergonomis dari stasiun kerja karyawan. Perusahaan juga 
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diwajibkan memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (P2K3) dan Ahli K3. Kepatuhan terhadap K3 bukan hanya untuk 
menghindari sanksi, tetapi juga merupakan kewajiban moral untuk 
melindungi aset terpenting perusahaan: manusianya (Bakare et al., 
2024).

3.	 Pastikan semua sudah terdaftar BPJS Kesehatan & 
Ketenagakerjaan
Jaminan sosial adalah hak normatif setiap pekerja yang tidak bisa 

ditawar. Setiap perusahaan di Indonesia wajib mendaftarkan seluruh 
pekerjanya, tanpa kecuali, baik itu karyawan tetap, kontrak, bahkan 
tenaga kerja asing, ke dalam dua program jaminan sosial nasional: 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan 
sendiri mencakup beberapa program, seperti Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan 
Jaminan Pensiun (JP).

Audit di area ini harus memverifikasi dua hal: kepesertaan dan 
pembayaran iuran. Pertama, cocokkan daftar karyawan aktif dengan 
data kepesertaan BPJS untuk memastikan tidak ada satu pun yang 
terlewat. Kedua, periksa bukti setor iuran setiap bulannya untuk 
memastikan perusahaan membayar tepat waktu dan dengan besaran 
yang benar (sesuai dengan upah yang dilaporkan). Kegagalan dalam 
mendaftarkan atau membayar iuran BPJS dapat berujung pada 
sanksi administratif berat, mulai dari teguran tertulis, denda, hingga 
tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (misalnya, kesulitan 
mengurus perizinan) (Putri & Gunadi, 2025).

B.	 Daftar Periksa (Checklist) Mandiri buat HR
Setelah memastikan kepatuhan eksternal yang fundamental, 

audit bergerak ke dalam untuk memeriksa “kesehatan” administrasi 
dan proses HR sehari-hari. Cara yang paling efektif dan terstruktur 
untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan daftar periksa 
atau checklist. Checklist audit mandiri berfungsi sebagai panduan 
yang memastikan tidak ada area penting yang terlewat dan 
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memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan secara konsisten 
dari waktu ke waktu. Checklist ini harus mencakup seluruh siklus 
hidup karyawan, dari rekrutmen hingga terminasi.

Tujuan dari audit mandiri ini adalah untuk menangkap potensi 
masalah pada sumbernya. Ini adalah tentang menumbuhkan 
budaya disiplin dan kepatuhan di dalam tim HR itu sendiri dan 
memberdayakan manajer lini untuk menjadi mitra dalam menjaga 
aturan. Audit mandiri mengubah kepatuhan dari sebuah acara 
tahunan menjadi sebuah kebiasaan harian.

Analogi/Contoh Kasus: Checklist audit mandiri bagi HR ibarat 
checklist pra-penerbangan yang digunakan oleh seorang pilot. 
Sebelum lepas landas, pilot tidak hanya mengandalkan ingatan. 
Ia akan secara sistematis memeriksa setiap item dalam daftar: 
kondisi sayap, bahan bakar, sistem navigasi, dan lain-lain. Checklist 
ini memastikan bahwa setiap komponen kritis telah diperiksa dan 
berfungsi dengan baik, sehingga mengurangi risiko kegagalan di 
udara. Demikian pula, checklist HR memastikan setiap “komponen” 
administrasi ketenagakerjaan berada dalam kondisi “layak terbang” 
sebelum menghadapi “turbulensi” sengketa.

1.	 List harian buat cek berkas kontrak dan absen
Disiplin administrasi dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan 

setiap hari atau setiap minggu. Tim HR dapat membuat checklist 
operasional sederhana untuk memastikan fondasi data karyawan 
selalu akurat dan up-to-date. Daftar periksa ini bisa mencakup:
a.	 Pemeriksaan Kontrak PKWT: Apakah ada kontrak PKWT yang 

akan segera berakhir dalam 30 hari ke depan? Apakah perlu 
diperpanjang atau diselesaikan? Apakah pencatatannya ke 
Disnaker sudah dilakukan?

b.	 Kelengkapan Berkas Karyawan Baru (201 file): Untuk setiap 
karyawan baru, apakah semua dokumen wajib sudah terkumpul 
(KTP, NPWP, ijazah, kontrak kerja yang ditandatangani)?
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c.	 Validasi Data Absensi: Sebelum payroll diproses, apakah data 
absensi sudah divalidasi oleh manajer terkait? Apakah ada 
anomali (misalnya, lupa absen) yang perlu diklarifikasi?

d.	 Pemeriksaan SPL: Apakah semua klaim lembur didukung oleh 
Surat Perintah Lembur (SPL) yang sah dan telah disetujui?

Membangun rutinitas pemeriksaan ini akan mencegah masalah-
masalah kecil terakumulasi menjadi masalah administratif yang 
besar dan sulit dilacak (Pillutla, 2025).

2.	 Alat bantu buat manajer divisi biar ikut jaga aturan
Kepatuhan hukum di lapangan seringkali berada di tangan 

para manajer lini. Merekalah yang menyetujui lembur, menegur 
karyawan, dan menilai kinerja. Jika mereka tidak memahami aturan 
mainnya, kebijakan HR yang paling baik sekalipun akan gagal dalam 
implementasinya. Oleh karena itu, HR harus memberdayakan para 
manajer dengan alat bantu yang sederhana dan praktis.

Buatlah one-page checklist atau panduan ringkas untuk proses-
proses kunci yang mereka tangani. Misalnya, sebuah “Checklist 
Sebelum Menerbitkan SP” yang berisi pertanyaan-pertanyaan kunci: 
“Apakah Anda sudah melakukan pemeriksaan?”, “Apakah BAP 
sudah dibuat?”, “Apakah HR sudah dikonsultasikan?”. Atau sebuah 
“Checklist Persetujuan Lembur”: “Apakah pekerjaan ini benar-benar 
mendesak?”, “Apakah SPL sudah diisi dengan benar?”. Alat-alat ini 
membantu manajer untuk berhenti sejenak dan berpikir secara 
prosedural, mengurangi kemungkinan mereka membuat kesalahan 
karena terburu-buru (Vanchieri et al., 2022).

3.	 Cara lapor temuan audit ke bagian hukum
Ketika audit mandiri menemukan adanya penyimpangan atau 

area berisiko tinggi, temuan tersebut tidak boleh hanya berhenti di 
catatan HR. Temuan yang memiliki implikasi hukum harus segera 
dikomunikasikan kepada departemen Legal untuk mendapatkan 
penilaian risiko yang lebih mendalam dan nasihat hukum. Proses 
pelaporan ini harus formal dan terdokumentasi.
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Buatlah sebuah Laporan Temuan Audit yang ringkas namun 
jelas. Laporan tersebut harus menguraikan: Fakta/Temuan (apa 
masalahnya secara objektif), Risiko (apa potensi konsekuensi hukum 
atau finansialnya), Akar Masalah (mengapa penyimpangan ini bisa 
terjadi), dan Rekomendasi Awal (usulan langkah perbaikan dari HR). 
Mendokumentasikan komunikasi ini menciptakan jejak audit (audit 
trail) dan memastikan bahwa kedua departemen (HR dan Legal) 
bekerja sama secara sinergis dalam mengelola risiko perusahaan.

C.	 Perbaikan Setelah Audit
Sebuah audit, sekomprehensif apa pun, menjadi sia-sia jika 

tidak diikuti dengan tindakan perbaikan yang nyata. Fase pasca-
audit adalah momen di mana hasil diagnosis diubah menjadi resep 
pengobatan. Ini adalah tahap yang paling menantang karena 
seringkali melibatkan perubahan proses, kebiasaan, dan terkadang, 
bahkan budaya. Namun, inilah tahap yang paling menentukan nilai 
dari keseluruhan proses audit. Tanpa komitmen yang kuat untuk 
melakukan perbaikan, audit hanya akan menjadi ritual seremonial 
yang tidak menghasilkan perubahan apa pun.

Strategi perbaikan harus dirancang dengan cermat agar 
efektif dan tidak menimbulkan gangguan yang tidak perlu pada 
operasional perusahaan. Ini membutuhkan perencanaan yang 
matang, penetapan prioritas, alokasi tanggung jawab yang jelas, 
dan mekanisme pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan 
perbaikan tersebut benar-benar tertanam dan berkelanjutan.

Analogi/Contoh Kasus: Fase perbaikan setelah audit 
ibarat program rehabilitasi yang harus dijalani pasien setelah 
mendapatkan hasil medical check-up yang buruk. Dokter (auditor) 
mungkin menemukan kadar kolesterol tinggi dan tekanan darah di 
atas normal. Laporan (hasil audit) saja tidak akan menyembuhkan 
pasien. Pasien (perusahaan) harus secara aktif menjalankan “resep” 
yang diberikan: mengubah pola makan (memperbaiki proses), 
berolahraga secara teratur (menerapkan kontrol baru), dan minum 
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obat sesuai jadwal (rencana aksi). Ia juga harus kembali untuk kontrol 
berkala (pemantauan) untuk memastikan kondisinya benar-benar 
membaik.

1.	 Strategi perbaikan administrasi tanpa bikin heboh 
operasional
Mengumumkan semua temuan audit dan mencoba 

memperbaiki semuanya sekaligus seringkali akan menimbulkan 
kepanikan, resistensi, dan gangguan operasional. Pendekatan yang 
lebih baik adalah dengan menggunakan pendekatan bertahap 
(phased approach) dan berbasis prioritas. Kelompokkan temuan-
temuan audit berdasarkan matriks risiko (dampak dan probabilitas) 
yang telah dibuat sebelumnya.

Fokuskan upaya perbaikan gelombang pertama pada isu-
isu yang berisiko paling tinggi (misalnya, kesalahan fatal dalam 
perhitungan upah atau ketiadaan kontrak kerja). Komunikasikan 
perubahan secara jelas kepada pihak-pihak yang terdampak, 
jelaskan “mengapa” di balik perubahan tersebut (untuk melindungi 
perusahaan dan karyawan), dan berikan pelatihan jika diperlukan. 
Untuk temuan yang berisiko lebih rendah, perbaikannya dapat 
dijadwalkan pada gelombang berikutnya. Pendekatan ini membuat 
proses perubahan lebih mudah dikelola dan diterima (Yang, 2024).

2.	 Kasih batas waktu perbaikan
Setiap tindakan perbaikan harus dituangkan dalam sebuah 

Rencana Aksi Perbaikan (Corrective Action Plan - CAP) yang formal. 
CAP yang efektif haruslah SMART: Specific (tindakan yang jelas), 
Measurable (ada indikator keberhasilan), Achievable (realistis untuk 
dilakukan), Relevant (mengatasi akar masalah), dan yang terpenting, 
Time-bound (memiliki batas waktu yang jelas).

Untuk setiap item dalam CAP, harus ada penanggung jawab 
(Person in Charge - PIC) yang ditunjuk. Menetapkan PIC dan deadline 
mengubah niat baik menjadi komitmen yang dapat dilacak. Tanpa 
dua elemen ini, rencana perbaikan seringkali akan terus tertunda 
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dan akhirnya dilupakan. Tim manajemen harus secara rutin meninjau 
kemajuan dari CAP ini untuk memastikan semuanya berjalan sesuai 
jadwal.

3.	 Pantau terus biar kesalahan yang sama tidak terulang lagi
Perbaikan sejati bukanlah perbaikan yang dilakukan sekali saja, 

melainkan perubahan yang menjadi bagian dari cara kerja baru. 
Untuk memastikan hal ini, mekanisme pemantauan dan kontrol 
harus dibangun. Setelah sebuah proses diperbaiki, masukkan item 
pemeriksaan terkait proses tersebut ke dalam checklist audit mandiri 
rutin Anda.

Misalnya, jika temuan audit adalah banyaknya SPL yang tidak 
lengkap, maka setelah proses diperbaiki, “pemeriksaan kelengkapan 
SPL” harus menjadi item dalam checklist mingguan tim HR. Selain itu, 
menjadwalkan audit ulang (follow-up audit) beberapa bulan setelah 
implementasi perbaikan adalah cara yang baik untuk memverifikasi 
apakah perubahan tersebut benar-benar efektif dan berkelanjutan. 
Siklus audit-perbaikan-pantau ini adalah kunci untuk menciptakan 
budaya kepatuhan dan perbaikan yang berkelanjutan (continuous 
improvement).

D.	 Kesimpulan
Audit HR bukanlah sebuah beban administratif, melainkan 

sebuah instrumen manajemen yang vital untuk menjaga kesehatan 
dan ketahanan organisasi. Bab ini telah memosisikan audit sebagai 
sebuah “pemeriksaan kesehatan” proaktif yang memungkinkan 
perusahaan untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit kepatuhan 
sebelum menjadi kronis dan fatal. Proses ini mengubah HR dari 
sekadar manajer personalia menjadi dokter dan penjaga kesehatan 
organisasi.

Pemeriksaan ini dimulai dengan memastikan kepatuhan 
eksternal yang paling dasar, dari pelaporan WLKP hingga 
pendaftaran BPJS, yang merupakan fondasi dari legalitas operasional 
perusahaan. Namun, audit yang sesungguhnya bergerak lebih 
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dalam, menggunakan daftar periksa mandiri yang sistematis 
untuk memeriksa setiap nadi proses administrasi internal. Dengan 
memberdayakan manajer lini sebagai mitra dan membangun alur 
komunikasi yang jelas dengan tim Legal, audit mandiri menjadi alat 
deteksi dini yang kuat.

Namun, nilai terbesar dari sebuah audit terwujud dalam 
fase pasca-audit. Sebuah diagnosis, betapapun akuratnya, tidak 
ada artinya tanpa pengobatan yang efektif. Melalui penyusunan 
rencana aksi perbaikan yang terstruktur, penetapan batas waktu 
yang tegas, dan pemantauan yang berkelanjutan, perusahaan 
dapat memastikan bahwa temuan audit benar-benar diterjemahkan 
menjadi perubahan yang permanen. Pada akhirnya, audit HR yang 
dijalankan dengan baik akan menanamkan budaya disiplin dan 
kepatuhan, melindungi perusahaan dari risiko hukum yang tidak 
perlu, dan membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan 
yang berkelanjutan.
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BAB 16
BELAJAR DARI KASUS NYATA

Teori, peraturan, dan model-model manajemen sumber daya 
manusia adalah fondasi pengetahuan yang esensial. Namun, 
pemahaman sejati mengenai risiko dan konsekuensi dalam dunia 
ketenagakerjaan seringkali datang dari pelajaran yang paling pahit: 
kesalahan orang lain. Di arena hubungan industrial, ruang sidang 
adalah laboratorium yang kejam di mana teori-teori diuji, prosedur 
dibedah, dan niat baik tanpa bukti yang kokoh akan hancur lebur. 
Kasus-kasus sengketa yang terjadi di dunia nyata adalah studi kasus 
paling berharga yang bisa dipelajari oleh setiap praktisi HR, manajer, 
dan pemimpin bisnis.

Perusahaan-perusahaan besar, dengan tim hukum dan HR yang 
mumpuni, tidak luput dari kesalahan fatal yang berujung pada 
kerugian finansial masif dan kerusakan reputasi yang tak ternilai. 
Hal ini membuktikan bahwa risiko hukum ketenagakerjaan tidak 
memandang ukuran perusahaan. Sebuah kelalaian administratif 
yang tampak sepele, sebuah keputusan emosional dari seorang 
manajer, atau sebuah kebijakan yang ambigu dapat menjadi benih 
dari sebuah gugatan hukum yang menguras sumber daya.
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Mempelajari kasus-kasus ini bukan tentang mencari sensasi 
atau menunjuk siapa yang salah. Tujuannya adalah untuk melakukan 
“rekayasa terbalik” (reverse engineering) atas sebuah kegagalan. 
Dengan membedah sebuah kasus, kita dapat melacak kembali ke 
akarnya: di titik mana kesalahan prosedur terjadi? Bukti apa yang 
tidak dimiliki oleh perusahaan? Komunikasi mana yang menjadi 
bumerang?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih membekas 
daripada membaca ratusan halaman undang-undang.

Kisah-kisah nyata ini, meskipun disajikan secara anonim untuk 
menjaga kerahasiaan, adalah cerminan dari tantangan sehari-hari 
yang dihadapi di tempat kerja. Mereka adalah pengingat yang kuat 
bahwa di balik setiap pasal hukum, ada dinamika manusia, emosi, 
dan persepsi keadilan yang bermain.

Mengabaikan elemen manusiawi inilah yang seringkali menjadi 
pemicu utama eskalasi konflik dari sekadar keluhan internal menjadi 
pertarungan terbuka di pengadilan.

Bab ini didedikasikan sebagai sebuah “ruang simulasi”. Kita akan 
masuk ke dalam beberapa skenario sengketa yang paling umum dan 
paling merusak, yang diambil dari kompilasi kasus-kasus nyata. Kita 
akan membedah kasus salah pecat yang berbiaya miliaran, konflik 
lembur yang berakar dari aturan yang tidak jelas, hingga perebutan 
pengaruh antar serikat pekerja yang melumpuhkan operasional.

Setelah membedah kasus-kasus tersebut, kita akan menarik 
benang merah untuk menjawab pertanyaan paling fundamental: 
mengapa perusahaan bisa kalah di pengadilan? Kita akan melihat 
bagaimana administrasi yang berantakan, komunikasi yang ceroboh, 
dan arogansi dalam mengabaikan nasihat hukum menjadi tiga dosa 
utama yang seringkali tidak terampuni.

Terakhir, bab ini akan merangkum semua pelajaran tersebut 
ke dalam serangkaian tips praktis yang dapat langsung diterapkan. 
Ini adalah tentang membangun kewaspadaan dan intuisi, sehingga 
Anda tidak hanya “tahu” aturannya, tetapi juga “merasakan” di 
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mana potensi masalah bersembunyi. Mari kita belajar dari kesalahan 
orang lain, karena itu adalah cara belajar yang paling cerdas dan 
paling murah.

A.	 Bedah Kasus-kasus Populer (Tanpa Sebut Nama)
Teori hukum dan manajemen menjadi hidup ketika dihadapkan 

pada realitas kasus yang kompleks. Dengan membedah skenario-
skenario nyata (yang telah dianonimkan), kita dapat melihat 
bagaimana prinsip-prinsip yang telah dibahas dalam buku ini 
bermain di dunia nyata. Kasus-kasus ini berfungsi sebagai cermin, 
merefleksikan kesalahan umum yang sering dilakukan perusahaan 
dan memberikan pelajaran yang tak ternilai harganya. Setiap kasus 
adalah sebuah cerita tentang bagaimana kelalaian kecil dapat 
terakumulasi menjadi bencana hukum yang besar.

Analogi/Contoh Kasus: Membedah kasus-kasus hukum 
ini ibarat tim investigasi kecelakaan pesawat yang memeriksa 
kotak hitam. Kotak hitam merekam semua percakapan dan data 
teknis menjelang kecelakaan. Dengan menganalisis rekaman ini, 
para investigator dapat merekonstruksi rantai peristiwa: mulai 
dari kerusakan mekanis kecil, kesalahan interpretasi pilot, hingga 
kegagalan komunikasi dengan menara pengawas. Tujuannya bukan 
untuk menyalahkan, melainkan untuk memahami akar masalah agar 
protokol keselamatan baru dapat dibuat dan kecelakaan serupa 
tidak terulang di masa depan.

1.	 Kasus salah pecat yang bikin perusahaan rugi miliaran
Sebuah perusahaan teknologi melakukan PHK terhadap 

seorang manajer penjualan senior dengan masa kerja lebih dari 
10 tahun. Alasan yang disampaikan secara lisan adalah “kinerja yang 
tidak memenuhi ekspektasi”. PHK ini dilakukan satu bulan sebelum 
jadwal pembagian bonus tahunan yang nilainya sangat signifikan. 
Karyawan tersebut menggugat ke pengadilan dengan dalih PHK 
tidak sah dan menuntut pembayaran pesangon, ganti rugi, serta 
bonus yang menjadi haknya.
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Di pengadilan, perusahaan gagal total dalam pembuktian. 
Mereka tidak dapat menunjukkan satu pun dokumen evaluasi kinerja 
(KPI) yang objektif yang menunjukkan penurunan performa. Tidak 
ada catatan Surat Peringatan (SP) atau sesi konseling yang pernah 
diberikan. Sebaliknya, pengacara karyawan berhasil menunjukkan 
email-email pujian dari direksi di tahun-tahun sebelumnya dan 
data historis yang menunjukkan manajer tersebut selalu mencapai 
target. Hakim menyimpulkan bahwa alasan “kinerja buruk” hanyalah 
dalih yang dibuat-buat untuk menghindari pembayaran bonus. 
Perusahaan divonis untuk membayar pesangon penuh, ganti rugi, 
bonus yang dituntut, ditambah upah selama proses hukum berjalan, 
dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah (Alamsyah et al., 
2025).

2.	 Ribut lembur dan gaji gara-gara aturan tidak jelas
Sebuah perusahaan rintisan (startup) di bidang media kreatif 

memiliki budaya kerja “fleksibel” dan “penuh semangat”. Karyawan 
seringkali bekerja hingga larut malam dan di akhir pekan untuk 
mengejar tenggat waktu, namun tidak pernah ada pencatatan 
lembur yang formal karena dianggap sebagai bagian dari 
“komitmen”. Perusahaan tidak memiliki Peraturan Perusahaan yang 
jelas mengenai jam kerja dan prosedur lembur.

Ketika beberapa karyawan kunci mengundurkan diri, mereka 
secara kolektif mengajukan tuntutan pembayaran upah lembur 
yang terakumulasi selama dua tahun terakhir. Perusahaan berdalih 
tidak pernah ada perintah lembur. Namun, para mantan karyawan 
tersebut menggunakan bukti digital, seperti riwayat login ke 
sistem, waktu pengiriman email, dan percakapan di grup kerja 
yang menunjukkan instruksi dari atasan di luar jam kerja, sebagai 
bukti. Karena perusahaan tidak memiliki Surat Perintah Lembur (SPL) 
atau catatan absensi yang akurat untuk membantah klaim tersebut, 
pengadilan mengabulkan sebagian besar tuntutan. Perusahaan 
dipaksa membayar tunggakan lembur dalam jumlah besar yang 
tidak pernah dianggarkan (Harmen et al., 2025).
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3.	 Rebutan pengaruh antar serikat pekerja di satu perusahaan
Sebuah perusahaan manufaktur besar memiliki dua serikat 

pekerja yang saling bersaing untuk mendapatkan anggota 
dan pengaruh. Manajemen perusahaan, dengan tujuan untuk 
melemahkan posisi tawar para pekerja, secara diam-diam hanya 
berunding dengan salah satu serikat yang dianggap lebih 
“kooperatif” dan memberikan fasilitas lebih kepada anggotanya. 
Serikat pekerja yang lain, merasa diabaikan dan didiskriminasi, 
mengajukan pengaduan ke Disnaker dan menuduh perusahaan 
melakukan praktik union busting.

Situasi ini memicu ketegangan di lantai produksi. Terjadi friksi 
antara anggota kedua serikat, yang berujung pada penurunan 
produktivitas dan beberapa insiden sabotase kecil. Proses 
perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi macet total. 
Perusahaan akhirnya dinyatakan bersalah melakukan diskriminasi 
terhadap serikat pekerja dan diwajibkan untuk bersikap netral dan 
merundingkan PKB dengan melibatkan kedua serikat secara adil. 
Kerugian akibat konflik internal dan citra perusahaan yang buruk 
jauh melampaui “keuntungan” yang diharapkan dari strategi “pecah 
belah” tersebut (Gaffar et al., 2021).

B.	 Kenapa Perusahaan Bisa Kalah?
Kekalahan di Pengadilan Hubungan Industrial jarang sekali 

disebabkan oleh satu faktor tunggal. Biasanya, itu adalah hasil 
dari serangkaian kesalahan, kelalaian, dan keputusan buruk yang 
terakumulasi. Memahami pola-pola umum yang menyebabkan 
perusahaan berada di posisi yang lemah adalah kunci untuk 
membangun strategi pertahanan yang kuat. Dari analisis berbagai 
kasus, ada tiga “dosa” utama yang secara konsisten menjadi 
penyebab kekalahan: administrasi yang berantakan sehingga bukti 
menjadi lemah, komunikasi yang ceroboh sehingga menciptakan 
bukti yang merugikan, dan arogansi dalam mengabaikan nasihat 
hukum yang kompeten.
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Analogi/Contoh Kasus: Bayangkan sebuah tim sepak bola 
yang kalah dalam pertandingan penting. Kekalahan itu bisa 
ditelusuri ke tiga penyebab utama. Pertama, pertahanan yang lemah 
(administrasi berantakan), di mana bek membiarkan lawan dengan 
mudah masuk ke area penalti dan menciptakan peluang. Kedua, 
kesalahan kiper (salah ngomong), di mana satu blunder fatal dari 
orang terakhir di pertahanan langsung berbuah gol. Ketiga, tidak 
mendengarkan pelatih (abaikan saran hukum), di mana para pemain 
mengabaikan strategi yang telah disusun dan bermain seenaknya 
sendiri, yang membuat formasi tim menjadi kacau.

1.	 Gara-gara administrasi berantakan, bukti jadi lemah
Pengadilan adalah arena pembuktian. Hakim tidak memutuskan 

berdasarkan asumsi atau keyakinan, melainkan berdasarkan bukti-
bukti yang disajikan di persidangan. Dalam sengketa ketenagakerjaan, 
beban pembuktian seringkali diletakkan di pundak perusahaan. Jika 
perusahaan menuduh seorang karyawan melakukan pelanggaran, 
perusahaanlah yang harus membuktikannya. Jika perusahaan 
menyatakan PHK karena kinerja buruk, perusahaanlah yang harus 
menunjukkannya dengan data.

Administrasi HR yang berantakan adalah bunuh diri di 
pengadilan. Ketiadaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang proper, 
Surat Peringatan yang tidak pernah ditandatangani, catatan evaluasi 
kinerja yang subjektif, atau ketiadaan SPL adalah “lubang-lubang” 
menganga dalam benteng pertahanan perusahaan. Sekuat apa 
pun keyakinan seorang manajer bahwa seorang karyawan bersalah, 
tanpa “hitam di atas putih” yang terdokumentasi dengan rapi, 
argumen perusahaan tidak akan memiliki bobot di mata hukum 
(Pillutla, 2025).

2.	 Salah ngomong dikit, massa langsung emosi
Dalam situasi sengketa yang tegang, setiap kata yang 

diucapkan atau ditulis memiliki bobot yang luar biasa. Sebuah 
pernyataan pers yang merendahkan, email internal dari manajer 
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yang bernada emosional, atau bahkan sebuah komentar informal 
yang meremehkan dapat menjadi bumerang yang fatal.

Komunikasi yang buruk dapat mengubah sengketa hukum 
murni menjadi krisis reputasi dan memicu solidaritas massa yang 
lebih luas.

Pengacara lawan sangat lihai dalam menggunakan komunikasi 
yang ceroboh ini sebagai bukti adanya “itikad buruk” (bad faith) 
atau niat diskriminatif dari perusahaan. Manajer dan pimpinan 
harus dilatih untuk berkomunikasi secara hati-hati, faktual, dan 
profesional selama proses sengketa. Hindari membuat pernyataan 
absolut, jangan pernah menyerang pribadi karyawan, dan serahkan 
semua komunikasi eksternal kepada juru bicara yang telah ditunjuk 
(misalnya, tim Legal atau PR). Satu kalimat yang salah bisa lebih 
merusak daripada seribu halaman argumen hukum (Rismayadi, 
2024).

3.	 Bahaya kalau nekat abaikan saran orang hukum
Salah satu skenario yang paling tragis adalah ketika perusahaan 

kalah bukan karena tidak tahu hukum, tetapi karena memilih untuk 
mengabaikannya. Hal ini sering terjadi ketika pimpinan bisnis, yang 
terbiasa mengambil risiko dan keputusan cepat, merasa bahwa 
nasihat dari tim HR atau Legal terlalu lambat, terlalu konservatif, 
atau menghalangi tujuan bisnis. Ego seringkali menjadi penghalang 
terbesar.

Keputusan untuk “menerobos” prosedur PHK karena ingin 
“memberi pelajaran”, atau menolak tawaran damai yang masuk akal 
karena merasa “di atas angin”, seringkali berujung pada penyesalan. 
Tim Legal dan HR dilatih untuk melihat potensi risiko jangka panjang 
yang mungkin tidak terlihat oleh manajer operasional. Mengabaikan 
saran mereka sama saja dengan seorang pasien yang mengabaikan 
diagnosis dokter dan memilih untuk mengobati dirinya sendiri. 
Hasilnya bisa sangat fatal dan jauh lebih mahal daripada jika 
mengikuti nasihat profesional sejak awal (Bakare et al., 2024).
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C.	 Tips Praktis Biar Tetap Aman
Belajar dari kasus-kasus kegagalan adalah langkah pertama. 

Langkah selanjutnya adalah menerjemahkan pelajaran tersebut 
menjadi tindakan pencegahan dan strategi respons yang konkret. 
Menjaga perusahaan tetap aman dari drama hukum bukanlah 
tentang menjadi ahli hukum yang menghafal setiap pasal, melainkan 
tentang menanamkan serangkaian prinsip dan kebiasaan yang baik 
dalam praktik HR dan manajemen sehari-hari. Ini adalah tentang 
membangun “otot” kepatuhan dan kewaspadaan, sehingga respons 
yang benar menjadi sesuatu yang natural, bukan sesuatu yang harus 
dicari-cari saat krisis melanda.

Prinsip-prinsip ini berputar di sekitar tiga pilar: pencegahan 
melalui dokumentasi yang solid, manajemen krisis yang tenang dan 
profesional, dan yang terpenting, komitmen yang tak tergoyahkan 
pada prinsip “hitam di atas putih”.

Analogi/Contoh Kasus: Menjaga keamanan hukum perusahaan 
ibarat menjaga kesehatan tubuh. Ada tiga level pertahanan. Pertama 
adalah gaya hidup sehat (strategi jitu), yaitu makan makanan bergizi 
(kebijakan yang baik) dan berolahraga teratur (audit rutin) untuk 
mencegah penyakit. Kedua adalah tindakan saat sakit (hadapi 
sengketa dengan kepala dingin), yaitu jika Anda mulai merasa 
demam (sengketa muncul), segera istirahat, minum obat sesuai 
resep, dan jangan panik. Ketiga adalah memiliki asuransi dan rekam 
medis yang baik (“hitam di atas putih”), yaitu memiliki semua catatan 
kesehatan Anda yang terdokumentasi dengan rapi untuk berjaga-
jaga jika Anda perlu dirawat di rumah sakit.

1.	 Strategi jitu biar tidak masuk ke lubang yang sama
Pencegahan adalah obat terbaik. Untuk menghindari terperosok 

ke dalam lubang-lubang masalah yang telah kita bedah, perusahaan 
harus secara proaktif memperkuat fondasinya. Strategi ini mencakup:
a.	 Audit Rutin: Jangan menunggu ada masalah. Jadwalkan 

audit HR dan kepatuhan secara berkala (seperti dibahas di 
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Bab 15) untuk menemukan dan memperbaiki celah sebelum 
dieksploitasi.

b.	 Pelatihan Manajer: Manajer lini adalah garda terdepan. 
Investasikan waktu untuk melatih mereka mengenai dasar-
dasar hukum ketenagakerjaan, cara memberikan feedback yang 
terdokumentasi, dan prosedur disipliner yang benar.

c.	 Konsistensi adalah Kunci: Pastikan kebijakan dan sanksi 
diterapkan secara konsisten di seluruh perusahaan. Inkonsistensi 
adalah pintu masuk utama bagi tuduhan diskriminasi.

d.	 Kebijakan yang Hidup: Tinjau dan perbarui Peraturan 
Perusahaan dan SOP secara berkala agar selalu relevan dengan 
hukum terbaru dan dinamika bisnis (Vanchieri et al., 2022).

2.	 Cara hadapi sengketa dengan kepala dingin dan profesional
Ketika sengketa tak terhindarkan, respons pertama Anda akan 

menentukan arah selanjutnya. Hindari reaksi emosional. Segera 
aktifkan “protokol krisis”:

a.	 Libatkan Tim Ahli: Segera konsultasikan dengan departemen 
Legal dan HR internal atau konsultan hukum eksternal. Jangan 
mencoba menanganinya sendiri.

b.	 Fokus pada Prosedur: Ikuti alur penyelesaian sengketa 
sesuai UU PPHI (Bipartit, Mediasi) dengan itikad baik. Jangan 
melompati tahapan.

c.	 Pisahkan Emosi dan Fakta: Dengarkan keluhan karyawan 
dengan empati, tetapi tetaplah berpegang pada data dan bukti 
yang ada.

d.	 Kendalikan Komunikasi: Tunjuk satu juru bicara resmi dan 
instruksikan semua manajer untuk tidak memberikan komentar 
apa pun mengenai kasus yang sedang berjalan.

e.	 Evaluasi Tawaran Damai Secara Objektif: Timbang setiap 
tawaran damai berdasarkan analisis untung-rugi yang rasional, 
bukan berdasarkan ego (Alabdali & Basahal, 2024).
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3.	 Mengapa “Hitam di Atas Putih” itu segalanya di setiap tahap
Ini adalah pelajaran paling fundamental dari semua sengketa 

hukum: jika tidak tertulis, maka itu tidak ada. Di pengadilan, ingatan 
manusia dianggap lemah dan subjektif, tetapi dokumen yang dibuat 
pada saat kejadian memiliki kekuatan pembuktian yang luar biasa. 
Oleh karena itu, tanamkan budaya dokumentasi yang obsesif di 
setiap tahap siklus hidup karyawan:
a.	 Rekrutmen: Simpan catatan wawancara yang objektif.
b.	 Kontrak: Pastikan setiap hubungan kerja didasari oleh kontrak 

tertulis yang jelas.
c.	 Kinerja: Dokumentasikan setiap sesi performance review dan 

feedback.
d.	 Disiplin: Buat BAP untuk setiap pemeriksaan dan terbitkan SP 

secara formal.
e.	 PHK: Sampaikan pemberitahuan secara tertulis dan buat risalah 

untuk setiap perundingan bipartit.

Dokumentasi yang rapi adalah “asuransi” terbaik dan termurah 
bagi perusahaan. Ia adalah saksi bisu yang akan berbicara paling 
lantang untuk membela Anda saat dibutuhkan (Ramesh, 2022).

D.	 Kesimpulan
Studi kasus nyata menawarkan pelajaran yang tidak dapat 

diajarkan oleh buku teks hukum mana pun. Mereka adalah bukti 
nyata bahwa dalam arena hubungan industrial, kelalaian kecil 
dalam prosedur atau administrasi dapat memicu konsekuensi 
yang menghancurkan. Kegagalan perusahaan-perusahaan yang 
dibedah dalam bab ini bukanlah karena mereka tidak memahami 
bisnis mereka, melainkan karena mereka meremehkan kompleksitas 
hukum yang mengatur aset paling vital mereka: manusia.

Benang merah yang menyatukan semua kekalahan di pengadilan 
adalah kegagalan dalam pembuktian. Administrasi yang berantakan 
membuat perusahaan lumpuh tanpa senjata, komunikasi yang 
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ceroboh justru memberikan amunisi kepada lawan, dan arogansi 
dalam mengabaikan nasihat hukum memastikan kekalahan itu 
sendiri. Pelajaran ini menegaskan kembali sebuah kebenaran 
fundamental: kepatuhan hukum ketenagakerjaan bukanlah tentang 
niat baik, melainkan tentang bukti yang terdokumentasi.

Namun, tujuan dari bab ini bukanlah untuk menebar ketakutan, 
melainkan untuk membangun kearifan. Dengan memahami 
bagaimana dan mengapa orang lain gagal, kita dapat membangun 
pertahanan yang lebih kuat. Strategi pencegahan, melalui audit 
rutin dan pelatihan manajer, adalah pertahanan lapis pertama. 
Kemampuan untuk menghadapi sengketa dengan kepala dingin 
dan profesional adalah pertahanan lapis kedua. Dan fondasi dari 
semua itu adalah komitmen yang tak tergoyahkan pada prinsip 
“hitam di atas putih”.

Pada akhirnya, mengelola human capital secara cerdas berarti 
menerima bahwa sengketa adalah sebuah risiko bisnis yang harus 
dikelola, bukan diabaikan. Dengan belajar dari masa lalu, kita dapat 
menavigasi masa depan dengan lebih aman, memastikan bahwa 
perusahaan tidak hanya bertumbuh secara finansial, tetapi juga 
kokoh dan terhormat di mata hukum.
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BAB 17
CHECKLIST PRAKTIS & 
TEMPLATE SIAP PAKAI

Setelah menjelajahi lanskap konseptual dan hukum yang 
kompleks dalam manajemen human capital, kini saatnya kita 
beralih dari teori ke tindakan. Pengetahuan, betapapun dalamnya, 
menjadi tidak berguna jika tidak dapat diterjemahkan ke dalam 
praktik sehari-hari yang konsisten dan dapat diandalkan. Di tengah 
tekanan operasional dan dinamika kerja yang cepat, praktisi HR 
dan manajer seringkali tidak memiliki waktu untuk membuka 
kembali buku tebal atau menafsirkan pasal-pasal hukum yang 
rumit. Mereka membutuhkan alat, instrumen praktis yang dapat 
memandu keputusan, menstandarkan proses, dan memastikan tidak 
ada langkah krusial yang terlewat.

Bab ini dirancang untuk menjadi “kotak peralatan” Anda. Ia 
tidak lagi berisi diskusi teoretis yang panjang, melainkan kumpulan 
checklist, templat, dan panduan langkah demi langkah yang siap 
pakai. Anggaplah bab ini sebagai distilasi dari semua prinsip 
dan aturan yang telah kita bahas, yang diubah menjadi format 
yang mudah dicerna dan langsung dapat diimplementasikan. 
Tujuannya adalah untuk membekali Anda dengan senjata praktis 
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untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan sehari-hari dengan 
keyakinan dan kepastian hukum.

Checklist yang kami sediakan akan berfungsi sebagai “pilot 
otomatis” Anda untuk tugas-tugas rutin, memastikan disiplin 
administrasi dan kepatuhan terjaga setiap saat, mulai dari 
pemeriksaan harian hingga persiapan menghadapi inspeksi 
mendadak. Kumpulan templat surat dan perjanjian akan menjadi 
benteng pertahanan “hitam di atas putih” Anda, menyediakan draf 
yang telah dipikirkan dengan matang untuk situasi-situasi paling 
krusial seperti pembuatan kontrak kerja, penjatuhan sanksi, hingga 
penyusunan akta perdamaian.

Terakhir, panduan langkah demi langkah atau “pohon 
keputusan” akan menjadi navigator Anda dalam situasi-situasi 
yang paling menegangkan dan berisiko tinggi, seperti penanganan 
pelanggaran berat atau proses PHK karena efisiensi. Dengan alur 
logika yang jelas, panduan ini membantu Anda untuk tetap tenang, 
berpikir secara prosedural, dan mengambil langkah yang benar 
bahkan di bawah tekanan. Gunakanlah bab ini sebagai rekan kerja 
Anda. Cetak halamannya, sesuaikan templatnya dengan kebutuhan 
spesifik perusahaan Anda, dan jadikan checklist-nya sebagai bagian 
dari rutinitas. Karena pada akhirnya, keamanan hukum dalam 
manajemen human capital tidak dibangun dari satu keputusan 
besar, melainkan dari ratusan keputusan kecil yang benar, yang 
dilakukan secara konsisten setiap hari.

A.	 Paket Checklist Buat Pegangan HR
Konteks & Fungsi: Dalam kesibukan operasional, sangat 

mudah bagi detail-detail penting untuk terlewat. Checklist atau 
daftar periksa adalah alat sederhana namun sangat kuat untuk 
menanamkan disiplin dan memastikan konsistensi. Ia berfungsi 
sebagai “memori eksternal” tim HR, mengubah kepatuhan dari 
sesuatu yang harus diingat menjadi sesuatu yang harus dilakukan 
secara sistematis. Dengan mengikuti daftar periksa, Anda memastikan 
bahwa standar minimum kepatuhan selalu terpenuhi, setiap saat.
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1.	 Daftar periksa operasional harian biar tidak ada yang 
kelewat
Gunakan ini sebagai panduan cepat di awal atau akhir minggu 

untuk memastikan dasar-dasar administrasi tetap sehat.

Pemeriksaan Mingguan Administrasi Karyawan:
a.	 Karyawan Baru: Apakah offering letter sudah dikirim? Apakah 

kontrak kerja sudah ditandatangani sebelum hari pertama 
bekerja? Apakah kelengkapan dokumen (KTP, NPWP, dll.) sudah 
masuk ke 201 file?

b.	 Pendaftaran BPJS: Apakah semua karyawan baru yang 
melewati masa percobaan sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan 
dan Ketenagakerjaan?

c.	 Kontrak PKWT: Apakah ada PKWT yang akan berakhir dalam 
30 hari ke depan? Sudahkah ada keputusan (perpanjang/selesai) 
dari manajer terkait?

d.	 Absensi & Lembur: Apakah ada data absensi yang anomali 
dari minggu lalu yang perlu diklarifikasi? Apakah semua klaim 
lembur sudah divalidasi dan didukung SPL?

e.	 Surat Peringatan: Apakah ada SP yang akan habis masa 
berlakunya? Apakah ada proses BAP yang tertunda?

f.	 Karyawan Resign: Apakah proses exit interview sudah 
dijadwalkan? Apakah exit clearance form sudah mulai diproses?

2.	 Checklist buat audit rutin tiap tiga bulan
Gunakan ini sebagai alat untuk melakukan mini-audit internal 

secara kuartalan untuk menangkap masalah sebelum menjadi besar.

a.	 Audit Kepatuhan HR Kuartalan:
1)	 File Karyawan (Sampling): Ambil sampel 10% file karyawan 

aktif. Periksa kelengkapan dan keabsahan:
2)	 Apakah kontrak kerja/surat pengangkatan ada dan sah?
3)	 Apakah ada bukti evaluasi kinerja (KPI) dalam 6 bulan 

terakhir?
4)	 Apakah data keluarga untuk BPJS sudah diperbarui?
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b.	 Kepatuhan Upah:
1)	 Apakah semua karyawan menerima upah di atas UMK/UMP 

yang berlaku?
2)	 Lakukan pengecekan acak pada perhitungan PPh 21 dan 

iuran BPJS, apakah sudah sesuai?

c.	 Peraturan Perusahaan (PP) / PKB:
1)	 Apakah PP/PKB masih berlaku? Kapan tanggal 

kedaluwarsanya?
2)	 Apakah ada kebijakan baru yang perlu ditambahkan atau 

kebijakan lama yang perlu 
3)	 Data WLKP: Apakah data di sistem WLKP online sudah 

sesuai dengan jumlah karyawan riil saat ini?
4)	 Pelatihan: Apakah program pelatihan yang direncanakan 

untuk kuartal ini sudah berjalan sesuai jadwal?

3.	 Berkas apa saja yang harus siap kalau ada sidak Disnaker?
Inspeksi mendadak (sidak) dari pengawas ketenagakerjaan bisa 

terjadi kapan saja. Siapkan map atau folder khusus (fisik atau digital) 
yang berisi dokumen-dokumen ini agar tidak panik saat mereka 
datang.

a.	 Folder Kesiapan Inspeksi Ketenagakerjaan:
1)	 Dokumen Legalitas Perusahaan:

a)	 Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir
b)	 Nomor Induk Berusaha (NIB)
c)	 NPWP Perusahaan

2)	 Dokumen Kepatuhan Wajib:
a)	 Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP) tahun 

terakhir.
b)	 Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) yang telah disahkan/didaftarkan.
c)	 Struktur dan Skala Upah yang telah disahkan.
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3)	 Dokumen Ketenagakerjaan:
a)	 Daftar seluruh pekerja beserta rincian upahnya.
b)	 Contoh Kontrak Kerja (PKWT dan PKWTT) yang 

digunakan.
c)	 Bukti pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS 

Kesehatan & Ketenagakerjaan bulan terakhir.
4)	 Dokumen K3:

a)	 Sertifikat atau bukti penerapan Sistem Manajemen K3 
(SMK3) (jika wajib).

b)	 Struktur organisasi Panitia Pembina K3 (P2K3).
c)	 Laporan inspeksi APAR dan peralatan K3 lainnya.

B.	 Kumpulan Contoh Surat (Template)
Konteks & Fungsi: Templat bukanlah untuk digunakan secara 

buta, melainkan sebagai kerangka kerja yang solid. Menggunakan 
templat yang telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek 
hukum memastikan bahwa semua elemen kunci dan klausul 
pelindung tercakup. Ini mengurangi risiko kelalaian dan inkonsistensi, 
serta mempercepat proses administrasi tanpa mengorbankan 
keamanan hukum. Selalu sesuaikan detail dalam kurung siku [...] 
dengan konteks spesifik perusahaan Anda.

1.	 Draft Kontrak Kerja (PKWT/PKWTT) yang aman dari jebakan
Templat ini mencakup klausul-klausul esensial. Selalu 

konsultasikan dengan ahli hukum untuk finalisasi.

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Nomor: [...]
Pada hari ini, [...], tanggal [...], kami yang bertanda tangan di bawah 
ini:

Nama Perusahaan: [Nama PT]
Alamat: [...]



194
Cara Cerdas Mengelola SDM Tanpa Gugatan, Denda, dan Drama Ketenagakerjaan

HUMAN CAPITAL & HUKUM - ARIO SETRA SETIADI

Dalam hal ini diwakili oleh [Nama Wakil] selaku [Jabatan], selanjutnya 
disebut PIHAK PERTAMA.

Nama Karyawan: [Nama Lengkap]
Alamat: [...]
No. KTP: [...], selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1: Status dan Jangka Waktu
PIHAK PERTAMA setuju untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai 
Karyawan Kontrak (PKWT) untuk jangka waktu [...] bulan, terhitung 
sejak [Tanggal Mulai] hingga [Tanggal Selesai].

Pasal 2: Jabatan dan Uraian Tugas
PIHAK KEDUA akan menduduki jabatan sebagai [Nama Jabatan] 
dengan uraian tugas utama sebagai berikut:
a.	 [...]
b.	 [...]
c.	 [...]

Pasal 3: Upah dan Tunjangan
PIHAK KEDUA berhak menerima upah sebesar Rp [...],- per 

bulan, yang terdiri dari Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap, 
dibayarkan paling lambat tanggal [...] setiap bulannya.

Pasal 4: Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian ini berakhir demi hukum pada tanggal yang disebutkan 
di Pasal 1. Pada saat berakhirnya perjanjian, PIHAK PERTAMA akan 
membayarkan Uang Kompensasi kepada PIHAK KEDUA sesuai 
peraturan yang berlaku.

Pasal 5: Penyelesaian Perselisihan
Segala perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat 
(bipartit). Demikian Perjanjian ini dibuat...

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
[Nama Wakil] [Nama Karyawan]

Catatan untuk PKWTT: Ganti Pasal 1 menjadi Status dan Masa 
Percobaan. Hilangkan Pasal 4 dan tambahkan klausul tentang Masa 
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Percobaan (maksimal 3 bulan) dan Alasan PHK yang merujuk pada 
Peraturan Perusahaan.

2.	 Contoh Surat Peringatan (SP) dan BAP yang bener
Struktur ini memastikan SP dan BAP Anda faktual, objektif, dan 

kuat secara hukum.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Pada hari ini, [...], tanggal [...], bertempat di Ruang [...], telah dilakukan 
pemeriksaan terhadap:

1.	 Nama: [Nama Karyawan]
2.	 Jabatan: [...]

Pemeriksaan dilakukan oleh:
1.	 [Nama Atasan] (Atasan Langsung)
2.	 [Nama HR] (Perwakilan HR)

I. Dasar Pemeriksaan:
Pemeriksaan dilakukan sehubungan dengan adanya dugaan 

pelanggaran tata tertib berupa [uraikan dugaan pelanggaran secara 
singkat dan faktual], yang terjadi pada tanggal [...].

II. Jalannya Pemeriksaan (Tanya Jawab):

1.	 Pemeriksa: “Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia 
memberikan keterangan?”
Terperiksa: “[...]”

2.	 Pemeriksa: “Bisa Saudara jelaskan kronologi kejadian pada 
tanggal [...]?”
Terperiksa: “[...]” (lanjutkan dengan pertanyaan faktual dan 
relevan)

III.	 Penutup:
Demikian BAP ini dibuat dengan sebenarnya. Terperiksa 

telah membaca kembali dan menyatakan setuju dengan semua 
keterangannya.

Yang Diperiksa, Pemeriksa 1, Pemeriksa 2,
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[Nama Karyawan] [Nama Atasan] [Nama HR]

SURAT PERINGATAN PERTAMA (SP-1)

Nomor: [...] Diberikan kepada:

•	 Nama: [Nama Karyawan]
•	 Jabatan: [...]

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal [...], 
Saudara terbukti telah melakukan pelanggaran tata tertib berupa 
[sebutkan pelanggaran yang terbukti], yang melanggar Pasal [...] 
Peraturan Perusahaan.

Dengan ini, Perusahaan memberikan Surat Peringatan 
Pertama (SP-1) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
diterbitkan. Apabila dalam masa berlaku surat ini Saudara kembali 
melakukan pelanggaran, Perusahaan akan memberikan sanksi yang 
lebih berat.

Diterbitkan di: [...]
Tanggal: [...]

Manajemen Perusahaan, Diterima oleh,
[Nama Atasan/HR] [Nama Karyawan]

3.	 Format Surat Damai (PB) yang final dan mengikat
Ini adalah templat krusial untuk mengakhiri sengketa. Pastikan 

selalu didaftarkan ke PHI.

PERJANJIAN BERSAMA

Pada hari ini, [...], tanggal [...], kami yang bertanda tangan di bawah 
ini:
1.	 Nama Perusahaan], diwakili oleh [Nama Wakil], selanjutnya 

disebut PIHAK PERTAMA.
2.	 [Nama Karyawan], NIK [...], selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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Kedua belah pihak dengan ini setuju untuk menyelesaikan 
perselisihan hubungan industrial mengenai Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) dengan ketentuan sebagai berikut:
1.	 Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan kerja antara 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berakhir secara baik-
baik terhitung sejak tanggal [...].

2.	 PIHAK PERTAMA setuju untuk membayarkan sejumlah uang 
kompensasi kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp [...],- (terbilang: 
[...]), yang akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 
[...].

3.	 PIHAK KEDUA menyatakan bahwa dengan diterimanya 
pembayaran tersebut, seluruh hak dan tuntutan PIHAK KEDUA 
yang timbul dari hubungan kerja dengan PIHAK PERTAMA 
telah selesai seluruhnya.

4.	 Kedua belah pihak menyatakan tidak akan saling menuntut atau 
mengajukan gugatan dalam bentuk apa pun di kemudian hari 
terkait hubungan kerja yang pernah ada.

5.	 Perjanjian ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak 
dan akan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri [...] untuk mendapatkan akta perdamaian.

Demikian Perjanjian ini dibuat tanpa ada paksaan...

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
[Nama Wakil] [Nama Karyawan]

C.	 Panduan Langkah-demi-Langkah (Decision Tree)
Konteks & Fungsi: Dalam situasi krisis, kemampuan untuk 

berpikir jernih dan prosedural seringkali menurun. Decision tree 
atau pohon keputusan adalah peta jalan yang telah dipikirkan 
sebelumnya dalam keadaan tenang. Ia memecah situasi yang 
kompleks menjadi serangkaian pertanyaan “jika-maka” yang 
sederhana, memandu Anda melalui langkah-langkah yang logis 
dan aman secara hukum, serta memastikan tidak ada tahapan kritis 
yang terlewat.
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1.	 Alur logika: Kalau ada pelanggaran berat, harus apa dulu?
a.	 Laporan Diterima: Ada laporan/bukti awal dugaan pelanggaran 

berat (misal: pencurian, penipuan, penganiayaan).
b.	 Tindakan Segera:

1)	 Amankan bukti awal (misal: rekaman CCTV, laporan audit).
2)	 PENTING: Jangan langsung PHK. Kumpulkan bukti terlebih 

dahulu.
c.	 Lakukan Skorsing? (Opsional): Jika kehadiran karyawan berisiko 

menghilangkan bukti atau mengganggu investigasi, terbitkan 
Surat Skorsing (upah tetap dibayar penuh).

d.	 Panggil & Periksa: Terbitkan surat panggilan resmi. Lakukan 
pemeriksaan dan buat BAP yang detail (lihat templat 17.2.2). 
Beri kesempatan karyawan untuk membela diri.

e.	 Evaluasi Bukti: Apakah bukti yang terkumpul (BAP, saksi, bukti 
fisik) cukup kuat untuk membuktikan pelanggaran berat sesuai 
aturan di PP/PKB?
1)	 Jika YA: Lanjutkan ke langkah 6.
2)	 Jika TIDAK (bukti lemah): Pertimbangkan sanksi yang lebih 

ringan (misal: SP3) atau hentikan proses jika tidak terbukti. 
Jangan paksakan PHK.

f.	 Sampaikan Surat PHK: Sampaikan Surat Pemberitahuan PHK 
dengan alasan pelanggaran berat, paling lambat 14 hari kerja 
sebelumnya.

g.	 Tunggu Respons: Apakah karyawan menerima atau menolak 
PHK?
1)	 Jika Menerima: Buat Perjanjian Bersama, bayarkan Uang 

Penggantian Hak & Uang Pisah (jika ada).
2)	 Jika Menolak: Wajib lakukan perundingan bipartit.

2.	 Step-by-step proses PHK karena perusahaan lagi sulit
a.	 Dasar Keputusan: Direksi memutuskan perlu dilakukan efisiensi/

rasionalisasi karena alasan bisnis yang sah (misal: kerugian, 
reorganisasi).
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b.	 Identifikasi Posisi Terdampak: Tentukan kriteria objektif untuk 
menentukan posisi atau karyawan mana yang akan terdampak 
(misal: kinerja, masa kerja, keterampilan). Dokumentasikan 
kriteria ini.

c.	 Siapkan Komunikasi: Siapkan narasi yang jujur dan transparan 
untuk menjelaskan kondisi perusahaan dan alasan di balik 
keputusan efisiensi.

d.	 Sampaikan Pemberitahuan PHK: Sampaikan Surat Pemberitahuan 
PHK secara serentak kepada karyawan yang terdampak, paling 
lambat 14 hari kerja sebelumnya. Surat harus berisi alasan 
efisiensi dan rincian perhitungan kompensasi (UP, UPMK, UPH 
sesuai aturan efisiensi).

e.	 Lakukan Perundingan Bipartit: Ini adalah langkah wajib. 
Jadwalkan sesi perundingan dengan setiap karyawan (atau 
perwakilan) untuk membahas kesepakatan PHK.

f.	 Negosiasi & Kesepakatan:
1)	 Jika Sepakat: Tuangkan dalam Perjanjian Bersama (PB). 

Lakukan pembayaran kompensasi sesuai kesepakatan. 
Daftarkan PB ke PHI.

2)	 Jika Tidak Sepakat: Buat risalah kegagalan perundingan 
bipartit. Bersiap untuk proses mediasi di Disnaker.

3.	 Peta jalan selesaikan ribut-ribut hak dan kepentingan
Perselisihan ini biasanya menyangkut kondisi kerja atau 

kebijakan yang belum diatur (kepentingan) atau hak yang sudah 
diatur tapi tidak dipenuhi (hak).
a.	 Identifikasi Jenis Perselisihan:

1)	 Perselisihan Hak: Apakah ini tentang hak normatif yang 
dilanggar (misal: upah lembur tidak dibayar, cuti tidak 
diberikan)?

2)	 Perselisihan Kepentingan: Apakah ini tentang usulan 
perubahan atau pembuatan kebijakan baru (misal: tuntutan 
kenaikan tunjangan, perubahan jam kerja)?

b.	 Langkah 1: Perundingan Bipartit (Wajib untuk Semua Jenis):
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1)	 Jadwalkan pertemuan formal.
2)	 Dengarkan tuntutan/keluhan.
3)	 Sajikan data dan argumen dari sisi perusahaan.
4)	 Cari titik temu/kompromi.
5)	 Hasil: Buat Perjanjian Bersama jika sepakat, atau Risalah 

Kegagalan Bipartit jika tidak.
c.	 Langkah 2: Penyelesaian di Luar Pengadilan (jika Bipartit Gagal):

1)	 Untuk Perselisihan Hak: Bisa langsung ke Mediasi di 
Disnaker atau gugat ke PHI.

2)	 Untuk Perselisihan Kepentingan: Wajib melalui Mediasi atau 
Konsiliasi terlebih dahulu. Tidak bisa langsung ke PHI.

d.	 Langkah 3: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI):
1)	 Hanya bisa ditempuh jika mediasi/konsiliasi gagal 

(dibuktikan dengan anjuran yang ditolak).
2)	 Ini adalah langkah terakhir. Siapkan semua bukti tertulis 

dan saksi.

D.	 Kesimpulan
Teori dan pengetahuan hukum menjadi tidak berdaya tanpa 

eksekusi yang disiplin. Bab ini berfungsi sebagai jembatan antara 
“mengetahui apa yang harus dilakukan” dan “benar-benar 
melakukannya dengan benar setiap saat”. Checklist, templat, dan 
pohon keputusan yang disajikan bukanlah solusi ajaib, melainkan 
alat untuk menanamkan konsistensi, kejelasan, dan kepatuhan 
prosedural ke dalam DNA operasional HR.

Checklist mengubah rutinitas menjadi ritual kepatuhan, 
memastikan fondasi administrasi yang kokoh. Templat menyediakan 
kerangka kerja yang aman, mengurangi risiko kelalaian dalam 
situasi-situasi krusial seperti perekrutan dan penjatuhan sanksi. 
Sementara itu, panduan langkah demi langkah berfungsi sebagai 
kompas di tengah badai sengketa, membantu para pengambil 
keputusan untuk tetap berada di jalur yang aman secara hukum 
bahkan di bawah tekanan.
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Pada akhirnya, nilai dari perangkat ini tidak terletak pada teksnya, 
melainkan pada penggunaannya. Dengan mengintegrasikan alat-
alat ini ke dalam alur kerja sehari-hari, perusahaan secara proaktif 
membangun sistem pertahanan berlapis terhadap risiko hukum. 
Ini adalah manifestasi paling nyata dari manajemen human capital 
yang cerdas: mengubah niat baik dan pengetahuan menjadi praktik 
yang terstandarisasi, terdokumentasi, dan dapat dipertahankan.
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BAB 18
PENUTUP: HR CERDAS, BISNIS SELAMAT

Kita telah tiba di penghujung perjalanan kita, sebuah eksplorasi 
mendalam yang membentang dari filosofi dasar human capital 
hingga lorong-lorong rumit hukum ketenagakerjaan. Kita 
telah membedah siklus hidup karyawan dari awal hingga akhir, 
mengidentifikasi setiap titik rawan di mana potensi pertumbuhan 
beriringan dengan risiko hukum. Dari semua diskusi, studi kasus, 
dan analisis, satu benang merah yang konsisten muncul: manajemen 
sumber daya manusia di era modern bukan lagi sekadar fungsi 
pendukung, melainkan fungsi strategis yang memegang kunci 
keberlangsungan dan keselamatan bisnis.

Pandangan lama yang menempatkan HR di ruang belakang, 
sebagai pengurus administrasi yang reaktif, telah terbukti tidak 
hanya usang tetapi juga berbahaya. Di dunia di mana “perang” 
memperebutkan talenta semakin sengit, regulasi semakin kompleks, 
dan kesadaran karyawan akan haknya semakin tinggi, pendekatan 
yang ceroboh terhadap manajemen manusia sama fatalnya dengan 
manajemen keuangan yang buruk. Sebuah gugatan PHK yang salah 
kelola bisa sama merusaknya dengan investasi yang gagal.
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HR yang cerdas bukan lagi tentang menjadi “polisi” yang ditakuti 
atau “sahabat” semua orang. HR yang cerdas adalah seorang arsitek 
organisasi, seorang manajer risiko, seorang ahli strategi talenta, dan 
seorang navigator hukum, semuanya dalam satu peran. Mereka 
adalah jembatan yang menghubungkan aspirasi individu dengan 
tujuan perusahaan, memastikan kedua hal tersebut dapat berjalan 
selaras di atas fondasi hukum yang kokoh.

Perjalanan ini telah menunjukkan bahwa kepatuhan hukum 
bukanlah sebuah beban yang menghambat, melainkan sebuah 
kerangka kerja yang membebaskan. Dengan memahami dan 
menghormati aturan main, perusahaan justru mendapatkan 
kebebasan untuk berinovasi, fleksibilitas untuk beradaptasi, dan 
fondasi yang stabil untuk bertumbuh. Aturan yang jelas menciptakan 
keadilan; keadilan membangun kepercayaan; dan kepercayaan 
adalah mata uang tertinggi dalam hubungan antara perusahaan 
dan modal manusianya.

Bab penutup ini tidak akan memperkenalkan konsep baru, 
melainkan akan merangkum dan mengkristalkan esensi dari 
perjalanan kita. Kita akan menyuling kunci-kunci sukses bagi 
praktisi HR di zaman now, merenungkan pergeseran cara pikir 
yang diperlukan untuk menghadapi masa depan, dan menegaskan 
kembali peran sentral human capital sebagai perisai pelindung 
utama perusahaan.

Ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal. Awal dari 
sebuah komitmen baru untuk mengelola aset paling berharga kita 
dengan kecerdasan, empati, dan profesionalisme yang layak mereka 
dapatkan. Karena pada akhirnya, kebenaran sederhana itu tetap 
berlaku: jika HR cerdas dalam mengelola manusianya, maka bisnis 
perusahaan akan selamat dan bertumbuh subur.

A.	 Kunci Sukses Jadi HR Jaman Now
Peran praktisi sumber daya manusia telah berevolusi secara 

dramatis. Tuntutan zaman now, yang dicirikan oleh disrupsi 
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teknologi, pergeseran demografi tenaga kerja, dan kompleksitas 
hukum, membutuhkan sosok HR yang jauh lebih dari sekadar 
administrator. HR yang sukses saat ini adalah seorang generalis 
yang strategis, seorang spesialis yang adaptif, dan seorang 
pemimpin yang berintegritas. Mereka harus mampu “berbicara” 
dalam berbagai bahasa: bahasa bisnis dengan direksi, bahasa 
hukum dengan pengacara, dan bahasa manusia dengan karyawan. 
Menguasai keseimbangan dari berbagai peran inilah yang menjadi 
kunci kesuksesan sejati.

Analogi/Contoh Kasus: HR zaman now ibarat seorang chef 
eksekutif di sebuah restoran berbintang Michelin. Ia tidak hanya 
harus ahli dalam teknik memasak (kompetensi teknis HR), tetapi 
ia juga harus memahami manajemen biaya dan profitabilitas 
(kecerdasan bisnis). Ia harus kreatif dalam menciptakan menu 
baru (strategi talenta), sekaligus sangat disiplin dalam menjaga 
standar kebersihan dan keamanan pangan (kepatuhan hukum). 
Yang terpenting, ia harus mampu memimpin dan menginspirasi 
seluruh tim dapurnya (kepemimpinan dan empati) untuk bekerja 
sama menghasilkan karya terbaik.

1.	 Seimbang antara punya empati dan tegas pada aturan
Ini adalah dilema klasik namun paling esensial dalam peran HR. 

Di satu sisi, HR harus menjadi advokat bagi karyawan, mendengarkan 
keluhan mereka dengan empati, dan memperjuangkan lingkungan 
kerja yang adil dan manusiawi. Di sisi lain, HR adalah perwakilan 
manajemen yang bertugas untuk menegakkan kebijakan dan 
aturan perusahaan secara konsisten, bahkan jika itu berarti harus 
mengambil keputusan yang tidak populer.

Kunci sukses terletak pada keseimbangan. HR yang terlalu 
condong ke sisi empati tanpa ketegasan akan kehilangan kredibilitas 
di mata manajemen dan gagal menegakkan standar. Sebaliknya, 
HR yang hanya bertindak sebagai “polisi” yang kaku tanpa empati 
akan kehilangan kepercayaan dari karyawan dan gagal membangun 
budaya kerja yang positif. HR yang hebat tahu kapan harus menjadi 
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pendengar yang baik dan kapan harus menjadi penegak aturan 
yang tegas, dan mampu menjalankan kedua peran tersebut dengan 
adil dan transparan (Rismayadi, 2024).

2.	 Peran pemimpin dalam jaga integritas tim SDM
Tim HR seringkali menjadi penjaga gerbang etika dan nilai-

nilai perusahaan. Mereka berada dalam posisi yang unik di mana 
mereka menangani informasi yang paling rahasia dan membuat 
keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan orang lain. 
Oleh karena itu, integritas adalah mata uang yang paling berharga 
bagi seorang praktisi HR.

Jajaran pimpinan memiliki peran yang sangat krusial dalam 
menjaga integritas ini. Pemimpin harus memberikan dukungan 
penuh kepada tim HR untuk membuat keputusan yang benar secara 
etis dan hukum, bahkan jika keputusan tersebut sulit atau tidak 
menguntungkan dalam jangka pendek. Ketika pimpinan mencoba 
menekan HR untuk “membengkokkan” aturan demi kenyamanan 
atau untuk menyingkirkan karyawan yang tidak disukai secara tidak 
prosedural, mereka sedang merusak integritas seluruh sistem. 
Kepemimpinan yang kuat adalah yang melindungi independensi 
dan profesionalisme fungsi HR (Vanchieri et al., 2022).

3.	 Anggap kepatuhan sebagai tabungan jangka panjang
Banyak departemen melihat kepatuhan hukum sebagai “biaya”, 

biaya untuk konsultasi hukum, biaya untuk pelatihan, biaya untuk 
sistem yang lebih baik. HR yang sukses harus mampu mengubah 
cara pandang ini di seluruh organisasi. Kepatuhan bukanlah biaya, 
melainkan sebuah investasi atau tabungan jangka panjang.

Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam audit kepatuhan, 
pelatihan manajer, atau penyusunan kontrak yang solid adalah 
“premi asuransi” yang dibayarkan untuk menghindari “klaim” 
gugatan hukum yang biayanya bisa ratusan atau ribuan kali lipat 
lebih besar di masa depan. Membangun budaya kepatuhan berarti 
membangun fondasi bisnis yang stabil dan dapat diprediksi, yang 
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memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pertumbuhan, bukan 
pada pemadaman kebakaran hukum. Ini adalah tentang menukar 
sedikit ketidaknyamanan jangka pendek dengan keamanan dan 
keberlanjutan jangka panjang (Ramesh, 2022).

B.	 Ubah Cara Pikir HR Masa Depan
Untuk tetap relevan dan memberikan nilai tambah yang 

signifikan, fungsi HR tidak bisa lagi beroperasi dengan cara pikir dan 
metode dari masa lalu. Masa depan menuntut sebuah transformasi 
fundamental dalam pendekatan, dari reaktif menjadi proaktif, dari 
berbasis perasaan menjadi berbasis data, dan dari sekadar fungsi 
pendukung menjadi motor penggerak nilai bisnis. Perubahan cara 
pikir ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan 
untuk bertahan dan berkembang di tengah lanskap bisnis yang 
terus berubah. HR masa depan adalah tentang prediksi, bukan 
hanya reaksi.

Analogi/Contoh Kasus: Cara pikir HR masa depan dapat 
diibaratkan dengan perbedaan antara dokter di abad ke-19 dan dokter 
modern. Dokter abad ke-19 menunggu pasien datang dengan gejala 
penyakit yang sudah parah, lalu mencoba mengobatinya (reaktif). 
Dokter modern, dengan bantuan teknologi diagnostik dan analisis 
data genetik, fokus pada pencegahan. Mereka mengidentifikasi 
faktor risiko sejak dini, memberikan nasihat gaya hidup (strategi 
preventif), dan menggunakan data untuk memprediksi potensi 
penyakit di masa depan (analitik prediktif). Keduanya adalah dokter, 
tetapi dampaknya sangat berbeda.

1.	 Stop jadi “Pemadam Kebakaran” yang baru gerak saat ada 
masalah
Model HR “pemadam kebakaran”, yang menghabiskan sebagian 

besar waktunya untuk menangani sengketa, keluhan, dan krisis yang 
sudah terjadi, adalah model yang tidak berkelanjutan. Ia menguras 
energi, sumber daya, dan selalu membuat HR berada dalam posisi 
bertahan.
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Cara pikir masa depan adalah menjadi “arsitek anti-api”. Ini 
berarti secara sadar mendedikasikan sebagian besar waktu dan 
sumber daya untuk membangun sistem, kebijakan, dan budaya yang 
dapat mencegah kebakaran terjadi sejak awal. Ini adalah tentang 
membangun sistem peringatan dini (seperti dibahas di Bab 14), 
melakukan audit preventif secara rutin (Bab 15), dan melatih para 
manajer untuk menjadi “petugas pemadam kebakaran” lini pertama 
yang mampu menangani percikan api kecil sebelum menyebar. 
Pergeseran fokus dari resolusi konflik ke pencegahan konflik adalah 
inti dari transformasi ini (Alabdali & Basahal, 2024).

2.	 Saatnya kelola SDM pakai data dan kepastian hukum
Keputusan HR di masa lalu seringkali didasarkan pada intuisi, 

pengalaman, dan hubungan personal. Meskipun elemen-elemen 
ini tetap penting, mereka tidak lagi cukup. HR masa depan harus 
menjadi fungsi yang digerakkan oleh data (data-driven). Setiap 
usulan, setiap kebijakan, dan setiap keputusan harus didukung oleh 
analisis data yang solid dan dibingkai dalam koridor kepastian 
hukum.

Alih-alih berkata, “Saya rasa moral karyawan sedang menurun,” 
HR masa depan akan berkata, “Data survei keterlibatan kita 
menunjukkan penurunan 15% dalam skor kepuasan terhadap 
manajemen, yang berkorelasi dengan peningkatan turnover 
sebesar 5% di kuartal terakhir. Berdasarkan Peraturan Perusahaan 
Pasal X, kami mengusulkan program intervensi Y.” Pendekatan ini 
meningkatkan kredibilitas HR secara dramatis dan mengubahnya 
dari pusat opini menjadi pusat wawasan strategis (Yang, 2024).

3.	 Jadikan “Perusahaan Taat Aturan” sebagai nilai jual bisnis
Di masa lalu, kepatuhan hukum seringkali dianggap sebagai 

urusan internal yang membosankan. Di masa depan, komitmen 
terhadap kepatuhan dan etika akan menjadi bagian dari employer 
branding dan bahkan corporate branding secara keseluruhan.
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Talenta-talenta terbaik, terutama dari generasi Milenial dan 
Gen Z, semakin memilih untuk bekerja di perusahaan yang memiliki 
reputasi baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Investor 
juga semakin memasukkan faktor-faktor Lingkungan, Sosial, dan 
Tata Kelola (ESG - Environmental, Social, and Governance) dalam 
keputusan investasi mereka, di mana perlakuan terhadap tenaga 
kerja adalah komponen sosial yang utama. HR masa depan harus 
mampu “memasarkan” kepatuhan hukum sebagai sebuah nilai jual, 
sebuah bukti bahwa perusahaan adalah tempat yang aman, adil, 
dan bertanggung jawab untuk bekerja dan berinvestasi.

C.	 Human Capital sebagai Pelindung Perusahaan
Pada akhirnya, semua sistem, kebijakan, dan prosedur 

hukum yang telah kita bahas bermuara pada satu tujuan utama: 
membangun dan memelihara human capital berkualitas tinggi yang 
tidak hanya menjadi motor penggerak pertumbuhan, tetapi juga 
perisai pelindung bagi perusahaan. Aset manusia yang dikelola 
dengan baik, yang merasa dihargai, diperlakukan adil, dan memiliki 
kejelasan mengenai hak serta kewajibannya, adalah pertahanan 
terbaik melawan berbagai jenis krisis. Mereka adalah sumber 
ketahanan (resilience) organisasi yang sesungguhnya.

Perusahaan yang hanya fokus pada benteng pertahanan hukum 
formal (kontrak yang kaku, tim pengacara yang mahal) namun 
mengabaikan “moral pasukan” (keterlibatan dan kepercayaan 
karyawan) mungkin akan memenangkan beberapa pertempuran 
hukum, tetapi pada akhirnya akan kalah dalam “perang” bisnis 
jangka panjang. Perlindungan sejati datang dari sinergi antara 
kepatuhan hukum yang solid dan budaya kerja yang positif.

Analogi/Contoh Kasus: Human capital sebagai pelindung 
perusahaan ibarat sistem kekebalan tubuh manusia. Sistem hukum 
(obat-obatan) memang penting untuk melawan infeksi yang sudah 
terjadi.
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Namun, pertahanan terbaik adalah memiliki sistem imun yang 
kuat (karyawan yang termotivasi dan loyal) yang mampu melawan 
sebagian besar kuman penyakit dari dalam sebelum mereka sempat 
berkembang. Sistem imun yang kuat dibangun dari gaya hidup 
sehat (budaya kerja positif), bukan hanya dari konsumsi antibiotik 
secara terus-menerus.

1.	 Kontribusi HR bikin bisnis tahan banting terhadap krisis
Ketika krisis eksternal melanda, apakah itu resesi ekonomi, 

pandemi, atau disrupsi pasar, perusahaan yang memiliki human 
capital yang kuat akan jauh lebih tahan banting. Karyawan yang 
loyal dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap manajemen akan 
lebih bersedia untuk bekerja ekstra keras, beradaptasi dengan 
perubahan, dan tetap produktif bahkan dalam situasi yang sulit.

HR berkontribusi langsung pada ketahanan ini dengan 
membangun fondasi kepercayaan jauh sebelum krisis terjadi. 
Praktik-praktik seperti komunikasi yang transparan, kebijakan 
kompensasi yang adil, dan penanganan sengketa yang menghargai 
martabat karyawan adalah investasi dalam “modal sosial” internal. 
Modal sosial inilah yang akan menjadi perekat organisasi saat 
menghadapi guncangan (Berta, 2025).

2.	 Bikin investor percaya lewat tata kelola SDM yang rapi
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, investor dan pasar 

modal semakin canggih. Mereka tidak hanya melihat laporan 
keuangan. Mereka juga menilai kualitas tata kelola perusahaan 
(corporate governance), di mana tata kelola SDM adalah bagian 
integralnya. Tingginya angka sengketa hukum, tingkat turnover 
yang tidak terkendali, atau hubungan yang buruk dengan serikat 
pekerja adalah “lampu merah” bagi investor.

Sebaliknya, perusahaan yang dapat menunjukkan bahwa 
mereka memiliki sistem HR yang rapi, audit kepatuhan yang 
rutin, dan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi sedang 
mengirimkan sinyal yang sangat positif. Ini adalah sinyal bahwa 
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perusahaan dikelola dengan baik, memiliki risiko operasional yang 
lebih rendah, dan memiliki fondasi yang kuat untuk pertumbuhan 
yang berkelanjutan. Tata kelola SDM yang rapi adalah indikator dari 
manajemen yang berkualitas.

3.	 Pesan terakhir buat praktisi HR: Jangan pernah berhenti 
belajar!
Dunia kerja tidak pernah statis. Peraturan perundang-undangan 

akan terus direvisi, teknologi baru akan terus bermunculan, dan 
ekspektasi generasi baru akan terus berevolusi. Satu-satunya cara 
bagi praktisi HR untuk tetap efektif dan relevan adalah dengan 
memiliki komitmen seumur hidup untuk belajar.

Berhenti belajar berarti mulai tertinggal. Ikuti seminar, baca 
buku dan jurnal terbaru, bergabunglah dengan asosiasi profesi, dan 
bangun jejaring dengan rekan-rekan praktisi lainnya untuk saling 
berbagi pengalaman. Keingintahuan intelektual dan kemauan untuk 
beradaptasi bukanlah lagi sebuah kemewahan, melainkan kualifikasi 
dasar bagi setiap profesional HR yang ingin sukses dan memberikan 
dampak nyata bagi organisasinya. Perjalanan untuk menjadi HR 
yang cerdas tidak pernah benar-benar berakhir
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GLOSARIUM

•	 Acta van Dading (Akta Perdamaian): Akta yang dibuat oleh hakim 
di pengadilan atas kesepakatan damai yang dicapai oleh para 
pihak yang bersengketa, memiliki kekuatan eksekutorial setara 
putusan pengadilan.

•	 Alih Daya (Outsourcing): Pengalihan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain 
(vendor) melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau 
penyediaan jasa.

•	 Audit HR: Proses pemeriksaan sistematis dan objektif terhadap 
kebijakan, prosedur, dan praktik SDM untuk memastikan 
kepatuhan hukum dan efektivitas.

•	 Beban Pembuktian: Kewajiban suatu pihak dalam persidangan 
untuk menyajikan bukti yang cukup untuk mendukung klaim 
atau argumennya.

•	 Bipartit: Perundingan antara dua pihak, yaitu pekerja/serikat 
pekerja dengan pengusaha, untuk menyelesaikan perselisihan.

•	 BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial): Badan hukum publik 
yang menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan dan 
ketenagakerjaan di Indonesia.

•	 BYOD (Bring Your Own Device): Kebijakan yang mengizinkan 
karyawan menggunakan perangkat pribadi mereka untuk tujuan 
pekerjaan.

•	 HRIS (Human Resource Information System): Sistem perangkat 
lunak terintegrasi untuk mengelola data dan proses sumber 
daya manusia.
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•	 Human Capital (Modal Manusia): Pengetahuan, keahlian, dan 
atribut tak berwujud lainnya yang dimiliki individu dalam 
organisasi yang dapat menghasilkan nilai ekonomi.

•	 K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja): Upaya untuk menjamin dan 
melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di tempat kerja.

•	 Kecerdasan Buatan (AI - Artificial Intelligence): Teknologi 
yang memungkinkan mesin untuk belajar dan melakukan tugas-
tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia.

•	 KPI (Key Performance Indicator): Nilai terukur yang 
menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan bisnis utama.

•	 Litigasi: Proses penyelesaian sengketa hukum melalui jalur 
pengadilan formal.

•	 Mediasi: Penyelesaian perselisihan dengan bantuan seorang 
mediator netral dari Dinas Ketenagakerjaan.

•	 PHI (Pengadilan Hubungan Industrial): Pengadilan khusus 
yang berwenang mengadili perselisihan hubungan industrial.

•	 PKB (Perjanjian Kerja Bersama): Perjanjian hasil perundingan 
antara serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat 
kerja, hak, dan kewajiban.

•	 PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu): Kontrak kerja untuk 
jangka waktu atau pekerjaan tertentu; karyawan kontrak.

•	 PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu): Kontrak 
kerja yang bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh jangka waktu; 
karyawan tetap.

•	 Remunerasi: Imbalan total yang diterima karyawan, mencakup 
gaji, tunjangan, bonus, dan lembur.

•	 Serikat Pekerja: Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk 
pekerja guna memperjuangkan, membela, dan melindungi hak 
serta kepentingan pekerja.
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•	 Tanggung Jawab Renteng: Tanggung jawab hukum di mana lebih 
dari satu pihak dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu 
kewajiban.

•	 Uang Pesangon (UP): Kompensasi yang dibayarkan kepada 
karyawan akibat PHK, dihitung berdasarkan masa kerja.

•	 UU PDP (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi): UU No. 27 
Tahun 2022 yang menjadi landasan hukum utama mengenai 
pemrosesan data pribadi di Indonesia.
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